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1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 
1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang 
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang 
dilaksanakan sendiri perlu disesuaikan dengan perubahan 
peraturan perundangan yang terkait; 

b. bahwa peraturan perundangan terkait yang berubah, antara 
lain peraturan tentang organisasi di lingkungan Kementerian 
Pekerjaan Umum; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas 
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2011; Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan b maka Permen PU Nomor 
02/PRT /M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 
Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan 
Pemerintah Dan Dilaksanakan Sendiri perlu disempurnakan. 

MENTERI PEKERJAAN UMUM, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat: 

Menimbang: 

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 
YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN 

SENDIRI 

TENT ANG 

PERATURAN MENTER! PEKERJAAN UMUM 
NOMOR 14/PRT/M/2011 

MENTERI PEKERJAAN UMUM 
REPUBLIK INl,)ONESIA 
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Nomor 31 Tahun 2000 tentang Rumah Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 
1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap 
Bangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 171 clan Tambahan Lembarari Negara Republik 
Indonesia Nomor 3892); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2000 tentang Usaha clan Peran Masyarakat .Jasa Konstruksi 
sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nom01· 7 clan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 
2000 tentang Penyelenggaran .Jasa Konstruksi sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No. 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 clan Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 

6. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Koristruksi 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 
clan Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3957); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2005 tentang Jalan Tol (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 32); 

8. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2005, tentang Sistem Penyediaan Air Minurn (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 clan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4490); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 
2005 tentang Pedoman Penetapan clan Penyusunan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 

10. Peratu ran Pernerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan clan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 

l l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4624); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 
2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor); 

13. Peraturan Pernerintah No.39 tahun 2006 tentang Tata Cara 
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Pengenclalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan; 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pcmbagian Urusan Pemerintahan antara 
Pcmerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, clan 
Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2006 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
No.38 Tahun 2008; 

l 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4858); 

18. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lernbarari Negara Republik 
Indonesia Nomor 4859); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
127); 

20. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
20 l O ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

2 1. Peraturan Pemerintah Repu blik Indonesia Nomor 37 Tahun 
2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5117); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 
2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 dan 
Tarn.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4503); 

23. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2011 tentang Sungai; 
24. Keputusan Presiclen Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 

2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010; 

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pernbentukan Organisasi Kementerian Negara; 

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
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Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
l. Pemerintah aclalah Pemerintah Pu sat. 
2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. 
3. Kernenterian adalah Kernenterian Pekerjaan Umum. 
4. Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretariat 

.Jenderal, Inspektorat Jencleral, Badan, dan Direktorat Jencleral di lingkungan 
Kementerian Pekerjaan Umum. 

5. Kewenangan urusan Kementerian Pekerjaan Umum adalah kegiatan yang 
meliputi Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Penataan Ruang. 

6. Dinas adalah organisasi pernerintahan di daerah yang membidangi Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang. 

7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 
YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN 
DILAKSANAKAN SENDIRI. 

MEMUTUSKAN: 

ten tang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuri 2010 Nomor 25, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2011 (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 44); 

29. Peraturan Presiden No.33 Tahun 2011 tentang Kebijakan 
nasional Pengelolaan Sumber Daya Air 

30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009; 

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 
tentang Petunjuk Tektis Pelayanan Standar Minimum Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum Nomor 21/PRT/M/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Kemeriterian Pekerjaan Umum; 

33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 
tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan 
Umum; 

34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 /PRT /M/2011 
Tentang Standar dan Pedoman Pengaclaan Pekerjaan 
Konstruksi clan J asa Konsultasi. 
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a. Satker Te tap Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Kementerian di Pusat. 

b. Satker Unit Pelaksana Tekriis Pusat yang melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan 
sendiri di daerah , 

( l). Urusan pemerintahan yang menjacli kewenangan Kernenterian meliputi 
Kegiatan Subbidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Perkotaan Perdesaan, 
Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase, Perrnukiman, Bangunan 
Gedung dan Lingkungan, .Jasa Konstruksi, serta Kegiatan Penataan Ruang. 

(2). Urusan pernerintahan yang menjacli kewenangan Kementerian sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui Satker yang terdiri atas: 

BAB III 
KEWENANGAN YANG DILAKSANAKAN SENDIRI 

Pasal 3 

(1). Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja 
clan Satker di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan kewenangan 
Pemeriritah dalarn urusan Kementerian yang dilaksanakan sendiri. 

(2). Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan basil pelaksanaan 
urusan Kernenterian sccara efektif dan efisien. 

(3). Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri mi meliputi 
perencanaan, pemrograman, penganggaran, koordinasi pelaksanaan di 
daerah, uraian tugas clan tanggung jawab pelaksana kegiatan, penetapan clan 
persyaratan personalia pejabat inti Satker, petunjuk operasional kegiatan, 
rnekarrisme pencairan dana, penatausahaan, pelaporan clan pengawasan, 
pembinaan pelaksanaan, clan ketentuan sanksi. 

BABH 
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa di 
Kementerian Pekerjaan Umum yang bersifat perrnanen, dapat berdiri sendiri 
atau melekat pada unit yang sudah ada. 

8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker aclalah Satuan Kerja di 
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang menyelenggarakan kegiatan 
yang dibiayai dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum. 

9. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa 
Pengguna Anggaran clan/ atau Barang di lingkungan Kementerian Pekerjaan 
Umum bertanggung jawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran 
dan/atau Pengguna Barang. 

10. Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah yang selanjutnya disebut 
RPIJM adalah rencana clan program pembangunan infrastruktur tahunan 
dalam periode tiga hingga lima tahun, yang dilaksanakan secara terpadu oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/swasta, yang 
mengacu pada rencana tata ruang, untuk menjamin keberlangsungan 
kehidupan masyarakat yang berkualitas dan mewujudkan pembangunan yang 
berkelanj utan. 
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(1) Proses penelaahan Rencana Kerja clan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA­ 
K/ L) dilaksanakan di Pu sat dan menghasilkan Surat Penetapan Rencana 
Kerja clan Anggaran Kementerian/Lembaga (SP··RKAKL) yang diterbitkan 
Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan sebagai dasar 
penelaahan dan perierbitan DIPA. Proses pengesahan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan sebagian di Pusat, clan sebagian 
di daerah. 

(2) Larnpiran konsep DIPA yang diterbitkan di Pusat ditandatangani oleh 
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. 

(3) Konsep DIPA yang diproses di daerah diterbitkan berdasarkan Daftar 
Nominatif Anggaran (DNA) clan Daftar Revisi Anggaran (DRA) ditandatangani 
oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas narna Menteri. 

(4) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan DIPA clan revisi DIPA yang 
cliterbitkan di daerah dalarn waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah DIPA 
ditandatangani kepada Kepala Unit Eselon I terkait dan Sekretaris Jenderal 
Kernen terian. 

Pasal 5 

( 1) Perencanaan, pemrograman dan penganggaran jangka menengah clan 
tahunan dilaksanakan oleh Menteri melalui koordinasi Sekretaris Jenderal 
dan Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab program yang 
merupakan bagian integral dalam perencanaan, pemrograman dan 
penganggaran Kementerian. 

(2) Setiap perubahan rencana, program, clan anggaran diusulkan tertulis oleh 
Satker untuk dibahas pada Unit Kerja Eselon I terkait yang dikoordinasikan 
oleh Sekretariat Jenderal. 

{3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksucl pada ayat {2) dapat dipertimbangkan 
berdasarkan usulan Pejabat Eselon II terkait yang rnenjelaskan alasan-alasan 
perubahan yang diperlukan, meliputi aspek keterlaksanaan, efektivitas dan 
efisien si, serta tidak mernpengaruhi rencana pencapaian sasaran clan kinerja 
Kementerian. 

(4) Mekanisme perencanaan, pemrograman, dan penganggaran jangka rnenengah 
clan tahurian mengacu pada Lampiran 4.1., tentang Kebijakan Pelaksanaan 
Kegiatan, yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Menteri ini. 

(5) Rencana program dan usulan kegiatan beserta perubahannya harus mengacu 
pada RPIJM Biclang Infrastruktur ke-PU-an yang telah disepakati. 

BAB IV 
PERENCAl'ifAAN, PEMROGRAMAN, DAN PENGANGGARAN 

Pasal 4 

c. Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) yang melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kernenterian yang 
dilaksanakan sendiri dan yang tidak dilaksanakan oleh Satker Tetap 
Pusat dan Satker Unit Pelaksana Teknis Pusat. 
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( 1) Pelaksanaan kegiatan urusan Kementerian yang merupakan kewenangan 
Pernerintah clan dilaksanakan sendiri harus sesuai dengan norrna, standar, 
proseclur, dan kriteria yang telah ditentukan olch Pemerintah. 

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah mengkoordinasikan penyelenggaraan 
kewenangan urusan Kementerian yang dilaksanakan di daerah dalam 

BABV 
KOORDINASI PELAKSANAAN DI DAERAH 

Pasal 8 

( 1) Petunjuk Operasional Kegiatan {POK) merupakan petunjuk bagi Pejabat 
Satker untuk melaksanakan kegiatan yang mengikuti Petunjuk Umum clan 
Petunjuk Khusus yang clitetapkan oleh Menteri sebagaimana tercantum 
dalam Larnpiran 4.1., tentang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. 

(2) POK atau Revisi POK ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait setelah DIPA 
atau revisi DIPA disahkan. 

(3) Setiap revisi POK haru s melalui persctujuan tertulis dari Pejabat Eselon I 
sebagai penanggung jawab program, berdasarkan usulan Pejabat Eselon II 
terkait yang menjelaskan alasan-alasan perubahan yang diperlukan, 
meliputi aspek keterlaksanaan, kemanfaatan, efektivitas clan efisiensi, serta 
tidak mempengaruhi rencana pencapaian sasaran clan kinerja Kementerian. 

(4) Revisi POK yang ticlak berakibat perubahan pada output (kuantitas maupun 
satuan) sebagaimaria Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh KPA. 

(5) Kerangka Umum Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalarn Larnpiran 4.2., tentang Kerangka Petunjuk 
Operasional Kegiat:an, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Ment:eri ini. 

Pasal 7 

(1). Revisi DIPA meliputi perubahan pagu program, pagu antar kegiatan, pagu 
antar output dan output baik dalam jumlah maupun satuan. 

(2). Proses pengajuan usulan revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus menclapat persetujuan dari Pejabat Eselon I selaku atasan 
Kasatker/penanggung jawab program, apabila ada perubahan output dengan 
atau tanpa perubahan pagu. 

(3). Proses revisi DIPA yang diterbitkan di Pusat disampaikan oleh Pejabat Eselon 
I kcpada Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran dan 
Direktorat Jenderal Pcrbendaharaan). 

(4). Proses revisi DIPA yang diterbitkan di Daerah diajukan oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perberidaharaan], clan proses dilakukan scsuai dengan kewenangan 
Kantor Wilayah Direktorat Jcnderal Perbendaharaan. 

(5). Proses revisi DIPA yang diterbitkan di Daerah, dalam hal terjadi pengurangan 
output clan penambahan pagu rupiah murni diajukan melalui Pejabat Esclon 
I. 

(6). Usulan revisi DIPA dapat dikirim melalui fasilitas e-rnonitoring atau secara 
tertulis. 

Pasal 6 
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(1) Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk pelaksanaan Pengadaan barang dan 
jasa yang berada di provinsi, kabupaten/kota di lingkungan Direktorat 
Jencleral Bina Marga dan Direktorat .Jenderal Sumber Daya Air berada di 
Balai/Balai Besar sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan 
fungsi ULP. 

(2) Untuk pelaksanaan pengaclaan barang dan jasa selain yang disebutkan 
pada ayat {l), penugasan ULP akan ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, ULP clapat membentuk perangkat 
organisasi clan membentuk beberapa kelompok kerja (pokja} sesuai beban 
kerjanya. 

(4) KPA menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan. 

BAB VII 
UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

Pasal 10 

( 1) Kasatker mempunyai tugas clan bertanggung jawab secara fisik clan 
keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan Kementerian sesuai dengan 
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran clan Petunjuk Operasional Kegiatan. 

(2) Pejabat Unit Eselon l Kernenterian melalui Pejabat Unit Eselon II terkait 
melaksanakan Iungsi pengaturan, pembinaan, clan pengawasan teknis atas 
pelaksanaan Satker. 

(3) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, clan pengawasan teknis terhaclap 
Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Dinas 
bidang PU Provinsi terkait. 

(4) Penyelenggaraan tugas clan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan seluruh 
Kasatker mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang pada Lampiran 
1.a., 2.a. clan 3.a. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Menteri ini. 

BAB VI 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN 

Pasal 9 

rangka keterpaduan pembangunan wilayah clan pengembangan lintas 
sektor. 

(3) Pejabat Eselon I Kementerian melalui Pejabat Eselon II terkait 
melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan di daerah 
yang dilakukan oleh seluruh Satker dan melakukan koordinasi dengan 
Dinas bidang PU terkai t. 

(4) Kasatker Unit Pelaksana Teknis Pusat/Balai/Balai Besar dan Kepala SNVT 
yang melaksanakan kegiatan pusat di daerah, dalam pelaksanaan tugasnya 
harus melakukan koordinasi dengan Guberrrur. 

(5) Ketentuan tentang koordinasi pelaksanaan di daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), tercanturn dalam Lampiran 8. yang merupakan 
bagian ticlak terpisahkan clengan Peraturan Menteri ini. 
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(1) Setiap Satker wajib membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 
Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB); 

(2) Setiap Unit Kerja Eselon I yang mempunyai kegiatan di daerah wajib 
membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah 
(UAPPA-W /UAPPB-W) pada provinsi terkait. 

(3) Setiap Unit Kerja Eselon I wajib membentuk Unit Akuntansi Pembantu 
Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA-El/UAPPB-El). 

BABX 
PENATAUSAHAAN BMN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN 

Pasal 13 

( 1) Mekanisme pencairan clana pelaksanaan kegiatan Satker dilaksanakan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5. tentang Mekanisme Pencairan 
Dana clan Conteh Aclminstrasi Kegiatan, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini, 

(2) Satker yang akan membuka rekening harus meminta persetujuan kepada 
Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat selaku 
Kuasa Bendahara Umum Negara. 

BAB IX 
MEKANISME PENCAIRAN DANA 

Pasal 12 

(l) Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Inti Satker/Pejabat 
Perbenclaharaan di lingkungan Kementerian. 

(2) Pengangkatan clan pernberhentian sebagaimana disebutkan pada ayat (1), 
tidak berkaitan dengan tahun anggaran. 

(3) Pejabat Inti pada Satker/Pejabat Perbenclaharaan harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran l.b., 2.b., clan 3.b. 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. 

(4) Pejabat Inti Satker/Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terdiri atas: 
a. Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, 
b. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara, 
c, Pejabat Pembuat Kornitrnen, 
d. Pejabat yang Melakukan Pengujian clan Perintah Pembayaran, 
e. Bendahara Pcnerimaan, 
I. Bendahara Pengeluaran, 

(5) Masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir b, c, d, e, 
dan f dilarang untuk dirangkap. 

(6) Pejabat Inti Satkcr dilarang merangkap jabatan pada Satker lainnya. 
(7) Penetapan pengangkatan dan pernberhentian Pejabat Inti Satker tidak terikat 

tahun anggaran. 
(8) Atasan langsung Kasatker atas narna Pejabat Eselon I menetapkan Pembantu 

Pejabat Inti Satker, petugas pelaporan yang terdiri atas Sistem Akuntansi 
Keuangan (SAK}, Sistem Informasi Manajemen clan Akuntansi Barang Milik 
Negara (SIMAK-BMN), clan e-Moriitoring. 

BAB VIII 
PENETAPAN PEJABAT INTI SATKER DAN PERSYARATAN PERSONALIA 

Pasal 11 
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(1) Kepatuhan Kasatker dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 15 menjadi salah satu pertimbangan penilaian kinerja Kasatker 
dalam penentuan dan penetapan Kasatker selanjutnya. 

(2) Kasatker akan diberikan teguran secara tertulis oleh Atasan Langsungnya 
clan ditembuskan ke Atasan clan Sekretaris Jenderal apabila tidak 

Pasal 16 

(l) Kasatker wajib menyusun clan menyampaikan Laporan Keuangan clan 
BMN, LAKIP, Laporan Pelaksariaan Kegiatan termasuk laporan terkait 
Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 
Mekanisme pelaporan Satker tercantum dalam Lampiran 6., tentang 
Mekanisme Pelaporan clan Kegiatan, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Meriteri ini. 

(2) 

Pasal 15 

(6) Sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengajuan clan pengusulan 
pemanfaatan, pemindahtanganan, clan penghapusan terhadap BMN yang 
berada di bawah penatausahaan UAKPB sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. 

(l) Setiap Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib 
menyelenggarakan Sistem Inforrnasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 
Negara (SIMAK BMN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(2) Setiap Satker wajib menyelenggarakan penatausahaan BMN yang meliputi 
kegiatan pencatatan, yaitu membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), 
pembukuan BMN, yaitu mencatat setiap mutasi · BMN, dan membukukan 
hasil inventarisasi, serta rnelakukan rekonsiliasi internal dan eksternal Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang. 

(3) Bersama dengan UAPPB-W melakukan inventarisasi BMN, sekurang­ 
kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui kondisi, 
keberadaan, dan nilai Barang Milik Negara. 

(4) Menycdiakan dan melaporkan laporan BMN yaitu dengan: 
a. Menyampaikan DBKP sebagaimana ayat (2) yang berisi semua BMN. 
b. Menyampaikan mutasi BMN pada DBKP sebagaimana ayat (2) secara 

periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Menyusun dan menyanipaikan laporan hasil inventarisasi BMN kepada 

UPPB-W, UPPB-El atau UPPB clan KPKNL. 
cl. Menyusun clan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) 

Semesteran clan Tahunan secara periodic kepacla UPPB-W, dengan 
tembusan UPPB-El atau UPPB clan KPKNL. 

e. Menyusun clan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari 
pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nornor 
6 Than 2006 kepada UPPB-W. 

(5) Melakukan pengamanan BMN, meliputi kegiatan pengamanan fisik, 
dokumen serta melakukan proses pengajuan bukti hak/ sertifikat terhadap 
BMN berupa tanah. 

Pasal 14 
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{5) 

(2) 

pembinaan pelaksanaan untuk menjamin 
dan efisien clalam mericapai rencana dan 

( 1) Pejabat Eselon I melakukan 
penyelenggaraan yang efektif 
sa saran program Kementerian. 
Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi 
penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, clan kriteria, 
bimbingan teknis termasuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 

(3) Pelaksanaan pengawasan teknis dilakukan untuk meningkatkan kinerja 
pelaksanaan Satker, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian 
terhadap norma, standar, proscdur, clan kriteria yang ditetapkan dan 
dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Pejabat Eselon I terkait 
sebagai penanggung jawab program. 

(4) Pelaksanaan bimbingan tcknis dimaksuclkan untuk mernberikan 
pendampingan pelaksanaan, dapat berupa bantuan kegiatan, pecloman teknis, 
tenaga teknik, pelatihan, asistensi, bahan dan peralatan, yang dilakukan 
secara 1:erpadu melalui koordinasi Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung 
jawab program. 
Pelaksanaan bim bingan teknis dapat dilakukan melalui sosialisasi, 
diseminasi, konsultasi publik, lokakarya (workshop), diskusi kelompok terarah 
(focused group discussion). 

(6) Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi kepada pelaksana kegiatan di daerah 
dimaksudkan untuk menyebarluaskan rencana, program, dan pedoman 
pelaksanaan u rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kernenterian 
yang penyelenggaraannya dilakukan secara terpadu melalui koordinasi 
Sekretaris .Jenderal. 

(7) Pelaksanaan monitoring clan evaluasi dimaksudkan untuk memantau 

BAB XI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS PELAKSANAAN 

Pasal 19 

(l) Pengawasan cksterrial pelaksanaan Satker di lingkungan Kemeriterian 
dilaksariakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 

(2) Pengawasan internal pelaksanaan Satker di lingkungan Kementerian 
dilaksanakan olch Inspektorat Jencleral Kementerian clan/atau Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

(3) Inspektorat Jenderal Kementerian menyusun program pemeriksaan tahunan 
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan. 

Pasal 18 

Untuk mericapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, 
dan akuntabel, Kasatker wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan 
kegiatan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

Pasal 17 

rnenyampaikan laporan sebagaimana climaksud pada Pasal 15 ayat (1) 
selarna 1 (satu) bulan setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan. 

(3) Kasatker yang telah mendapat teguran sebagaimana pada ayat (2) di atas 
selama 3 (tiga) kali akan diberikan sanksi sesuai dengan ketcntuan yang 
berlaku. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

Kepala Biro Hukum, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 7 November 2011 
MENTJI:RI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

ttd 

AMIR SYAMSUDIN 
SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 724 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 November 2011 
MENTERI PEKERJAAN UMUM 

ttd 

DJOKO KIRMANTO 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri mi, Peraturan Menteri Nomor 
02 / PRT / M / 2008 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan 
Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XIII 
PENUTUP 
Pasal 21 

(1) Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja 
yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini 
dinyatakan tetap berlaku. 

(2) Pada masa transisi, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada 
ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Menteri. 

BABXH 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 20 

penyelenggaraan administrasi dan fisik serta melakukan evaluasi keseluruhan 
program dan kegiatan terhadap rencana sasaran yang ditetapkan oleh 
Menteri. 

(8) Ketentuan tentang pembinaan teknis pelaksanaan, tercantum dalam 
Larnpiran 4.1. dan Lampiran 4.2. yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Menteri ini. 
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2. Kepala Satuan Kerja Tetap Pusat/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
a. Tugas Kasatker Tetap Pusat/KPA: 

1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan. 
2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling 

kurang di website PU net. 
3) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
4) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak. 
5) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA. 
6) Menyusun clan menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan 

lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
7) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP /Pejabat 

Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan umum tugas 

Kasatker Tetap Pusat. 
2) Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di 

bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra 
Kementerian dan menjamm tercapainya outcome yang telah 
ditetapkan. 

3) Bertanggungjawab kepada Menteri selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang atas keberhasilan kinerja Satker Tetap 
Pusat. 

1. Atasan/ Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Tetap Pusat 
Termasuk Satuan Kerja selaku Instansi Pengguna PNBP 
a. Tugas: 

1) Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas 
Kasatker Tetap Pusat, dalam rangka pelaksanaan rencana kerja yang 
telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA). 

2) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah 
koordinasinya kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis 
Kementerian Pekerjaan Umum (Renstra Kementerian). 

3) Menetapkan struktur organisasi dan pembantu Pejabat Inti Satker 
Tetap Pusat. 

Safuan Kerja Tetap Pusat 

KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN 
SATUAN KERJA TETAP PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN 

UMUM 

LAMPIRAN 1.a.: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 
NOMOR : 14/PRT/M/2011 
TANGGAL : 14 November 2011 
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b. Tanggungjawab Kasatker Tetap Pusat: 
1) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja 

yang tertuang dalam DIPA. 
2) Bertanggungjawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satker yang 

membebani APBN. 
3) Bertanggungjawab atas kebenaran material setiap Surat 

Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya 
serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam hal 
Kasatker Tetap Pusat merangkap sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen). 

4) Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian 
keluaran/output yang telah ditetapkan. 

5) Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan 
Barang Milik/Kekayaan Negara Satker. 

8) Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen 
Pengadaan Barang/ J asa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan 
Barang/Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy 
dan softcopy. 

9) Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk 
softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam 
bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit 
Kerja Eselon I. 

10) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk Pelaksanaan 
apabila diperlukan. 

11} Melaksanakan seluruh tugas Satker Tetap Pusat terutama 
pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan 
dalam DIPA. 

12) Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan 
dan dituangkan dalam DIPA. 

13} Memberikan pengarahan clan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti 
Satker Tetap Pusat dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan 
kegiatan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan. 

14) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker Tetap Pusat yang 
dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh 
Pejabat Eselon I terkait. 

15) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan 
(SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang 
Melakukan Pengujian dan Penandatangan SPM. 

16) Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak 
(dalam hal Kasatker Tetap Pusat merangkap sebagai Pejabat 
Pembuat Komitmen). 

17) Dalam hal Kasatker Tetap Pusat tidak merangkap sebagai Pejabat 
Pembuat Kornitmen, penandatanganan Surat Keputusan/Surat 
Perintah Kerja/Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 

18) Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan 
cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna 
Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang 
merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya. 
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4. Pejabat Pembuat Komitmen 
a. Tugas: 

Melaksanakan sebagian tugas Kasatker Tetap Pusat yaitu : 
1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang 

meliputi: Spesifikasi teknis Ba.rang/ Jasa, Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS), clan Rencana Kontrak. 

2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 
3} Menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja. 
4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa. 
5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak. 
6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa 

kepada Kasatker. 
7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada 

Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan. 
8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran 

dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap 
triwulan. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target penerimaan ym-ig 

telah ditetapkan dalam DIPA. 
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat. 

3. Pejabat Yang Melakukan Pemungutan Penerfmaan Negara 
(Khusus untuk Satker Tetap Pusat yang berfungsi sebagai Instansi 
Pengguna PNBP) 
a. Tugas: 

Melaksanakan sebagian tugas Kasatker Tetap Pusat yaitu : 
1) Menyusun rencana target tahunan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Satker Tetap Pusat yang akan dituangkan dalam RKA-KL/DIPA. 
2) Membuat komitmen yang dapat menimbulkan penerimaan Negara. 
3) Menyediakan fasilitas barang maupun jasa dalam rangka 

mem berikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi 
dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

4) Memelihara Barang Milik/Kekayaan Negara clan fasilitas Satker. 
5) Melakukan pengawasan terhadap ketaatan penyetoran PNBP ke Kas 

Negara. 
6) Melakukan pengawasan terhadap pembukuan penerimaan dan 

penyetoran PNBP ke Kas Negara. 
7) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA 

clan menyampaikannya kepada Kasatker selaku Atasan 
Langsungnya. 

6) Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang clan 
jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7) Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran melalui 
Atasan/ Atasan Langsung /Penanggungjawab Program. 
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9) Menyimpan clan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 
Pengadaan Barang/ Jasa. 

10) Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket 
pekerjaan, dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila 
diperlukan. 

11) Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak, 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, 
konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, apabila diperlukan. 

12) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis 
(Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila 
diperlukan. 

13) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia 
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku. 

14) Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan 
perjanjiarr/Icontrak dengan pihak penyedia barang/jasa. 

15) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa 
kepada Kasatker; 

16) Menyerahkan aset basil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya 
kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kasatker 
dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 

17) Menandatangani pakta integritas. 
18) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam 

DIPA. 
19) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran 

(lembur, honor, vakasi), Surat Perintah Tugas (SPT) atas persetujuan 
Atasan Langsung untuk Pejabat Eselon IV dan Staf serta Surat 
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan SPT yang telah 
diterbitkan. 

20) Menyusun Draf Kontrak untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA 
dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan 
dilaksanakan secara swakelola. 

21) Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran 
Satker, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara 
swakelola. 

22) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta 
dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat 
Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. 

23) Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran 
untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan. 

24) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA 
dan menyampaikannya kepada Kasatker Tetap Pusat. 

25) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang 
merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya. 
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5. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran 
a. Tugas: 

Melaksanakan sebagian tugas Kasatker Tetap Pusat yaitu: 
1) Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen. 
2) Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan 

berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP. 
3) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

4) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk 
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu 
anggaran. 

5) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain: 
a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ 

perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank). 
b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/ a tau 

kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai 
spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan). 

c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan 
dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap 
jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan 
yang harus dibayar belum daluwarsa). 

6) Memeriksa pencapaian tujuan clan/ atau sasaran kegiatan sesuai 
dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan 
dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. 

7) Menandatangani dan menerbitkan SPM dalam rangkap 6 dengan 
ketentuan: 
a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN 

pembayar. 
b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan 

Pengujian dan Perintah Pembayaran. 
c) Lembar keempat disampaikan kepada Petugas 

Akuntansi/Verifikasi Keuangan. 
d) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 
e) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

8) Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN terkait. 
9) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA 

dan menyampaikan kepada Kasatker. 
10) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti­ 

bukti asli pembayaran. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul 

dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang 
ditandatanganinya. 

2) Bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/ output 
kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan 
dalam DIPA. 

3) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat. 
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7. Be ndahara Pengefuaran 
a. Tugas: 

1) Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang 
dilaksanakan Satker pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, 
Buku Tambahan, serta Buku-Buku Tambahan lainnya. 

2) Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan Surat Permintaan 
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan 
Pernbayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP), Surat 
Pennintaan Pembayaran Gariti Uang Persediaan (SPP-GUP) serta 
dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

3} Menandatangani SPP-UP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang 
Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. 

4) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) 
yang pembayarannya melalui rekening Bendahara. 

5) Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya 
yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari 
terjadinya kerugian negara. 

6. Bendahara Penerimaan 
(Khusus untuk Satker Tetap Pusat yang berfungsi sebagai Instansi 
Pengguna PNBP) 
a. Tugas: 

1) Menagih/memungut PNBP yang ada dalam kepengurusan Satker 
Tetap Pusat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

2) Menerima/mengetahui seluruh PNBP yang ada dalarn 
tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan 
Menyetorkan seluruh PNBP yang telah dipungut/ diterimanya ke 
Rekening Kas Negara pada Bank/ Giro Pos sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

3) Mernbukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran PNBP yang ada 
dalam pengurusan Satkernya berdasarkan bukti-bukti pungutan 
dan bukti-bukti penyetoran. 

4) Melaporkan/mempertanggungjawabkan seluruh 
pungutan/penerimaan dan penyetoran/pengeluaran berdasarkan 
bukti pungut/penerimaan dan bukti penyetoranJpengeluaran 
kepada Kasatker Tetap Pusat melalui Pejabat yang Melakukan 
Pemungutan Penerimaan Negara. 

5) Menyampaikan laporan bulanan PNBP kepada Biro Keuangan dan 
Bagian Keuangan masing-masing Satminkal. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara 

yang berada dalam pengurusannya. 
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab secara administratif terhadap basil pengujian 

rneliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan tujuan 
pengeluaran. 

2) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat. 
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8. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan 
a. Tugas: 

1. Tugas pokok dan kewenangan ULP /Pejabat Pengadaan meliputi : 
1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ J asa; 
2) Menetapkan Dokumen Pengadaan; 
3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 
4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website 

Kementerian PU dan papan pengumuman resmi untuk 
masyarakat; 

5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi 
atau pascakualifikasi; 

6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap 
penawaran yang masuk; 

7} Khusus untuk ULP: 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas pengelolaan uang persediaan. 
2) Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara 

yang berada dalam pengurusannya. 
3) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat. 

6) Menguji keberiaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi 
kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang 
berlaku sebelum dilakukan pembayaran. 

7) Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan 
Pejabat Pembuat Komitmen untuk Belanja Barang (52); Belanja 
Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), 
perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat 
perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; Belanja lain­ 
lain (58) dan dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh 
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang 
kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh 
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan setempat, dan pembayaran yang dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi 
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran 
honor dan perjalanan dinas. 

8) Menolak perintah bayar dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila 
persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. 

9) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan 
penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut 
bentuk clan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada 
masing-masing Instansi yang terkait. 

10) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti­ 
bukti pembukuan. 

11) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) 
Bendahara kepada : 
e KPPN setempat 
e BPK RI 
., Menteri Pekerjaan Umum 
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b. Tanggungjawab ULP: 
1) Tercapainya sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan 

pengadaan barang/ jasa; 
2) Mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan persaingan yang 

tidak sehat dalam pengadaan barang/ jasa; 
3) Menjamin tidak terjadi pertentangan antara pihak yang terkait dalam 

proses pengadaan barang/jasa; 
4) Menjamin tidak terjadi pemborosan dan kebocoran keuangan Negara; 

a) Menjawab sanggahan; 
b) Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk: 

1) Pelelangan a tau Penunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya 
yang bernilai paling tinggi Rpl00.000.000.000,00 (seratus 
miliar rupiah);atau 

2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
J asa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

c) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia 
Barang/ Jasa kepada PPK; 

d) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 
8) Khusus Pejabat Pengadaan: 

a) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 
1) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk 

paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 
Lainnya yang bernilai paling tinggi Rpl00.000.000,00 
(seratusjuta rupiah); dan/atau 

2) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk 
paket Pengadaan J asa Konsultansi yang bernilai paling 
tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah]; 

b) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
kepada PA/KPA. 

9} Mernbuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada 
Menteri; dan 

10) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 

2. Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan, 
dalam hal diperlukan ULP /Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan 
kepada PPK: 
1) perubahan HPS; dan/atau 
2) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 

3. Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri,baik 
dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. 

4. Dikecualikan dari ketentuan pada butir (3), anggota ULP/Pejabat 
Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN selain Kementerian PU 
atau Kelornpok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari 
bukan pegawai negeri. 

5. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau 
memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat 
menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau 
swasta. 



21 

2. Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) 
a. Tugas: 

1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan 
Laporan Kondisi Barang (LKB) Satker sesuai dengan Sistem 
Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi 

Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. 
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat. 

10. Petugas Unit Akuntansi Satuan Kerja Tetap Pusat 
1. Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) 

a. Tugas: 
1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) clan Neraca Satker 

Tetap Pusat sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

2) Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan 
KPPN terkait. 

3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu 
Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) beserta Arsip Data 
Kompu ter (ADK) secara tepat waktu. 

4) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu 
Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-El) beserta Arsip Data 
Komputer (ADK) secara tepat waktu, 

9. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 
a. Tugas Pokok Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud 
mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: 
1) Melakukan pemeriksaan setiap tahapan hasil pekerjaan Pengadaan 

Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 
Kontrak; 

2) Menerima hasil Pengadaan Ba.rang/Jasa setelah melalui 
pemeriksaan/ pengujian; 

3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil 
Pekerjaan. 

b. Tanggungjawab Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan: 
Menerima hasil Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam Kontrak. 

5) Mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang clan/ a tau 
kolusi dengan tujuan merugikan Negara; 

6) Agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa diterapkan secara efisien, 
ef ektif dan transparan. 

7) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa 
kepada PPK; 

8) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 
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LAIN-LAIN 

l. Pejabat Inti Satker Tetap Pusat tidak dapat merangkap jabatan pada 
lebih dari 1 (satu) Satker yang dibiayai dana APBN. 

2. Pejabat Inti Satker Tetap Pusat yang dibiayai APBN tidak dapat 
merangkap jabatan pada Satker yang dibiayai dana APBD. 

3. Pejabat yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara dan 
Bendahara Penerima, berlaku khusus untuk Satker Tetap Pusat yang 
telah ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Pengguna PNBP. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan 

Kegiatan (backup data maupun cetakan) 
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat. 

11. Petugas e-Monitoring Satuan Kerja Tetap Pusat 
a. Tugas: 

1) Mengum pulkan dan mendokumentasikan data dan informasi 
pelaksanaan kegiatan yang meliputi: 
a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan; 
b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan 

realisasi keuangan) 
d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja 
e) Perrnasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan 

2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitorinq 
setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data 
melalui e-Monitorinq on-line. 

3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitorinq off-line. 
4) Menyusun dan rnenyampaikan laporan progres fisik dan keuangan 

secara periodik sesuai ketentuan. 
5) Menyusun clan menyampakan Laporan Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan sesuai ketentuan 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan BMN clan LKB 

sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. 
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat. 

2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Ak:untansi 
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer 
(ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu. 

3) Menyampaikan laporan BMN LKB kepada Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip 
Data Komputernya. 

4) Menyampaikan laporan BMN LKB kepada Unit Ak:untansi 
Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-El) beserta Arsip 
Data Komputernya. 
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4. Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, 
Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak boleh saling 
merangkap. 

5. Kasatker Tetap Pusat tidak boleh merangkap sebagai Bendahara. 

6. Pejabat Inti Satker Tetap Pusat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil. 
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SATUAN KERJA BALAI BESAR/BALAI/LOKA 
Te:rmasuk Satuan Kerja Selaku Instansi Pengguna PNBP 
1. Atasan Kepala Satuan Kerja yang dijabat oleh Pejabat; Eselon I 

a. Tugas: 
1) Melakukan pengawasan um um terhadap pelaksanaan tugas 

Kasatker, terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah 
ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. 

2) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Kasatker untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas Satker. 

3) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah 
koordinasinya kepada Menteri dalam rangka mencapai tujuan 
Renstra Kementerian. 

4) Menetapkan struktur organisasi clan uraian tugas pembantu 
pejabat Inti Satker. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di 

bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra 
Kementerian dan menjamin tercapainya outcome yang telah 
ditetapkan dalam DIPA. 

2) Bertanggungjawab atas penyusunan program yang mangacu kepada 
Renstra dalam rangka mewujudkan rencana outcome yang akan 
dituangkan didalam RKA-KL/DIPA untuk tahun berikutnya. 

3) Bertanggungjawab kepada Menteri selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

2. Atasan yang merangkap sebagai Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja 
yang dijabat oleh Pejabat Eselon I 
a. Tugas: 

1) Melakukan pengawasan um um terhadap pelaksanaan tugas Kepala 
Satuan Kerja, terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah 
ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA). 

2) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Kepala Satuan Kerja 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja. 

3) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah 
koordinasinya kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam rangka 
mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 
(Renstra Kementerian). 

4) Menetapkan struktur organisasi clan pembantu pejabat Inti Satuan 
Kerja yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pembantu 
Atasan Langsung. 

5) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif terhadap 
Satuan Kerja yang berada di bawah koordinasinya. 

6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA yang 
diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja. 

KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN 
SATUAN KERJA UPT/BALAI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

LAMPIRAN 2.a. : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 
NOMOR : 14/PRT /M/2011 
TANGGAL : 14 November 2011 
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7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
administrasi keuangan dan kemajuan pelaksaanaan kegiatan dan 
output Satuan Kerja. 

8) Secara berkala melakukan inspeksi umum dan teknis ke Satuan 
Kerja. 

9) Memberikan petunjuk dan arahan serta fasilitasi untuk mengatasi 
permasalahan prinsip yang mungkin timbul pada Satuan Kerja. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di 

bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra 
Kementerian dan menjamin tercapainya outcome yang telah 
ditetapkan dalam DIPA. 

2) Bertanggungjawab atas penyusunan program yang mengacu kepada 
Renstra dalam rangka mewujudkan rencana outcome yang akan 
dituangkan di dalam RKA-KL/DIPA untuk tahun berikutnya. 

3) Bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku 
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. 

3. Pembarrtu Atasan Kepala Satuan Kerja yang dijabat oleh Pejabat 
Eselon II 
a. Tugas: 

1) Membantu Atasan Kasatker dalam melakukan pengawasan umum 
terhadap pelaksanaan tugas Kasatker, terutama pelaksanaan 
rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. 

2) Memberikan masukan kepada Atasan Kasatker untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Satker. 

3) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif terhadap 
Satker yang berada di bawah koordinasinya. 

4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA yang 
diselenggarakan oleh Kasatker. 

5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
administrasi keuangan dan kemajuan pelaksaanaan kegiatan dan 
output Satker. 

6) Secara berkala melakukan inspeksi umum dan teknis ke Satker. 
7) Memberikan petunjuk dan arahan serta fasilitasi untuk mengatasi 

pennasalahan prinsip yang mungkin timbul pada Satker. 
8) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah 

koordinasinya kepada Penanggungjawab Program dalam rangka 
mencapai tujuan Renstra Kementerian. 

b. Tanggungjawab: 
Bertanggungjawab kepada Atasan Kasatker/Penanggungjawab 
Program/Pejabat Eselon I unit kerja yang bersangkutan dalam rangka 
mewujudkan outcome sesuai Renstra, 

4. Pembarrtu Atasan/Pembantu Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja 
yang dijabat oleh Pejabat Esalon II 
a. Tugas: 

1) Membantu Atasan/ Atasan Langsung Kasatker dalam melakukan 
pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Kasatker, terutama 
pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan 
dalam DIPA. 

2) Memberikan masukan kepada Atasan/ Atasan Langsung Kasatker 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satker. 
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3) Menyelenggarakan pernbinaan teknis dan administratif terhadap 
Satker yang berada di bawah koordinasinya. 

4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA yang 
diselenggarakan oleh Kasatker. 

5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
administrasi keuangan clan kemajuan pelaksaanaan kegiatan clan 
output Satker. 

6) Secara berkala melakukan inspeksi umum dan teknis ke Satker. 
7) Memberikan petunjuk dan arahan serta fasilitasi untuk mengatasi 

permasalahan prinsip yang mungkin timbul pada Satker. 
8) Melaporkan basil pelaksanaan program yang berada di bawah 

koordinasinya kepada Penanggungjawab Program dalam rangka 
mencapai tujuan Renstra Kementerian. 

b. Tanggungjawab: 
Bertanggungjawab kepada Atasan Kasatker / Penanggungjawab 
Program/ Pejabat Eselon I unit kerja yang bersangkutan dalam rangka 
mewujudkan outcome sesuai Renstra. 

5. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja yang dijabat oleh Pejabat 
Eselon II 
a. Tugas: 

1) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif terhadap 
Satker yang berada di bawah koordinasinya. 

2) Menetapkan pembantu pejabat Inti Satker. 
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA yang 

diselenggarakan oleh Kasatker. 
4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

administrasi keuangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan 
output Satker. 

5) Secara berkala melakukan inspeksi umum dan teknis ke Satker. 
6) Mernberikan petunjuk dan arahan serta fasilitasi untuk mengatasi 

permasalahan prinsip yang mungkin timbul pada Satker. 
7) Melaporkan basil pelaksanaan program yang berada di bawah 

koordinasinya kepada Penanggungjawab Program dalam rangka 
mencapai tujuan Renstra Kementerian. 

b. Tanggungjawab: 
Bertanggungjawab kepada Atasan Kasatker/Penanggungjawab 
Program/ Pejabat Eselon I unit kerja yang bersangkutan dalam rangka 
mewujudkan outcome sesuai Renstra. 

6. Kepala Satuan Kerja 
a. Tugas: 

1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan. 
2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling 

kurang di website PU net. 
3) Menetapkan Pejabat Pengadaan. 
4) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
5) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak. 
6) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA. 
7) Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP /Pejabat 

Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat. 
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b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana 

kerja yang tertuang dalam DIPA. 
2) Bertanggungjawab atas semua penerimaan/pengeluaran anggaran 

Satker yang membebani APBN. 
3) Bertanggungjawab atas kebenaran material setiap Surat 

Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya 
serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam 
dmerangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 

4) Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian 
keluaran/output yang telah ditetapkan. 

5) Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan 
Barang Milik/Kekayaan Negara Satker. 

6) Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran serta tertib 
pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang 
dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku. 

9) Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen 
Pengadaan Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan 
Barang/Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy 
dan softcopy. 

10) Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk 
softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA clan dalam 
bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing 
Unit Kerja Eselon L 

11) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk Pelaksanaan 
apabila diperlukan. 

12) Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan 
rencana kerja yang telah ditetapkan clan dituangkan dalam DIPA. 

13) Mernimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah 
ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. 

14) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat 
Inti Satker dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 
dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan. 

15) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker sesuai kebutuhan, 
yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsungnya. 

16) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan 
(SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikarinya kepada Pejabat Yang 
Melakukan Pengujian dan Penandatangan SPM. 

17) Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak 
(dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen). 

18) Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/Surat Perintah 
Kerja/Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 

19) Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan 
cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna 
Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

20) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang 
merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya. 
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7) Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan 
Langsung /Pelaksana Program. 

7. Pejabat Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara 
(Khusus untuk Satker yang berfungsi sebagai Instansi Pengguna PNBP) 
a. Tugas: 

Melaksanakan sebagian tugas Kasatker yaitu : 
1) Menyusun rencana target tahunan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak Satker yang akan dituangkan dalam RKA-KL/DIPA. 
2) Membuat komitmen yang dapat menimbulkan penerimaan Negara 

berdasarkan persetujuan Kasatker. 
3) Menyediakan fasilitas barang maupun jasa dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi 
dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

4) Memelihara Barang Milik/Kekayaan Negara dan fasilitas Satker. 
5) Melakukan pengawasan terhadap ketaatan penerimaan dan 

penyetoran PNBP ke Kas Negara. 
6) Melakukan pengawasan terhadap pembukuan penerimaan dan 

penyetoran PNBP. 
7) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai 

DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker selaku Atasan 
Langsungnya. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target penerimaan yang 

telah ditetapkan dalam DIPA. 
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker. 

8. Pejabat Pembuat Komitmen 
a. Tugas: 

Melaksanakan sebagian tugas Kasatker yaitu: 
1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang 

meliputi: Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS), clan Rencana Kontrak. 

2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 
3) Menandatangani Kontrak / Surat Perintah Kerja, 
4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa. 
5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak. 
6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa 

kepada Kasatker. 
7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa kepada 

Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan. 
8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran 

dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap 
triwulan, 

9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

10) Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket 
pekerjaan, dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan 
apabila diperlukan. 

11) Menetapkan fan pendukung apabila diperlukan. 
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12) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis 
(Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila 
diperlukan. 

13) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada 
penyedia Barang/ Jasa apabila diperlukan. 

14) Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan 
perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa. 

15) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa 
kepada Kasatker. 

16) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya 
kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kasatker. 

17) Menandatangani pakta integritas. 
18) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam 

DIPA sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan 
Kasatker. 

19) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan 
pengeluaran (lembur, honor, vakasi), Surat Perintah Tugas 
(SPT) atas persetujuan Atasan Langsung untuk Pejabat Eselon 
IV dan Staf serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 
berdasarkan SPT yang telah diterbitkan. 

20) Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk 
kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan dokumen 
pendukungnya yang akan dilaksanakan secara swakelola. 

21) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita 
Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima 
Barang/ Pekerjaan. 

22) Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran 
Satuan Kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun 
secara swakelola. 

23) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta 
dokumen pendukungnya atas persetujuan Kasatker dan 
selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian 
dan Perintah Pembayaran. 

24) Mengajukan tagihan/perintah pembayaran kepada Bendahara 
Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang 
Persediaan. 

25) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai 
DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker selaku Atasan 
Langsungnya. 

26) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang 
merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang 

timbul dari Kontrak/ SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya 
yang ditandatanganinya. 

2) Bertanggungjawab kepada Kasatker atas realisasi keuangan dan 
hasil/ output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja 
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yang ditetapkan dalam DIPA, serta mutu hasil/ output sesuai yang 
direncanakan. 

3) Bertanggungjawab kepada Kasatker. 
9. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran 

a. Tugas: 
1) Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang 

Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran 
Belanja. 

2) Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list 
kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan 
penerimaan SPP. 

3) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

4) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk 
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas 
pagu anggaran. 

5) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara 
lain: 
• Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama 

orang/perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank). 
Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/ atau 
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai 
spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan). 
Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal 
penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta 
ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna 
meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum 
kadalu warsa). 

6) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai 
dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan 
dan/ a tau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. 

7) Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya 
dalam rangkap 6 dengan ketentuan: 

Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN 
pembayar. 
Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan 
Pengujian clan Perintah Pembayaran. 
Lem bar keempat disampaikan kepada Petugas 
Akuntansi/Verifikasi Keuangan. 
Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang Melakukan 
Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran 
Belanja/ Pembuat Komitmen. 
Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

8) Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN 
terkait. 

9) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai 
DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker selaku Atasan 
Langsungnya. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pengujian dan 

perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya 
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meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan 
tujuan pengeluaran. 

2) Bertanggungjawab kepada Kasatker . 
10. Bendahara Penerimaan 

(Khusus untuk Satker yang berfungsi sebagai Instansi Pengguna PNBP). 
a. Tugas: 

1) Menagih/memungut PNBP yang ada dalam kepengurusan 
Instansinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

2) Menyimpan seluruh uang PNBP yang ada dalam tanggungjawabnya 
sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 

3) Menyetorkan seluruh PNBP yang telah dipungut/ diterimanya ke 
Rekening Kas Negara pada Bank/Giro Pos sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

4) Membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran PNBP yang 
ada dalam pengurusan Instansinya berdasarkan bukti-bukti 
pungutan dan bukti-bukti penyetoran. 

5) Melaporkan/ mempertanggungjawabkan seluruh 
pungutan/penerimaan dan penyetoran/pengeluaran berdasarkan 
bukti pungut/penerimaan dan bukti penyetoran/pengeluaran 
kepada Kasatker melalui Pejabat yang Melakukan Pemungutan 
Penerimaan Negara. 

6) Menyampaikan laporan bulanan PNBP kepada Biro Keuangan dan 
Bagian Keuangan masing-masing Satminkal. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara 

yang berada dalarn pengurusannya. 
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker. 

11. Bendahara Pengeluaran 
a. Tugas: 

1) Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang 
dilaksanakan Satker pada Buku Kas Urnurn (BKU), Buku 
Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran. 

2) Menyiapkan rincian jurnlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP­ 
GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

3) Menandatangani Surat Perrnintaan Pembayaran Uang Persediaan 
(SPP-UP) yang diajukan oleh Pejabat Pernbuat Komitmen dan 
selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan 
Pengujian dan Perintah Pernbayaran. 

4) Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening 
Bendahara, 

5) Melakukan pengarnanan Kas serta surat-surat berharga lainnya 
yang berada dalarn pengurusannya (Brankas) untuk menghindari 
terjadinya kerugian negara. 

6) Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi 
kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang 
berlaku sebelum dilakukan pernbayaran. 

7) Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan 
Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan 
Pengeluaran Anggaran Belanja Satker untuk Belanja Barang (52); 
Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis 
Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumurnan lelang, 
pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat 



dilakukan dengan pem bayaran langsung dalam rangka perolehan 
aset; dan Belanja lain-lain (58), dapat diberikan pengecualian 
untuk DIPA Pusat oleh Direktur .Jenderal Perbendaharaan dan 
untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta 
DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dan 
pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada 
satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh 
juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan 
dinas. 

8) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna 
Anggaran/ Pejabat Yang ditunjuk apabila persyaratan pembayaran 
tidak terpenuhi. 

9) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan 
penerirnaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut 
bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya 
kepada masing-masing Instansi yang terkait, 

10) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan 
bukti-bukti pembukuan. 

11) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) 
Bendahara kepada: 
• KPPN setempat 
«> BPK RI 
o Menteri Pekerjaan Umum 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas pengelolaan uang persediaan. 
2) Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara 

yang berada dalam pengurusannya. 
3) Bertanggungjawab kepada Kasatker. 

12. Penanggungjawab Unit Akuntansi Satuan Kerja 
l. Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 

(UAKPA) 
a. Tugas: 

1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran {LRA) dan Neraca Satker 
sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan. 

2) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). 

3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-El) beserta Arsip 
Data Komputer {ADK) secara tepat waktu. 

b. Tanggungjawab: 
l) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi 

Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. 
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker. 

2. Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) 
a. Tugas: 

1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan 
Laporan Kondisi Barang (LKB) Satker sesuai dengan Sistem 
Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

34 
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2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi 
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data 
Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu. 

3) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip 
Data Komputer. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB 

sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. 
2) Bertanggungjawab kepada Kasatker. 

13. Petugas e-Monitorlng Satuan Kerja 
a. Tugas: 

1) Mengurnpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi 
pelaksanaan kegiatan yang meliputi: 
a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan; 
b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan 

realisasi keuangan) 
d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja 
e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan 

2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitorinq 
setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data 
melalui e-Monitorinq on-line. 

3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitorinq off-line. 
4) Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan 

secara periodik sesuai ketentuan. 
5) Menyusun dan menyampakan Laporan Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan sesuai ketentuan 
b. Tanggungjawab: 

1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan (backup data maupun cetakan) 

2) Bertanggungjawab kepada Kasatker. 
LAIN-LAIN 
1. Pejabat Inti Satker tidak dapat merangkap jabatan pada lebih dari 1 (satu) 

Satker yang dibiayai dana APBN. 
2. Pejabat Inti Satker yang dibiayai APBN tidak dapat merangkap jabatan 

pada Satker yang dibiayai dana APBD. 
3. Pejabat Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara dan Bendahara 

Penerima, berlaku khusus untuk Satker yang telah ditetapkan Menteri 
Keuangan sebagai Instansi Pengguna PNBP. 

4. Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara 
dan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran 
Anggaran Belanja tidak boleh saling merangkap. 

5. Kasatker tidak boleh merangkap sebagai Bendahara. 
6. Pejabat Inti Satker dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil baik di Pusat maupun 

di Daerah. 
STRUKTUR ORGANISASI SATKER 
Struktur Organisasi Satker Balai/Loka sebagaimana di bawah ini: 
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2. Pembantu Atasan I Kepala SNVT 
a. Tugas: 

1) Membantu Atasan Kepala SNVT dalam melakukan pengawasan 
umum terhadap pelaksanaan tugas Atasan Langsung Kepala 
SNVT, terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah 
ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. 

2) Membantu Atasan dalam memberikan petunjuk dan arahan 
untuk menyelesaikan permasalahan prinsip yang timbul pada 
SNVT. 

3) Memberikan masukan kepada Atasan Kepala SNVT untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas Satker. 

4) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah 
koordinasinya kepada Penanggungjawab Program selaku Atasan 

1. Atasan Kepala SNVT 
a. Tugas: 

1) Melakukan pengawasan um urn terhadap pelaksanaan tugas 
Kepala SNVT, terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah 
ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. 

2) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Pembantu Atasan 
dan Atasan Langsung Kepala SNVT untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas Satker. 

3) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Koordinator 
Wilayah untuk koordinasi pelaksanaan tugas SNVT melalui 
Atasan Langsung/ Pelaksana Program. 

4) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah 
koordinasinya kepada Menteri dalam rangka mencapai tujuan 
Rencana Renstra Kementerian. 

5) Menetapkan struktur organisasi SNVT. 
b. Tanggungjawab: 

1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan umum tugas 
Kasatker. 

2) Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada 
di bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra 
Kementerian dan menjamin tercapainya outcome yang telah 
ditetapkan dalam Renstra. 

3) Bertanggungjawab atas penyusunan program yang mangacu 
kepada Renstra dalarn rangka mewujudkan rencana outcome. 

4) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran kepada 
Menteri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

5) Bertanggungjawab atas keberhasilan kinerja Satker. 

KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN 
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

LAMPIRAN 3.a. : PERATURAN MENTER! PEKERJAAN UMUM 
NOMOR : 14/PRT/M/2011 
TANGGAL : 14 November 2011 
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4. Atasan Langsung Kepala SNVT 
a. Tugas: 

1) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif terhadap 
SNVT yang berada di bawah koordinasinya. 

2) Menetapkan Pembantu Pejabat Inti Satker. 
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA yang 

diselenggarakan oleh Kepala SNVT. 
4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

administrasi keuangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan 
output SNVT. 

5) Secara berkala melakukan inspeksi umum dan teknis ke SNVT. 
6) Mernberikan petunjuk dan arahan serta fasilitasi untuk 

mengatasi permasalahan yang rnungkin timbul pada SNVT. 
7) Melakukan koordinasi dengan Satker untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas SNVT. 

3. Pembantu Atasan II Kepala SNVT 
a. Tugas: 

1) Membantu Atasan Kepala SNVT dalam melakukan koordinasi 
pelaksanaan tugas Atasan Langsung Kepala SNVT di daerah. 

2) Membantu Atasan dalam memberikan petunjuk dan arahan 
untuk menyelesaikan permasalahan prinsip yang timbul pada 
SNVT. 

3) Memberikan rnasukan kepada Atasan Kepala SNVT untuk 
kelancaran pelaksanaan tu gas Satker. 

4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berada di bawah 
koordinasinya kepada Penanggungjawab Program selaku Atasan 
Kepala SNVT dalam rangka mewujudkan outcome untuk 
mericapai tujuan Renstra Kementerian. 

b. Tanggungjawab: 
1} Bertanggungjawab kepada Atasan Kepala SNVT selaku 

Penanggungjawab Program/Pejabat Eselon I unit kerja yang 
bersangkutan dalam rangka mewujudkan outcome sesuai 
Renstra. 

2) Bertanggungjawab kepada Atasan Kepala SNVT dalam 
membantu penyusunan program yang mengacu kepada Renstra 
dalarn rangka mewujudkan rencana outcome. 

Kepala SNVT dalam rangka mewujudkan outcome untuk 
mencapai tujuan Renstra Kernenterian. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab kepada Atasan Kepala SNVT selaku 

Penanggungjawab Program/ Pejabat Eselon I unit kerja yang 
bersangkutan dalam rangka mewujudkan outcome sesuai 
Renstra. 

2) Bertanggungjawab kepada Atasan Kepala SNVT dalam 
membantu menyusunan program yang mengacu kepada Renstra 
dalam rangka mewujudkan rencana outcome. 
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5. Kepala SNVT 
a. Tugas: 

1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan. 
2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling 

kurang di website PU net. 
3) Menetapkan Pejabat Pengaclaan. 
4) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
5) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak. 
6) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA. 
7) Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai 

clengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat 

Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat. 
9) Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen 

Pengadaan Barang/ J asa clan menerima hasil pekerjaan 
pengadaan Barang/ Jasa clilarnpiri dokumen laporan dalam 
bentuk hardcopy clan softcopy. 

10) Mengirimkan dokurnen laporan h.asil pekerjaan dalam bentuk 
softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam 
bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing 
Unit Kerja Eselon I. 

11) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tirn Ahli untuk 
Pelaksanaan apabila diperlukan, 

12) Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan 
rencana kerja yang telah clitetapkan dan dituangkan dalarn DIPA. 

13) Mernimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah 
ditetapkan clan dituangkan dalam DIPA. 

14) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat 
Inti Satker dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 
dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan. 

15) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker yang dipimpinnya 
sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan 
Langsungnya. 

16) Menandatangani Surat Perrnintaan Pembayaran Vang Persediaan 
(SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang 
Melakukan Pengujian dan Penandatangan SPM. 

17) Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak 
(dalarn hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen], 

18) Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/Surat Perintah 
Kerja/ Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Kornitmen. 

8) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah 
koordinasinya kepada Penanggungjawab Program dalam rangka 
mencapai tujuan Renstra Kementerian. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas terwujudnya tertib pelaksanaan program 

dan kegiatan sesuai dengan DIPA. 
2) Bertanggungjawab kepada Atasan Kepala SNVT selaku 

Penanggungjawab Program/Pejabat Eselon I terkait dalam rangka 
mewujudkan keberhasilan program sesuai DIPA. 
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6. Pejabat Pernbuat Komitmen 
a. Tugas: 

1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang 
meliputi: Spesifikasi teknis Barang/ Jasa, Harga Perkiraan 
Sendiri (HPS), dan Rencana Kontrak. 

2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 
3} Menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja. 
4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa. 
5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak. 
6) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang/ J asa 

kepada Kasatker. 
7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa kepada 

Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan. 
8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran 

dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap 
triwulan, 

9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

10) Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket 
pekerjaan, dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan 
apabila diperlukan. 

11) Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak, 
apabila diperlukan. 

19) Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk 
dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna 
Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

20) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang 
merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana 

kerja yang tertuang dalam DIPA. 
2) Bertanggungjawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satker 

yang membebani APBN. 
3) Bertanggungjawab atas kebenaran material setiap Surat 

Keputusan/Surat Perintah Kerje./Kontrak yang ditandatanganinya 
serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam 
hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 

4) Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian 
keluaran/ output yang telah ditetapkan. 

5) Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan 
Barang Milik/Kekayaan Negara Satker. 

6) Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang 
dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7) Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran melalui 
Atasan/ Atasan Langsung /Penanggungjawab Program. 
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b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang 

timbul dari Kontrak/SPK atau keputusan clan surat bukti lainnya 
yang ditandatanganinya, 

2) Bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/ output 
kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan 
dalam DIPA. 

3) Bertanggungjawab kepada Kasatker. 

12) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis 
(Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila 
diperlukan. 

13) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia 
barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku; 

14) menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan 
perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; 

15) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa 
kepada Kasatker; 

16) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya 
kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui 
Kasatker dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan 
softcopy; 

17) Menandatangani pakta integritas; 
18) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan 

dalam DIPA. 
19) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan 

pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan 
din.as). 

20) Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/ J asa untuk kegiatan 
yang tercantum dalam DIPA clan dokumen pendukungnya 
maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara 
swakelola. 

21) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita 
Acara Pemeriksaan Barang. 

22) Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran 
Satker, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara 
swakelola. 

23) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta 
dokumen pendukungnya atas persetujuan Kasatker dan 
selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang Melakukan 
Pengujian clan Perintah Pembayaran. 

24) Mengajukan tagihan pernbayaran kepada Bendahara 
Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang 
Persediaan. 

25) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai 
DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker. 

26) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang 
rnerupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya. 
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b. Tanggungjawab: 
l} Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pengujian dan 

perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya 

7. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perfntah Pembayaran 
a. Tugas: 

1) Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang 
Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran 
Anggaran Belanja. 

2} Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list 
kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan 
penerimaan SPP. 

3) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

4) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk 
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas 
pagu anggaran. 

5) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara 
lain: 
a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pernbayaran (nama 

orang/ perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank). 
b} Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau 

kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai 
spesifikasi teknis yang tercanturn dalam kontrak berkenaan). 

c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal 
penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta 
ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna 
meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum 
dalu warsa). 

6) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai 
dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan 
dan/ a tau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. 

7) Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya 
dalam rangkap 6 dengan ketentuan: 
a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN 

pembayar. 
b) Lem.bar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang 

Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. 
c) Lembar keempat disarnpaikan kepada Petugas 

Akuntansi/Verifikasi Keuangan. 
d) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang Melakukan 

Tindakan yang Mengakibatk:an Pengeluaran Anggaran 
Belanja/Pembuat Komitmen. 

e) Lembar keenam disarnpaikan kepada Bendahara 
Pengeluaran. 

8) Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN 
setempat. 

9) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai 
DIPA dan meyampaikannya kepada Kepala SNVT selaku Atasan 
Langsungnya. 
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8. Bendahara Pengeluaran 
a. Tugas: 

1) Menyelenggarakan pem bukuan seluruh transaksi keuangan yang 
dilaksanakan SNVT pada Buku Kas Umum (BKU), Buku 
Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran. 

2) Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP­ 
GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

3) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan 
(SPP-UP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan 
selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan 
Pengujian dan Perintah Pembayaran. 

4) Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening 
Bendahara 

5) Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya 
yang berada dalam pengurusannya (Brankas) urituk menghindari 
terjadinya kerugian negara. 

6) Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan 
meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan 
yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran. 

7) Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas 
persetujuan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang 
Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja SNVT untuk 
Belanja Barang (52); Belanja Modal (53} untuk pengeluaran honor 
tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya 
pengumuman lelang, pengurusan surat perijman clan 
pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung dalam rangka perolehan aset; dan Belanja lain-lain (58), 
dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur 
Jenderal Perbendaharaan clan untuk DIPA Pusat yang 
kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh 
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang clilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh 
melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk 
pembayaran honor dan perjalanan dinas. 

8) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna 
Anggaran/Pejabat Yang ditunjuk apabila persyaratan 
pembayaran tidak terpenuhi. 

9) Menerima clan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan 
penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut 
bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya 
kepada masing-masing Instansi yang terkait. 

10) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan 
bukti-bukti pernbukuan. 

11) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) 
bendahara kepacla : 
• KPPN setempat 
• BPK RI 

meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan 
tujuan pengeluaran. 

2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT. 

... · .. ···;"·."·.:.',·::.: 
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10. Petugas e-Monitortng SNV'f 
a. Tugas: 

1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi 
pelaksanaan kegiatan yang meliputi: 
a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan; 
b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana clan capaian progres fisik dan 

realisasi keuangan) 

2. Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) 
a. Tugas: 

1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan 
Laporan Kondisi Barang (LKB) Satker sesuai dengan Sistem 
Akuntansi Instansi (SAT) yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. 

2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi 
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data 
Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat 
waktu. 

3) Menyampaikan laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip 
Data Komputer. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan 

LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. 
2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT. 

Anggaran 
9. Perranggungjawab Unit Akunranai SNVT 

1. Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 
(UAKPA) 

a. Tugas: 
1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SNVT 

sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan. 

2) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). 

3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-El) beserta 
Arsip Data Kornputer (ADK) secara tepat waktu. 

b. Tanggungjawab: 
1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi 

Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. 
2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT. 

@ Menteri Pekerjaan Umum 
b. Tanggungjawab: 

1) Bertanggungjawab atas pengelolaan uang persediaan. 
2) Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara 

yang berada dalam pengurusannya. 
3) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT. 
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STRUKTUR ORGANISASI SATKER 

Struktur Organisasi Satker Non Vertikal Tertentu sebagaimana terlampir di 
bawah ini. 

5. Pejabat Inti Satker dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil baik di Pusat 
maupun di Daerah. 

4. Kasatker tidak boleh merangkap sebagai Bendahara. 

3. Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, 
Bendahara dan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan 
Pengeluaran Anggaran Belanja tidak boleh saling merangkap. 

LAIN-LAIN 

1. Pejabat Inti Satker tidak dapat merangkap jabatan pada lebih dari 1 
(satu) Satker yang dibiayai dana APBN. 

2. Pejabat Inti Satker yang dibiayai APBN tidak dapat merangkap jabatan 
pada Satker yang dibiayai dana APBD. 

d) Data rericana dan realisasi penyerapan tenaga kerja 
e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan 

2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring 
setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data. 
melalui e-Monitoring on-line. 

3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line. 
4) Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan 

secara periodik sesuai ketentuan. 
5) Menyusun dan menyampakan Laporan Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan sesuai ketentuan 
b. Tanggungjawab: 

1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan (backup data maupun cetakan) 

2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT. 
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Periataan Ruang 

Kebijakan Penataan Ruang dilaksanakan melalui beberapa aspek dalam 
penyelenggaraan penataan ruang, yaitu aspek pengaturan penataan 
ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang, 
pengawasan penataan ruang clan pembinaan manajemen penataan 
ruang. 

a. Kebijakan terkait pengaturan penataan ruang merupakan upaya 
pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah 
dan masyarakat dalam penataan ruang yaitu dengan mempercepat 
penyelesaian peraturan perundang-undangan, standar, pedoman dan 
kriteria bidang penataan ruang. 

b. Kebijakan terkait pembinaan penataan ruang merupakan upaya 
peningkatan kinerja penataan ruang yang cliselenggarakan 
Pemerintah, Pemerintah Daerah clan masyarakat yang terdiri dari 
beberapa kebijakan sebagai berikut: 

1) Mengefektifkan pembinaan dalam pelakeariaan penataan ruang, 
termasuk dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
penataan ruang oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan 
berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi clan 
Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

2) Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta 
sinergi dalam pelaksanaan pembinaan penataan ruang; 

3} Melaksanakan sosialiasi atas berbagai peraturan perundangan 
yang telah dihasilkan, seperti Undang-Undang, Peraturan 

2. KEBIJAKAN OPERASIONAL 

a. Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang di kawasan 
perbatasan, daerah terisolir, daerah konflik dan daerah bencana clan 
rawan bencana untuk mewujudkan Indonesia yang aman clan damai, 

b. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur mendukung otonomi 
claerah clan penerapan prinsip-prinsip Good Governance untuk 
mewujudkan Indonesia yang adil clan demokratis, 

c. Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk 
mendukung pusat-pusat produksi clan ketahanan pangan, 
mendukung keseimbangan pembangunan an tar daerah, 
meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman clan 
mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan Indonesia yang 
lebih sejahtera. 

1. KEBIJAKAN UMUM 

KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

LAMPIRAN 4.1 : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 
NOMOR : 14/PRT/M/2011 
TANGGAL : 14 November 2011 
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Pemerintah dan Peraturan Presiden serta Pedoman-pedornan di 
bidang penataan ruang; 

4) Mengembangkan prakarsa dan peran, serta meningkatkan rasa 
memiliki ( ownership) seluruh pemangku kepentingan dalam 
percepatan penyelesaian produk pengaturan; 

5) Percepatan penyelesaian RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota. 
c. Kebijakan terkait pelakaanaari periataan ruang merupakan upaya 

pencapaian tujuan penataan ruang melalui perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang 
terdiri dari beberapa kebijakan sebagai berikut: 
l} Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan 

strategis nasional yang mendorong keterpaduan pembangunan 
infrastruktur wilayah clan implernentasi program pembangunan 
daerah; 

2) Mengembangkan rencana terpadu pengernbangan wilayahdi 
berbagai aras spasial, dengan penjurunya pembangunan 
infrastruktur Pekerjaan Umum, permukiman dan pembangunan 
daerah; 

3) Mewujudkan mekanisme penyelenggaraan penataan ruang dalam 
pembangunan infrastruktur nasional sebagai upaya mendorong 
peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

4) Operasionalisasi RTRWN pada kawasan strategis nasional; 
5) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang di provinsi, 

kabupaten, dan kota. 
d. Kebijakan terkait pengawasan penyelenggaraan penataan ruang 

rnerupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat 
diwujudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
terdiri dari beberapa kebijakan pengawasan sebagai berikut: 
1) Mengefektifkan pengawasan teknis dalam pelaksanaan penataan 

ruang, termasuk dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
penataan ruang oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan 
berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi clan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

2) Meningkatkan efektifitas pengawasan, kinerja pengaturan, 
pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang melalui kegiatan 
pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang baik di tingkat 
nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. 

e. Kebijakan terkait manajemen penyelenggaraan penataan ruang 
merupakan upaya pemberian dukungan manajemen dalam 
penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari beberapa 
kebijakan sebagai berikut: 
1) Mewujudkan orgarusasi yang handal serta perencanaan 

pemrograman yang sinergis; 
2) Mengembangkan SDM yang professional serta menghasilkan 

produk yang berkualitas dan informasi yang mutakhir dalam 
pelaksanaan tugas; 
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Sumbe:r Daya Air 

a. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan 
keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan 
hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tan.ah, antara 
pengelolaan demand dan supply, serta antara pemenuhan 
kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang; 

b. Pengembangan dan penerapan sistem conjunctive use antara 
pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan; 

c. Pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi sumber-sumber air 
diimbangi dengan upaya lain, antara lain rekayasa keteknikan yang 
lebih bersifat quick yielding; 

ct. Upaya konservasi sumber-sumber air dilakukan tidak hanya untuk 
melestarikan kuantitas air, tetapi juga diarahkan untuk memelihara 
kualitas air; 

e. Pembangunan tampunga.n air berskala kecil akan lebih 
dikedepankan, sedangkan pembangunan tarnpungan air dalam skala 
besar perlu pertimbangan yang lebih hati-hati karena menghadapi 
masalah yang lebih kompleks, terutama terkait dengan isu sosial dan 
lingkungan; 

f. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air 
irigasi pada lima tahun ke clepan difokuskan pada upaya: 
1) Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan jaringan reklamasi rawa 

yang sudah dibangun tetapi belum berfungsi, dilakukan hanya 
pada areal yang ketersediaan aimya terjamin clan petani 
penggarapnya sudah siap, 

2) Rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi dan rehabilitasi 
rawa pada daerah reklarnasi rawa yang mengalami kerusakan, 
diprioritaskan pacla daerah lumbung padi, 

3) Skema insentif kepada petani agar bersedia rnernpertahankan 
lahannya, 

g. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air 
balm diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah 
tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan 
wilayah strategis; 

h. Pengendalian daya rusak air: 
1) Identifikasi dataran banjir dan pengaturan peruntukannya, 

3) Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun 
citra organisasi yang positif; 

4) Mengernbangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta 
sinergi dalam pelaksanaan pem binaan dan pengawasan teknis 
pelaksanaan penataan ruang; 

5) Mendapatkan kornitmen berbagai pemangku kepentingan 
termasuk masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
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2) Penetapan Sempadan sungai dan pengendalian kualitas air pada 
sumber air, 

3) Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara 
pemilik kepentingan secara berkelanjutan, 

4) Pengendalian banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat 
dan wilayah strategis, 

5) Pengamanan pantai dari abrasi dan erosi terutama dilakukan 
pada pulau-pulau kecil di daerah perbatasan, serta pusat kegiatan 
ekonomi dan fasilitas umum di sepanjang pantai, 

1. Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan 
tanggung jawab masing-masing pemilik kepentingan; 

j. Dalam upaya memperkokoh civil society, keterlibatan masyarakat, 
BUMN / D dan swasta terus didorong; 

k. Pengembangan modal sosial dilakukan dengan pendekatan budaya, 
terutama untuk menggali dan merevitalisasi kearifan lokal (local 
wisdom) yang secara tradisi banyak tersebar di masyarakat Indonesia 
untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur; 

l. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi 
sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara 
berkesinam bungan, 

m. Pemulihan pelayanan sumber daya air di daerah-daerah yang terkeria 
bencana. 

Bina Marga 
Kebijakan operasional dalam rangka penyelenggaran jalan meliputi 
aspek-aspek sebagai berikut : 
a. clalam aspek: penqaturan, mencakup antara lain penetapan fungsi 

jalan arteri primer atau kolektorprimer; penetapan status jalan 
nasional; dan penyusunan rencana umum jaringan jalan nasional. 

b. dalam aspek pembinaan,mencak.up terutama peningkatan tertib 
penyelenggaraan jalan melalui perkuatan institusi untuk menunjang 
kegiatan manajemen preservasi jalan;peningkatan kompetensi clan 
kapasitas aparatur;akreditasi laboratorium a tau sarana 
pengujian/ penelitian; penyusunan clan legalisasi NSKP; danfasilitasi 
penyelenggaraan jalan daerah. 

c. dalam aspek pembanqunan, mencakup terutama peningkatan fungsi 
prasarana jalan dalam melayani lalu lintas jalan, antara lain dengan : 
1) mengutamakan penanganan preservasi jalan untuk mernper­ 

tahankan kinerja jalan melaluipenanganan pemeliharaan rutin 
atau berkala clan perkuatan struktur; dukungan bahandan 
peralatan; penerapan fungsi Kasatker/PPK sebagai manajer ruas, 
yang bertanggungjawab atas kondisi pelayanan jalan; 
danpenunjukan penilik jalan untukmengamati pemanfaatan dan 
kondisi bagian-bagian jalan setiap hari; 

2) melaksanakan kegiatan penanganan tanggap darurat dan pasca 
bencana untuk upaya pengembalian kondisi pelayanan jalan, 
serta penanganan segmen rawan kecelakaan untuk upaya 
peningkatan keselamatan jalan; 

3) melaksanakan pelebaran, peningkatan struktur, atau pernba­ 
ngunan jalan baru yang berwawasan lingkungan dalam rangka 
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meningkatkan kapasitas jalan untuk mendukung perkembangan 
wilayah dankawasan strategis, kawasan potensial, atau claerah 
terpencil; 

4) menyelenggarakan pengembangan jaringan jalan tol, dalam 
bentuk penyediaan atau fasilitasi pengadaan lahan; 

5) melaksanakan penyusunan program dan anggaran berdasarkan 
rencana penyelenggaraan jalan berkelanjutan serta penyusunan 
rencana teknis yang berwawasan lingkungan clan 
berbasiskeselamatan jalan. 

d. dalam aspek: pengawasan,mencakup peningkatan efektivitas pengen­ 
dalian fungsi dan manfaat prasarana jalan serta pengawasan clan 
evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan melalui penerapan Sistem 
Pengenclalian Intern Pemerintah. 

Cipta Karya 
a. Meningkatkan pembangunan prasarana (infrastruktur) permukiman 

di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan 
permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, 
berbudaya, procluktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk 
memperkuat pengembangan wilayah. 

b. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas 
pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam 
penyelenggaraan pembangunan iinfrastruktur permukiman, 
termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya. 

c. Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan 
perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara 
yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan. 

d. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan 
kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau 
kecil terluar, daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi 
masyarakat miskin dan rawan air. 

e. Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan 
penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial. 

f. Mewujuclkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan 
surnber daya manusia yang profesional, serta pengembangan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria, dengan menerapkan prinsip good 
governance. 

BP Konetrukai 
Pembinaan Jasa Kontruksi Kepada pemerintah daerah provmsi, 
pemerintahan daerah kabupaten/kota dan masyarakat, yang 
dilaksanakan melalui: 
a. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi; 
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman 

subbidang pembinaan Jasa Kontruksi; 
c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan 

pembinaan Jasa Konstruksi; 
d. Pembinaan usaha dan kelembagaan; 
e. Pembinaan sumber daya investasi; 
f. Pembinaan penyelenggaraan konstruksi; 
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a. Umum 
1) Pelaksana Satker harus dapat menjaga mutu hasil pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan, sesuai dengan spesifikasi dan umur 
rencana yang telah ditentukan, 

a. Proses program dan anggaran tahunan sampai terbitnya dokumen 
anggaran (DIPA) beserta perubahannya yang dilaksanakan di pusat 
dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I terkait dengan dikoordinasikan 
oleh Sekretariat Jenderal dengan ketentuan dan mekanisme yang 
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri tentang 
Petunjuk Penyusunan clan Perubahan Perencanaan, Pemrograman 
dan Penganggaran Kegiatan Kementerian sebagai kesatuan yang 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini, 

b. Untuk keperluan tersebut, Kasatker harus membantu, mengikuti, 
dan menugaskan stafnya untuk melaksanakan penyusunan 
dokumen penganggaran, 

c. Perencanaan/penganggaran/penyusunan RKA-KL wajib 
menggunakan Bagan Akun Standar (PMK.91/2007 berikut 
perubahannya), kapitalisasi (KMK.01/2001), dan Elemen-elemen 
RKA-KL pada Lampiran 1.c.3., dengan ketentuan bahwa Sub 
Komponen adalah Paket Pekerjaan (baik swakelola maupun 
konktraktual). 

5. PELAKSANAAN 

g. Pembinaan teknik konstruksi; 
h. Pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi; 
1. Pembinaan dan pengembangan; 
J. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pembinaan jasa 

konstruksi; 
k. Penyebarluasan informasi pembinaan Jasa Konstruksi kepada 

masyarakat dan Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab 
Masyarakat; 

1. Pengawasan terhadap kinerja pembinaan, dan pelaksanaan 
pembinaan Jasa Konstruksi di daerah; 

m. Pengawasan terhadap outcome dan manfaat penyelenggaraan 
pembinaan Jasa Konstruksi dan kinerja pemenuhan standar 
pelayanan minimal subbidang pembinaan Jasa Konstruksi. 

3. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN 
a. Penanggung jawab program adalah Pejabat Eselon I terkait, 
b. Perencanaan jangka menengah dan tahunan beserta perubahannya 

dilakukan oleh Pejabat Eselon I terkait dengan dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Jenderal dengan ketentuan dan mekanisme yang 
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri tentang 
Petunjuk Penyusunan dan Perubahan Perencanaan, Pemrograman 
dan Penganggaran Kegiatan Kementerian sebagai kesatuan yang 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. 

c. Untuk keperluan tersebut, Kasatker harus membantu, memberikan 
masukan, dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 
perencanaan dan pemrograman. 

4. PENGANGGARAN 
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c. Rerrcana Kerja 
1) Pelaksana Satker agar memperhatikan/mentaati peraturan 

perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan, 
perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian 
Satker, dengan mengikuti prinsip: 
./ Hemat, efisien, dan sesuai clengan kebutuhan teknis yang 

disyaratkan, 
./ Efektif, terarah, dan terkendali, sesuai dengan rencana 

program kegiatan serta fungsi Kementerian, 
./ Mengutamakan Peningkatan Penggunaan Barang / Jasa 

Produksi Dalam Negeri memperhatikan kemampuan dan 
potensi yang ada. 

2) Satker harus mempunyai rencana kerja tahunan yang rinci, 
komprehensif, clan akuntabel guna mewujudkan keberhasilan 
Satkernya. Rencana kerja dimaksud minimal mencakup: 
./ Jadwal kegiatan utama, 
./ Personil yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, 
../ Prosedur pelaksanaan kegiatan, 
../ Dan lainnya yang diperlukan. 

2) Pelaksana Satker harus selalu berkoordinasi clengan unit 
perencanaan clan pengawasan Teknik, guna mengoptimalkan 
produk perencanaan clan pengawasan pelaksanaan, serta untuk 
menclapatkan jenis penanganan yang paling sesuai clan optimal, 

3) Kasatker secara berkala menyampaikan laporan kepada Unit 
Kerja Eselon I terkait (sesuai Lampiran l.e.), sebagai masukan 
dalam rangka penilaian keluaran Satker dan penyusunan 
program pada tahun berikutnya, 

b. Referensi Pelaksanaan 
1) Perpres No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas 

Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

2) Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya, 
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang 

Bagan Akun Standar dan perubahannya, 
4) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Naskah Perjanjian 

Pinjaman Luar Negeri, seperti Loan Agreement, Appraisal Report, 
Aide Memoire, Memorandum Project, Project Management Manual 
(PMM), 

5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan No. Per-66/Pb/2005 tentang Petunjuk Teknis 
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN serta 
perubahannya Nomor PER-11/PB/2011, 

6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Umum Pemeriksaan, dan 

7) Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan lain yang terkait. 
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e. Pelaksanaan Fisik 
Pelaksana Satker harus: 
1) Merancang sistem manajemen pelaksanaan yang sesuai dengan 

situasi, kondisi, dan sumber daya yang ada pada paket pekerjaan 
yang bersangkutan serta menerapkan Sistem Manajemen Mutu 
dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
yang sesuai, sehingga basil pekerjaan dapat clijamin sesuai 
dengan mutu, biaya, dan waktu yang telah ditetapkan serta nihil 
kecelakaan kerja, 

2) Menyiapkan administrasi keuangan, surat keputusan clan 
struktur organisasi termasuk personil pelaksana kegiatan, 

3) Menyiapkan rencana kerja dengan memperhatikan ketentuan 
mengenai kewajiban mengutamakan Peningkatan Penggunaan 
Barang/ Jasa Produksi Dalam Negeri clan perluasan kesempatan 
usaha bagi usaha kecil, lembaga swadaya masyarakat serta 
masyarakat setempat, 

4) Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan Koordinator 
Wilayah/ Atasan Langsung/ Atasan, 

d. Pengadaan Barang dan -Jasa 

1) Dalam rnelaksanakan kegiatan pengadaan, Kasatker agar 
mempedornani peraturan perundangan dan ketentuan yang 
berlaku, antara lain : 
./ UU No. 18 tahun 1999 ten.tang Jasa Konstruksi, 
./ PP No. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat 

Jasa Konstruksi dan PP No. 4 Tahun 2010 ten tang perubahan 
atas PP No. 28 tahun 2000, 

./ PP No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi dan PP No. 59 Tahun 2010 tentang perubahan PP 
No. 29 tahun 2000, 

./ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah, 

./ Peraturan Menteri Pekerjaan Um urn No. 07 / PRT / M/ 2011, 
ten.tang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan 
Konstrulsi dan .Jasa Konsultasi, 

./ Permen, Surat Edaran, dan Petunjuk Pelaksanaan lainnya 
yang terkait, yang dikeluarkan oleh Kementerian (termasuk 
Kimbangwil/ Kimpraswil] yang masih berlaku, 

2) Bagi Satker yang mendapatkan dana Pinjaman Luar Negeri, tetap 
mengikuti sebagaimana diuraikan dalam butir (1) sepanjang 
tidak bertentangan dengan NPPHLN (Naskah Perjanjian Pinjaman 
dan Hi bah Luar Negeri), clan apabila terdapat perbedaan dengan 
ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi 
PHLN, para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang 
akan dipergunakan. 

3) Proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan 
secara elektronik (baik semi maupunfull e-procuremenis. 
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g. Pe nezimaan Pekerjaan 
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat 
yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerirna 
hasil pekerjaan. 

petugas pemantauan dan pelaporan yang 
jawab terhadap terselenggaranya monitoring 

Satker yang ditembuskan kepada Pejabat Eselon I 

8) Menetapkan 
bertanggung 
pelaksanaan 
terkait. 

f. Pengawasan Teknik/Pengendalian 
Kasatker harus: 
1) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan agar 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan mutu, biaya, 
dan waktu yang telah ditentukan, tidak terjadi kecelakaan kerja 
serta tercapainya tertib administrasi, 

2) Melaporkan secara periodik tentang hasil kernajuan pelaksanaan 
pekerjaan, 

3) Menyusun metoda dan melaksanakan pengendalian dan 
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, sehingga didapat jaminan 
tidak terjadi kecelakaan kerja dan terpenuhinya kualitas (Quality 
Assurance) pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan, 

4) Selaku penanggung jawab keuangan, melaksanakan pembayaran 
sesuai dengan ketentuan batasan waktu yang berlaku clan dengan 
mengupayakan sisa anggaran seminimal mungkin, 

5) Memeriksa DIPA dan POK yang diterima dan membandingkan 
dengan keadaan lapangan. Apabila dijumpai ketidaksesuaian dan 
diperlukan revisi, agar segera diproses revisinya sesuai ketentuan 
yang berlaku, 

6) Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada 
Atasan dan Atasan Langsung secara periodik sesuai dengan 
mekanisme dan ketentuan yang berlaku, 

7) Memberikan laporan perihal realisasi penerimaan Pinjaman/Hibah 
Luar Negeri (PHLN), khususnya yang mendapat Pinjaman dan 
Hibah Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Negara Perencanaan Pembangunan Bappenas/Kepala bappenas 
No.4 Tahun 2011 ten.tang Tata Cara Perencanaan, pengajuan 
Usulan , Penilaian, pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang 
dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. 

5) Berkoordinasi dengan unit perencanaan dan pengawasan teknis 
guna mendapatkan dokumen-dokumen perencanaan yang akan 
dilaksanakan, 

6) Melakukan penyebarluasan/ sosialisasi kegiatan Satker kepada 
masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan. 
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a. Struktur Organisasi 
Organisasi Satker, sesuai dengan Lampiran l.a. tentang Tugas dan 
Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan pada Peraturan Menteri ini. 

b. Manajemen Aset 
Penyelenggaraan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

c. Manajemen Sumber Daya Manusia 

9. KELEMBAGAAN 
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e Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca enam bulanan 
menggunakan program SAI yang dilampiri Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Kasatker > 

$ Laporan Realisasi Anggaran clan Neraca tahunan menggunakan 
program SAI yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung J awab 
Kasatker dan Catatan atas Laporan Keuangan, 

8. MONITORING DAN PELAPORAN 
a. Untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan sebagai bahan 

pengambilan keputusan di Tingkat Pusat, Kasatker harus 
melaksanakan pelaporan secara teratur, tepat waktu, lengkap, dan 
faktual dengan mengacu pada semua format/ standar yang 
dikeluarkan oleh Kementerian maupun Unit Kerja Eselon I terkait 
melalui e-Monitoring. 

b. Dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBN, para 
Kasatker diwajibkan menyampaikan ke UAPPA/B-W dan UAPPA/B­ 
El: 
0 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menggunakan program 

SAI yang terdiri dari SAK dan SIMAK BMN dalam bentuk hard 
copy dan soft copy yang dilampiri dengan SPM yang telah diberi 
cap "telah. diterbitkan SP2D tanggal dan. nomor 

" . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ' 

7. PENGAWASAN 
a. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Satker dilakukan melalui 

Pen era pan Si stem Pengendalian Internal oleh Atasan 
Langsung/ Atasan, pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP), dan pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) RI, serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. 

b. Untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada butir 
a, Kasatker harus membantu, memfasilitasi, dan menyiapkan 
data/ informasi yang dibutuhkan. 

6. PEMBINAAN TEKNIK 
a. Pembinaan Teknik terhadap Satker dilakukan oleh unit-unit kerja 

yang ada di Kementerian. 
b. Untuk keperluan tersebut, Kasatker harus membantu, memfasilitasi, 

dan menugaskan stafnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 
pembinaan teknis. 
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Salinan scsuai clcngan a slinya 
J<.EMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM 

Kepala Biro Hukurn, 

MENTERI PEKER,JAAN UMUM 

t.tcl 

DJOKO KIRMANTO 

1) Kasatker harus rnemanfaatkan SDM yang ada di lingkup tanggung 
jawabnya agar dapat bekerja dengan efektif clan efisien, 

2) Ka satker harus mengupayakan peningkatan kualitas SOM di 
lingkungannya melalui program-program pendidikan clan 
pelatihan yang disediakan oleh Kementerian. 

d. Pengarsipan 
l) Kasatker harus mengarsipkan seluruh dokumen penyelenggaraan 

kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku , 

2) Ka satker mengendalikan penyedia jasa agar menyerahkan Gambar 
Ha sil Pelaksanaan (As Built Drawing) tepat waktu , 

3) Kasatker harus memeriksa clan mengevaluasi Gambar 
Pelaksanaan, agar dijamin bahwa Gambar Pelaksanaan tersebut 
adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. 
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LAMPIRAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN: 
1. Lampiran 1 - Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian yang ditanda- 

tangani Pejabat Eselon I; 
2. Lampiran 2 - Struktur Kegiatan Satuan Kerja yang ditanda-tangani Kasatker; 
3. Lampiran 3 - Lingkup Kegiatan Satuan Kerja yang ditanda-tangani Kasatker; 
4. Lampiran 4 - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang ditanda-tangani Kasatker; 
5. Lampiran 5 - Rencana Penyerapan Anggaran Per Output Per Akun yang 

ditanda-tangani Kasatker 
6. Lampiran 6 - Daftar Laporan yang Wajib Dibuat dan Dilaporkan oleh 

Kasatker. 
7. Lampiran 7 - Daftar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Yang Wajib Dibuat dan 

Dilaporkan oleh Kasatker. 

7. Pemarrtauan dan Pelaporan, 
Sub bab ini berisi Tata Cara Pemantauan dan Pelaporan khusus yang 
berlaku di Unit Organisasi. 

6. Pernbayaran 
Sub bab ini berisi Tata Cara Pembayaran. 

5. Penflaian dan Penerimaan Pekerjaan 
Sub bab ini berisi Tata Cara penilaian dan Penerimaan Pekerjaan. 

4. Pengawasan Teknis dan Pengeridafian 
Sub bab ini berisi Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Pejabat Pembuat 
Komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaannya termasuk Revisi Petunjuk 
Operasional Kegiatan (POK). 

3. Rencana Kerja 
Bab ini berisi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Anggaran berdasarkan 
DIPA dan Rencana Penyerapan. 

2. Pengadaan Barang dan Jasa 
Bab ini berisi Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku khusus, 
misalnya Cara Pengadaan Barang dan Jasa dengan PHLN, maupun 
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan 
pengadaan. 

1. Dasar Hukum 
Bab ini berisi Peraturan, Kebijakan pelaksanaan kegiatan di masing-rnasing 
Subbidang atau Unit Kerja Eselon I dan Daerah. 

Petunjuk Operasional Kegiatan yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I sebagai 
penanggung jawab program sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai 
berikut: 

KERANGKA PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN 

LAMPIRAN 4.2.: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 
NOMOR : 14/PR'r/M/2011 
TANGGAL : 14 November 2011 



·····-········--·--- .. ····-·-···---·------···--------------------·-·········•·······---····-··----·-···-·----·--·--·'"------····-------··--·-- ···--- 

66 

lsrnono 

CATATAN TENTANG PENYIAPAN DAN PENGESAHAN POK : 
l. POK disiapkan oleh Kasatker, dcngan mengacu kepada kerangka umum POK 

tersebut di atas, 
2. Setelah diperiksa clan disetujui oleh unit kerja Eselon I terkait, POK tersebut 

disahkan oleh Pejabat Eselon I terkait selaku Atasan Satker. 
3. I (Satu) rekaman POK yang telah disahkan tersebut disampaikan ke unit 

kerja Eselon I terkait clan 1 (satu) rekarnan POK disampaikan ke Sekretariat 
Jenderal cq. Biro Perencariaan dan KLN. 

MI-<.:NTERI PEKER.JAAN UMUM 

ttd 
DJOKO KIRMANTO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KE:MENTERJAN PEI<ERJAJ\N UMUM 

Kcpala Biro Hukum, 
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ILL Jenis Pembayaran. 
a. Pembayaran Melalui UP 

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah 
tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada 
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Pelaksanaan pembayaran APBN pada Satker terdiri dari pembayaran 
melalui Uang Persediaan (UP) dan pembayaran secara Langsung (LS), 
dengan tahapan : 
a. Pengajuan SPP oleh Kasatker / Pejabat Pembuat Komitmen; 
b. Penerbitan SPM oleh Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah 

Pembayaran; 
c. Penerbitan SP2D oleh Kepala KPPN terkait. 

II. PELAKSANAAN PEMBAYARAN 
Kewajiban satker terkait penggunaan rekening Satker: 
1. Setiap satker yang akan membuka rekening bendahara penerimaan 

dan/ a tau bendahara pengeluaran wajib mendapat persetujuan dari 
KPPN setempat selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN); 

2. Terhadap rekening bendahara penerimaan dan/ a tau rekening 
bendahara pengeluaran dan rekening Bendahara Pengeluaran 
Pembantu, harus dimintakan persetujuan ke KPPN setempat selaku 
kuasa BUN. 

I. PERSIAPAN PELAKSANAAN 
Penetapan Pejabat Satuan Kerja 
a. Penerbitan Surat Edaran Menteri 

Setiap akhir Tahun Anggaran Menteri menerbitkan Surat Edaran 
tentang Pelaksanaan Anggaran tahun berikutnya yang berisi tentang 
Pelaksanaan Program dan Anggaran Kementerian termasuk 
menetapkan Kompetensi Teknis dan Persyaratan Administrasi Pejabat 
Inti Satker sampai dengan mekanisme pengusulan jika diperlukan. 

b. Penetapan Pejabat Inti Satuan Kerja 
Mengacu pada butir a di atas Pejabat Eselon I terkait mengajukan 
usulan/ perubahan pejabat inti Satker kepada Menteri melalui 
Sekretaris Jenderal dengan mengacu kepada PERSYARATAN 
PERSONIL PELAKSANA KEGIATAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN. 

c. Pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja 
Pembantu Pejabat Inti Satker ditetapkan oleh Atasan Langsung 
Kasatker atas nama Pejabat Eselon I terkait. 

d. Pejabat Pelaporan 
Pejabat Pelaporan ditetapkan oleh Atasan Langsung Kasatker atas 
nama Pejabat Eselon I terkait. 

MEKANISME PENCAIRAN DANA DAN CONTOH ADMINISTRASI KEGIATAN 

LAMPIRAN 5. : PERATURAN MENTER! PEKERJAAN UMUM 
NOMOR : 14/PRT/M/2011 
TANGGAL : 14 November 2011 
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Pengisian kembali UP tersebut dapat diberikan apabila dana UP 
telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang 
diterima. 
Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dapat menunjuk 
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam hal terdapat 
kegiatan yang lokasinya berjauhsm dengan tempat kedudukan 
Bendahara Pengeluaran. Dalam hal diangkat BPP maka 
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UP dapat diberikan dalam batas-batas sbb: 
1. 1 / 12 (satu per dua belas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi 

belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai 
dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah); 

2. 1 / 18 (satu per delapan belas) dari pagu DIPA menurut 
klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, 
maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu 
diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai 
dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta 
rupiah); 

3. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DIPA menurut 
klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, 
maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk 
pagu di atas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta 
rupiah); 

4. 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu DIPA menurut klasifikasi 
belanja barang dan belanja lain-lain yang diijinkan untuk 
diberikan UP, maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah) untuk pagu diatas Rp. 6.000.000.000 (enam miliar 
rupiah) 

Jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP yaitu: 
1). Belanja Barang (52); 
2). Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis 

Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, 
pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak 
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka 
perolehan aset. 

3). Belanja lain-lain (58) 
Diluar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian 
untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan 
dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah 
serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
setempat. 

Bendahara Pengeluaran hanya untuk membayar kegiatan 
operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung. 
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A. SPP - UP/TUP/GUP 
1. SPP UP 

SPP UP merupakan surat pernyataan dari Kuasa 
Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang 
menyatakan bahwa UP tidak untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus 
dengan LS. 
Persyaratan pengajuan SPP-UP: 
• Permohonan yang diisi oleh Bendahara Pengeluaran 

dilampiri daftar rincian penggunaan UP; 
e Daftar Rincian Penggunaan UP kebutuhan 1 (satu) 

bulan yang bersifat mengikat dan penggunaannya 
sesuai rencana; 

e Surat pernyataan bahwa UP tersebut tidak untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut 
ketentuan harus LS; 

• Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir. 

1. Proses Pengajuan SPP 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan oleh Kasatker 
atau dapat didelegasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan 
kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah 
Pembayaran. 
Format SPP (format 1) clan kelengkapan persyaratan diatur sbb: 

H.2. Mekanisme Pembayaran 
Mekanisme pembayaran meliputi: 
l. Pembayaran melalui UP; 
2. Pembayaran LS. 
Pembayaran dengan UP/TUP/GUP dan LS melalui tahapan proses 
sebagai berikut: 
1. Proses Pengajuan SPP; 
2. Proses Pengujian SPP dan Penerbitan SPM; 
3. Proses Penerbitan SP2D oleh KPPN. 
4. Proses Penyelesaian Tagihan 

b, Pembayaran Langsung (LS) 
Pembayaran langsung dilakukan untuk keperluan pembayaran 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekanan/pihak ketiga dan 
atau atas pembayaran dalam rangka pengadaan Barang/ jasa 
yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Bendahara Pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung 
jawab pengelolaan uang kepada BPPt dan secara operasional 
bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran (BP). 
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B. SPP untuk pengadaan Tanah 
Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). 
Apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme LS, 
dapat dilakukan melalui UP /TUP. 
Pengaturan mekanisme pembayaran adalah sbb: 
a. SPP-LS (pernbayaran langsung) 

1) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah 
yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/ 
kota; 

2) Fotocopy bukti kepemilikan tanah; 
3) Kuitansi; 
4) SPPT PBB tahun transaksi; 
5) Surat persetujuan harga; 
6) Pernyataan dari penjual bahwa tan.ah tersebut tidak 

dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan; 
7) Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di 

hadapan PPAT; 
8) SSP PPh final atas pelepasan hak; 
9) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan). 

2. SPP TUP 
SPP TUP merupakan rincian penggunaan dana tambahan 
uang persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau 
Pejabat yang ditunjuk bahwa dana dimaksud untuk 
kebutuhan mendesak. 
Persyaratan SPP TUP sebagai berikut : 
a. Rincian rericana penggunaan dana Tambahan Uang 

Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau 
Pejabat yang ditunjuk. 

b. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran 
atau Pejabat yang ditunjuk bahwa : 
1) Dana tambahan UP tersebut akan digunakan 

untuk keperluan mendesak dan akan habis 
digunakan dalam waktu satu bulan terhitung 
sejak tanggal diterbitkan SP2D; 

2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan 
ke Rekening Kas Negara; 

3) Dana TUP tidak untuk membiayai pengeluaran 
yang seharusnya dibayarkan secara langsung. 

c. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir. 
3. SPP-GUP 

Persyaratan Pengajuan SPP-GUP yang diperlukan: 
1. Kuitansi/tanda bukti pembayaran (format 2) 
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (format 3). 
3. Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah dilegalisir oleh 

Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang 
ditunjuk. 
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C. SPP - LS 
Dalam mengajukan SPP-LS diperlukan dokumen sebagai 
berikut: 
1. Belanja Pegawai: 

a. Kuitansi (format 4); 
b. Daftar Belanja Pegawai Gaji, Uang Makan, Lembur, 

Vakasi (Honor tetap dan tidak tetap); 
c. Surat Setoran Pajak (SSP); 
d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Format 

26). 
Dalam pengajuan SPP-LS belanja pegawai untuk: 
1) Pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan 

gaji/gaji terusan/uang duka wafat/tewas, dilengkapi 
dengan: 
a, Daftar gaji induk/ gaji susulan/kekurangan 

gaji/ gaji terusan/ uang duka wafat/tewas; 
@ SK CPNS 
e SK PNS 
e SK Kenaikan pangkat 
e SKjabatan 
w Kenaikan gaji berkala 
e Surat pernyataan pelantikan 
• Surat pernyataan masih menduduki jabatan 
e Surat pernyataan melaksanakan tugas 
"' Daftar keluarga (KP4) 
e Fotocopy surat nikah 
e Fotocopy akte kelahiran 
• SKPP 
• Daftar potongan sewa rurnah dinas 

b. SPP-UP / TUP 
1) Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) 

hektar dilengkapi persyaratan daftar nominatif pemilik 
tanah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran (PA). 

2) Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) 
hektar dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan 
Tarrah di kabupaten/kota setempat dan dilengkapi 
dengan claftar nominatif pemilik tanah yang 
ditandatangani oleh Kuasa PA clan diketahui oleh 
Panitia Pengaclaan Tanah (PPT). 

3) Pengadaan tanah yang pembayarannya dilakukan 
melalui UP/ TUP harus terlebih dahulu mendapat ijin 
dispensasi dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal 
Perbendaharaarr/Kanwil Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan sedangkan besaran uangnya harus 
mendapat dispensasi UP /TUP sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
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"' Surat keterangan masih sekolah/ kuliah 
® Surat pindah 
111 Surat kematian 
@ SSP PPh pasal 21 
0 Daftar Rekening Pegawai 
Kelengkapan dokumen di atas digunakan sesuai 
peruntukannya 

2) Pembayaran Uang makan harus dilengkapi dengan: 
0 Daftar pembayaran perhitungan uang makan 

yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk dan 
Benda.hara Pengeluaran Satker yang 
bersangkutan. 

o Daftar hadir Kerja, 
• Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak. 
o SSP PPh Pasal 21 

3) Pembayaran lembur harus dilengkapi dengan: 
o Daftar pembayaran perhitungan lembur yang 

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan 
Bendahara Pengeluaran Satker yang 
bersangkutan. 

0 Surat perintah kerja lembur 
o Daftar hadir kerja 
111 Daftar hadir lembur 
e SSP PPh pasal 21 
"' Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak 

(Format-26) 
4) Pembayaran honor/Vakasi harus dilengkapi dengan: 

e Surat keputusan pemberian honor/ vakasi 
s Daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi 

yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan 
Bendahara Pengeluaran Satker yang 
bersangkutan 

e SSP PPh pasal 21 
2. Non Belanja Pegawai 

a. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa 
e Surat Permintaan Penawaran (format 5); 
e Surat Penawaran Harga (format 6); 
ro Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi, dan 

Negosiasi Penawaran Harga (format 7); 
0 Usulan Penetapan Calon Pemenang Penyedia 

Ba.rang dan Jasa (format 8); 
0 Surat Penetapan Pernenang (format 9); 
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e Surat Perintah Kerja/ Kontrak yang 
mencantumkan nomor rekening rekanan (format 
10); 

o Surat Perintah Mulai Kerja (format 11); 
o Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (format 12); 
e Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa (format 

13); 
e Permohonan Pembayaran (format 14) 
@ Berita Acara Pembayaran (format 15); 
e Faktur Pajak beserta SSP (format 16 dan 17) 
$ Jaminan Bank (untuk pekerjaan yang 

dilaksanakan dengan kontrak). (format 18) 
i> Ringkasan Kontrak (format 19dan 20). 

b. Pernbayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa 
o Bukti Tagihan Daya dan Jasa (kuitansi dan 

daftar). 
o Nomor Rekening pihak ke Tiga (antara lain : PLN, 

PAM, Telkom). 
Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa 
belum dapat dilakukan secara LS, maka satker yang 
bersangkutan dapat melakukan pembayaran melalui 
UP. 

c. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 
1) Uang Muka/Panjar 

e Surat Perintah Togas 
o Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 
• Kuitansi perjalanan Dinas 
e Daftar rincian perjalanan dinas 

2) SPPD Rampung 
• Surat Perintah Tugas (SPT) 
Iii Daftar Rincian Perjalanan Dinas 
Ill Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 
e Kuitansi 
e Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke 

terminal/ stasiun/ bandara/ pelabuhan pergi 
pulang (PP) 

o Tiket trasportasi dari 
terminal/ stasiun/bandara/ pelabuhan ke 
tempat tujuan Pergi Pulang (PP) 

s Tiket pesawat dilampiri boarding pass dan 
airport tax, tiket kereta, tiket kapal laut, tiket 
bis 

o Bukti transportasi moda lainnya 
e Bukti pernbayaran hotel/penginapan 
• Daftar pengeluaran riil 
III Daftar nominatif 
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2. Proses Pengujian SPP dan Penerbitan SPM 
Setelah menerima SPP, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan 
Perintah Pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut: 
2.1. Penerimaan dan Pengujian SPP. 

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, 
mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya 
dalam buku pengawasan penerirnaan SPP dan 
membuat/menandatangani tanda terima SPP berkenaan, 
selanjutnya petugas penerirna SPP menyampaikan SPP 
dimaksud kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan 
Perintah Pembayaran. 
Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran 
melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut: 
a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 
b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA 

untuk mernperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak 
melampaui batas pagu anggaran; 

c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja clan/ atau 
kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator 
keluaran; 

d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut 
antara lain: 
1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran 

(nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening 
dan nama bank serta NPWP); 

2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian 
dan/ atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang 
dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum 
dalam kontrak); 

3) Jadwal waktu pembayaran. 
e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran 

kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang 
tercantum dalam DIPA berkenaan dan/ a tau spesifikasi 
teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak. 

2.2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap SPP maka: 
a. apabila berkas SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen/Kasatker tidak memenuhi persyaratan maka 
SPP tersebut dikembalikan selambat-lambatnya 2 hari 
kerja sejak diterimanya SPP 

b. apabila berkas SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen/Kasatker memenuhi persyaratan maka 
diterbitkan SPM selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak 
diterirnanya SPP. 

Apabila SPPD rampung dengan mekanisme 
pembayarannya dilakukan secara LS, maka 
uang muka/panjar sebagaimana butir (1} tidak 
berlaku. 



3. Proses Penerbitan SP2D oleh KPPN 
Setelah diterbitkan SPM UP/TUP/GUP/LS oleh Satker, SPM 
tersebut dikirim ke KPPN untuk diterbitkan SP2D dengan 
prosedur sebagai berikut: 
a. Berkas SPM disampaikan oleh Satker kepada KPPN untuk 

diteliti kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditetapkan; 

b. Berkas SPM dimaksud terdiri dari: 
1) Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja 

pegawai: 
a. Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/Uang 

Makan/lembur / honor dan vakasi yang 
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ 
Pejabat Pembuat Komitmen clan Bendahara 
Pengeluaran; 

b. Surat-surat keputusan kepegawaian dalam hal ini 
terjadi perubahan pada daftar gaji; 

c. Surat Keputusan Pemberian honor /vakasi dan SPK 
lembur; 

d. Surat Setoran Pajak (SSP). 
e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak. 

2) Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) Pihak ketiga: 
a. Ringkasan Kontrak/ SPK; 
b. SPTB; 
c. Faktur pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak). 
d. Fotocopy NPWP yang dilegalisir. 

3) Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) Bendahara 
Pengeluaran; 
a. Daftar nominatif perjalarian dinas; 
b. SPTB. 

4) Untuk keperluan pembayaran TUP : 
a. Rincian rencana penggunaan dana; 
b. Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan 

jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 
untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi 
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2.3. Setelah dilakukan pengujian terhaclap SPP - UP/ SPP-TUP/ 
SPP-GUP / SPP-LS rnaka Pejabat yang Melakukan Pengujian 
dan Perintah Pernbayaran menerbitkan SPM-UP/ SPM-TUP/ 
SPM-GUP / SPM-LS clalam rangkap 6 (enam) : 
a. Lembar kesatu dan kedua clisampaikan kepada KPPN; 
b. Lernbar ketiga disarnpaikan kepada Pejabat yang 

Melakukan Pengujian clan Perintah Pembayaran; 
c. Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Unit 

Akuntansi Keuangan; 
cl. Lembar kelima disampaikan kepada Bendahahara 

Pengeluaran; 
e. Lembar keenam disampaikan kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen. 
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4. Proses Penyelesaian 'I'agfhan 
Proses dan batas waktu penyelesaian tagihan mulai dari 
pengajuan tagihan yang lengkap dan lunas dari penerima Hak 
kepada KPA sampai dengan penerbitan SPM dan penyampaiannya 
ke KPPN, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker. 

b. Faktur pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak). 
c. Setelah berkas SPM diterima, kemudian dilakukan 

pengujian SPM oleh Petugas Penguji SPM yang 
meliputi Pengujian Substansi dan Pengujian Formal. 

Kuasa Pengguna 
Komitmen yang 

dari 
Pembuat 

UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN 
bersangkutan dan Permintaan TUP di atas Rp. 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk 
klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP harus 
rnendapat dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan; 

c. Surat pernyataan 
Anggaran/ Pejabat 
menyatakan bahwa: 
• Dana tambahan UP tersebut akan digunakan 

untuk keperluan mendesak dan akan habis 
digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak 
tanggal diterbitkan SP2D; 

~ Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan 
ke Rekening Kas Negara; 

• Dana TUP tidak untuk mernbiayai pengeluaran 
yang seharusnya dibayarkan secara langsung. 

5) Untuk keperluan pembayaran GUP: 
a. SPTB. 
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NIP. 

Jabatan, tanggal seperti di atas 
Bendahara Pengelu:.iran 
satker . .. .. (60) 

(59) 

NIP. 

Mengetal,rn . 
Ka, Satker . 

(49) (53) (52) (51) 

{45) (44J (48) (47) (46) 

{39) (33) 

NIP. 

(42) (41) (40) 

{34) (33) 

.... (56) Pa-0.:1 tang gal 

Dilim.; oleh rengllji SPP.'penemit SPM 
satker .. . .. ......... (57) 

LAMPI RAN 

JUMLAH II 

Dokumen D Surat Buk1i c-=i Pendukung .. (54) Berkas Pengeluaran. (55) 

UANG PERSt:DIAAN 

SPPJSPM 
s.d. YANG 

LALU 
{Rp.i 

PAGU 
DA LAM 

DIPAf(31i. 
(Rp.) 

Lemear Osrs ... (56) ... Lembar 

{50) 

cenqan angk a 
deng;;in hurut 
i22) 
(23:1 
(24) 
(25) 
(26) 
Nemer re~.enmg 
(28) 
Rp. {29J 

{43) 

SEMUA KEGl.l\TAN 

JUML1\H I 

SPPINI JUMLAK S1SA 
sd, SPPINI DANP. 

(Rp.) (Rp.j [Rp.) 
5 6r4+5 7 

(35) (36) (37) 

{27) 

{20} 
(21) 

__ bersema mt kanu ajuxon oernuntacn 

4 

.. Janggal .. ('19) Ncmc,r- ....... (13) . 

KEG OUTPUT/SUB 
OUTPUT DAN AKU N 

{32) 

L hEG. OUTPUT !SUB OUTPUT 
No OAN A.KUN BER.SAr,.;cGk~UTAh' 
UM II. SEMUA KODE l<EGIATAN 

OALAM DIPA (30I. 

7 Nomor den Tanggai SPKJkon\rnk 
e Nilai SPK,<Kontral( 
9 Dengan Pejelaenn 

:::: Untuk keperiuan 
3 Jerus Belanja 

Atas nama 
5 Alarnat 
6 Mempunym rekening 

Jurnlal1 pembayaran yang clnuntekan 

6edasart<:an DIPA! (17). 
pernoayaran sebagai benkut : 

Kepada 
Yth. Peicbat Penerbrt surat Perintai1 Mernbayar 
Satker Tetap Pusat. Briif?i/UPT .. SNVT. . .(15) 
di .(16). 

7 Kegiatan (11) 
8 xcde Kegia1an (12) 
9 Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program (13) 

1 O Kewenangan Petaksunaan ( 14) 

f,ementermnf i5) 
Lembag3 

2 Unit Organisas, i6) 
3 ::v~r.;"=r -:~1~ft;:;J;. ~;..;;;:i/uPi,5.'iVf (7) 
4 Lok as i 18) 
5 Tempat 1,9) 
6 Alamat (10) 

Nomor: (2) IJEI--'- Ji/ca diisi (1) UP .~mu {2! YUP 
O±I:J--> Jika diisf (4) Pengefaaam Trensito 

T:inggal. (1) 
Sifot Pernbayaran 
Jen~:$ Pembaya ran 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN_ 

FORMAT: SPP UP/TUP UNTUK SELURUH SATl<ER 
- _,,,,-,~------- -,----= 

FORMAT 1 
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NOMOR URAIAN ISIAf\l 

( J ) Diisi tan~JQal Penerbrtan SPP 
( 2 ) rnisi nomor Peneri.l1tan SPP -- 3 Diplhh salah satu 1 = UP, 2 = 1UP, 3 = GUP, 4 = LS, $=GU Nihif, 6 sa GU Pengganti RK (untuk GU Nih:I Rekening Khusus satker. ( ) 

sa1u SPP diterbitkan 2 SPM yaitu : SPM Nihil dan SPM Pengganti._ 7= LS 6endahara. 
( 4 ) Dipilih salah satu 1 ""Penge!uaran Anggaran (PA), 2 = Pengemo<llian Uang Maia Anggaran (PUMA), 3 = PFK, 4 = Peng TransftO, 

5 = Perth. RK 6 = Pembeiulan Pernbukuan. 
( 5 ) Diisi nama kode l<ementerianflem!iaga y:ing bersangkutan. 
( e ) Dlisi narna kode Unit Eselon l Kementerian/Lemlx,ga yang l>ersang!1utan. 
( 7 ) Diisi narna kode satker yang !Jersm;gkutan 
( 8 ) Diisi nama kode Provinsi salke yar.11 bersanokutan 
( g ) Diisi nama kode kotalkeliupaten satker yang bersanqkutan 
( to ) D,isi atamat sauce; yanr1 bersanqkutan. 
( ll ) DHs1 nama Ke[Jiatan yang lJernangkutan. 
( tz ) D!isi kooe keqiatan yang bersanokutan. 
( 13 ) Dlisi kode lungsi. sub fungsi d:111 prooram yang bsrsanokutan 

i ( 14 ) D1isi kode : (KO} untuk Kantor oaeran, (l<P) Kantor Pusat, (DK) oekcnsentraai, (PB) Pembantuan. 
I ( '15 l ms i nama satksr yang bersanqkutan 
I ( ie ) D,isi nama kotat kabuoaten satker yang bersamkutan 

( vt ) Diisi jenis clof,umen anggaran yang digunakan (DIPAIDIPP/SKPAISKO atau ookumen yang disamaxan) 
( 18 ) Diisi nomor dokurnen anmiaran yang digunakan {DJPAJD!PP/SKPAISKO atau cosumsn yang disamakan) - 
( ";fr ) Diis1 tanaqal oenerbnan dokumen anccaran 
( 20 ) Diisi junuah osna yang dimmta der.g.in angka 
( 21 J Dl!si jum!al) cana yang dimnta dengan hurut 
( 22 )m ernbavaran 
( 23 ) jenis bel::mja bersanokutan (lielanja pegawaillielanJa llar,.mgfbe!anJ3 modal/ dsl) 
( 24 ) Di!si narna p111ak penenma pernbavaran 
( 2e ) D!isi atarnat pii1ak perenma pambayaran 
( 2C ) D:isi narna Bank temoat reken,na oi11ak osnsnma oemixivaran 
( 27 ) Dl1s1 nornor rexeruno Dlhak eenerlma pernbavaran 
( 28 ) Dlisi nomor dan tang gal SPKikontrak yang diajulrnn pembavaran oleh pihak keliga (LS) 
( 2G ) D,isi ni!ai SPKJkontrali yang diaJutan psmbayaran oleh pi11ak ketiga (LS) 
( JC '1 Dlisi sama cencan nomor 17 
( 31 ) D1is1 sama dengan nomor 17 
( 32 ) D1isi kode kegiatan, out putlsull out put dan AKUN yang nersanckutan 
( 33 ) D1isi anglia pagu masing-masing AKUN dalam satu Out put/Sll!J out put. 
( 3 .. 1 ) Diisi akurnulas! nilal SPP/SPM vano telah dlaiukan. 
( 35 ) Diisl denaan nilai SP v::ma diaiukan saat im. 
( se ) Dilsl penjumlahan nilai l1olom 4 dan kolom 5 
( 37 ) Diisi hasil pen,Jurangan n.1ai kotom 3 denoan kotom 6 
( 38 ) Diist Jurn1a11 nomor urut I oaca xotom 3 
i 10 ) D1is1 iumtah nomor urut I pada kojom 4 
i 40 ) Dilsi iumlal1 nomor urut I pada kolom 5 
( 41 ) Diisi jumlail nomor un.11 pada kolom 6 
j 42 ) Diisi iumlah nomor urut I pada kolom 7 
( 43 ) Diisi kode semua lrngial::in dalam (DIP/VDIPP/SKPN'SKO atau dokumen yang dis::m1al,:m} 
{ 44 ) Diisi pagu semua kegiatan dalam dokurnen rmggaran (DIPAIDIPP/SKPAISl<O atau dokumen yang 
( 45 ) Diisi kun~lah semua kegiatan sarnpal deng::m SPP ini 
i 4e ) Diis1 deng SPP yang diajukan sriat ini 
{ 47 ) Diisi }umlal1 kumulatif selurul1 ke<.Jlatan 
( 48 ) Diisi sisa dana seluruh kegiatan 
( 40 ) Oiisi 1umlah nomor umt 11 pada 11010111 3 
{ OD ) Diisi ium!ah nomor uru1 II pada kolom 4 
( 51 ) Diisi jumlah nomor umt II pada kolom 5 
{ 52 ) Diisi jurn!ah nornor urut 11 pacta kclom 6 
( 53 ) Diisi ium!ah nomor urut II pada ko!om 7 
( 54 ) Diisi jumlail !arnp1ran dokurnen pentlukung yang drperlul\an 
( 55 ) Diisi jum!ah surat bukti pengeiuaran yang diperlukan 
( oe ) Diisi jUmlal11amp!ran surat tancta setoran (SPP/SSBPJ 
( 57 ) Diisi narna sall<:er oenorni SPP/oenerbit SPM serta NJP 

I ( 58 ) Diisi tanaaa! nenerimaan SPP 
( 50 ) Diisi nmna Salker l<a. Satker Tetap Pusat/Satker Balai/SNVTiSKPD Dekon-TP serta NIP 
( eo ) Diisi nama satkermenaat13ra pengeluaran serta NIP 

PETUNJUK PENG!SIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 
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NIP. 

Jabatan, tanggal seoern d1 atas 
Bendaha ra Peng el ua ran 
sataer {60} 

Lernoar Osrs ... (56) .... Lembar 

(52) 1511 

NIP. 

Mengetahui : 
Ka. SaU;er l PPI< 
SatJ,er . . . (59) 

'50) t (49) 

{45) (44) 

··.·:,;·· .. :--"'·"·"· 

NIP. 

... (57) 
. '(:·6) 

Sa1ker. 
Pada t(lnggal 

Din ma oleh f>(mguji SPP/peneru it SPM 

LAMPIRAN 

JUMLAH II 

Dcu~tumen Sumt BukU D Pendukunq.. (54} Berkas D Penqeluaran {SS) 

UANG PERSEOIA~.N 

(47J (46) 

(39) (381 

(43) 

JUMLAH I 

' ','< ·''"··",~:·.··- •·•. -~· 

SEMUA KEGIATMJ 

(53) 

(48) 

(42) (41) f40l 

{34) (33) 

4 

KEG. OUTPUT/SUB 
OUTPUT DAN AKU N 

(32) 

2 

SPPIN! JUMLAli SISA 
ad. SPP INI DANA 

(RD.l (Ro.! (RD.) 
5 6 = 4+5 7 

(35) (36) (37) 

SPPISPM 
s.d. YANG 

LALU 
IRD.) 

PAGU 
DA LAM 

OIPA/(31). 
(Ro.) 

(28) 
Rp. {29) 

Nemer rekening {27) 

dengan an gka 
cfangan huruf 
(22) 
(23) 
(241 
(25) 
t26) 

l. ~iEG. OU I PUTISIJB OUTPUT 
CAN Af':UN BERSANGKUTAN­ 
SEMUA KODE l,EGIATAN 
DALAM DIPA 1301 . 

No. 
UM II. 

{20} 
{21) 

... bersoma tru karrn ajuxan oernuntaan . ... tanggal .. (1i:I)_ .. {181. Norn or: 

7 Nomcr dan Tanggal SPK/!;ontrak 
6 Nilai SPl'Vl<on tmk 
£• Denqan Peielasan 

2 Untuk keperiuan 
3 J enis Belan]a 
4 Atas noma 
5 A!amat 
6 Memp u nyai rekening 

J umlan pernbayaran yang dimintakun 

Beda~arl<an D!PAI (17). 
pernbayaran nebc1gai benkut : 

Kepada 
Yth. Pejabat Penerbit Surnt Perintah Membayar 
Satker retap Pusat.. ..... ( 15) 
di .... (16) 

7 Kegiatan ("11) 
a Kode Kegk1tan (121 
9 Kode Fungsi, Sub Fungsi, Prograrn (13) 

10 Kewencnqan Pelaksenaan (14) 

Ke mentenanJ (Si 
Lembaga 

2 Urnt Organisasi {6) 
3 SatkerTetap Pusat m 
4 Lok a s i (8) 
5 Tempat (9) 
6 Aiarnat (10) 

Non",Or: (2) 
1(3LJ---> Jik« d1isi (3) GUP auw (7) LS Br,ndaliarn 
[lli] ... > Jik« diisi (1) Pengeluamn Aoggaran 

Tanggal: (1) 
Sifat Pembaycran 
\Jeni:s Pernbayaran 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 

FORMAT: SPP GUP/LS BENDAHARA UNTUK SATl<ER TETAP 

FORMAT2 
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NOMOR URAIAN ISIAN 

( ' ) D!isi tang gal Penerbitan SPP 
( 2 ) Diisi nomor Pene11)itan SPP 
( 3 ) Dipi!ih salah eatu 1 = UP, 2 = TUP, 3 = GUP, 4 = LS, 5 = GU N:liit, 6 = GU Pengganti RK (untuk GU Nihil Rekening Khusus aatker, 

satu SPP diterbitkan 2 SPM yaitu · SPM Nihil dJn SPM Pengganii, 7= LS BemJal1ara. 
( •} ) Dipilih aalah satu 1 = Penge!uarnn Anggman (PA), 2 = Penqembalian Uang Mata Anggaran (PUMA), 3 ~ PFK 4 = Peng. Trnnmto, 

5 ~ Perth. RK, 6 = Pernbeunan Pembukuan. 
( 6 ) Dlisi nama kmfe Kementarian/Lemi,aaa vanq nersenokutan. 
l B ) Diisi nama kode Unit Eselon l Kementerianllemliaga yang bersanokuien. 
{ ' ) Diisi nama ko(le saiker yan9 l,ersangkutan 
( e ) Dfisi nama kode Provnsl satse yang bersanckutan 
( 9 ) DHsi narna kode kota!keilupaten satker yang l)ersangkutan 
( 10 ) Dlisi aiamat satker yang bersanqkutan. 
( i1 ) Dusi nama kegiatan yang bersanqkutan, 
( ,:; ) Diisi kode ke(Jiatan yang bersarigkulan. 
( ~3 I Dnsi koce funos1. sub tunosl can oroerarn va110 bersanokutan. 
( 14 ) O;isi koce : (KD} vntuK Kantor Daerah, {l<P) Kantor Pusat, (Of<) Dekonsentrasi, (PB) Pembantuan, 

(DS) Desentralisasi 
( 15 I Dlisi nama satker yang bersanqkutan. 
( 10 ! Diisi 11a111a Kot.if kabupaten satker yang llersangkuian 
( 17 I OHsi [enls cokurnen anggaran yang digumikan (DlPNOIPPfSl<PNSl<O atau cokumen yang dlsamakam 
( 1$ I Diisi nomor dokurnen anggaran '.'3119 di9unakan {DIPAJD1PP/SKPNSKO atau dokumen yang ctsarnakan) I 

( 19 I Diisi tanggal penerbaan dokumsn an;;qaran 
( 20 l Diisi ium!ah cana vane dlmaua oenoan anaka 
( 21 ) Diisi jumlah cana yang cimmta clenl)an hwuf 
( 22 I Diisi keperluan pembayaran 
( 22 ) Dilsl Jenis l)elanja liersangkutan (lie!anja pegawal/lielanJa :x:m.111gibe1anja modal/ dst) 
( 24 ) Diisi nama pi];.a!( eonenma pembavaran 
( 25 ) Diisi atamat p1J,ak penenma psmbayaran 
( 2& ) Oiisi nama Bank ternpat rekening pit1ak penerima pernbavaran 
( 27 ) D1isi nomor rekeninfJ piluk pensnma pembayaran 
( 2B ) Diisi nomor dan tanaoal SPK/kontrak vam diaiukan oembavaran oleh nihak ksnoa rLS) 
( 20 ) Diisi nilai SPKlkoniraK yang diaJukan pemuayaran ole!1 p1J1ak !1etiga (LS} 
( 2-D ) Diisi sama dengan nomor 17 
( Sl ) Dlis1 sarna dengan nomor '17 
( 32 ) IDiisi koce kegiatan, out putisull out put dao AKUN yano IJersangkutan 
( S3 ) ID1isi anglm pagu masing-111as~1g AKUN dalam satu Out µutiSub out put 
{ 34 ) Diisi akumu!asi nilai SPPJ:SPM yang telah diajull:m 
r 25 ) Olisi dengan nilai SP yang ctiaju!rnn saat inl 

- ! 30 ) Diisi peniumlahan nllai kolom 4 dan kolom 5 
( 37 ) OHsi hasi! pengumngan n\lai kotom 3 dencan kolorn 6 
i se ) Diis1 jum!ah nomor urut I pada kolom 3 
I 39 ) D1isi JumJ::11, nomor urut I pada ko!om 4 
( 40 ) 01isi jumlah nomor urut I pada ko10m 5 
( 41 ) Diisi Jum!ah nomor urut I pada ko1om 6 
( 4" ) D1isi jumlail nomor urnt I pada ko1orn 7 ~ 
( 43 ) Dlisi kode semua kegiatan dalam (DIPNDJPP/SKPAISl<O atau dok,m1en yang disarnalmn} 
( 44 ) rnisi pagu semua kegiatan dalam dokumen anggaran {OIPNDIPP/SKPAl'SKO atau clokumen yang d1samalrnn) 
( 45 ) Dlis1 kumulatif jumlah semua ke(iiatan sampai dengan SPP ini 
( 4C ) O!isi clengan nil:ii SPP yang di:iJukan saat ini 
( 47 ) Diisi ium!ah kumulatif seluruh kea1atan 
( 48 ) Diisi sisa clana selurul1 k.eoiatan 
( 4S ) Diisi jum!ah nomor urut II pada kolom 3 
( 50 ) D1isi jumta11 nomor urut II p:ida k.olom 4 
( 01 ) O:isl Jumlail nomor urut II pada kolom 5 
( o: ~Jumlai1 nomor umt II pada kolom 6 
( 53 Jumiah nomor urut II pada kolom 7 
( S4 ) Dlisi Jumiah 1wnp1rm1 doxumen pendukung yang diperlulwn 
( 05- ) Oiisi iumlai1 surat bu~ti oeMeruaran vano dioerlukan. 
( 58: ) Diisi jumlail lJmpiran sw-at tanda setoran {SPPJSSBP) 
( 57 ) Oiisi nama satl(er penguji SPPJpenemit SPM serta NIP 

_(_, 58 ) Diis1 tanggal penerimaan SPP 
( !;,Q ) Diisi nama samer Ka. SatkerTetap PusaUpejatJ.at pemlluat kom11rnen serta NIP 
( ec ) D:isi nama sa1J;er tetap pusaUl)enctal1aro pengeluaran serta NIP -- 

PETUNJUK PENGIS!AN SURAT PERM!NTAAN PEMBAYARAN 
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NIP. NIP. 

(59) . .(60) seroanara . PPK. 

Ja batan, tanggal seperu d1 alas 

t.emnar Dsrs .. (56) ... ternbcr 

NIP. NIP. 

(61) 

Dldma oten peng1;J_r1 SPP/penerh1t SPM 
Salk.er BalJii/UPT, SNVT!SXPD ~kC;(!·TP ... (57) 
Pada tanggal ..... (58) Ka. Salk er . 

{50) (49) 

LAMPiR,\N 
Oakum en Surc.t 6 ukti D Pendukung (EA) Berkas D Pengeluamn(55) 

(52) (51 J 

(45) (•14) (48) (471 (46) 

{39) (38) 

JUMLAH !I 
UANG PERSEDl!l-..AN 

(42) (41) (40) 

(34) (33) 

(43) 

SEMUA f<EGIATAN 

JUMLAH I 

SPPiNI JUMLAH SISA 
ed. SPP IMI DANA 

(Rp.) (Rp.) (Rp.) 
5 6 = 4+5 7 

135) (36) (37) 

SPPiSPM 
s.o. YANG 

LALU 
(Rp) 

PAGU 
DA LAM 

D!PAJ{31). 
(Rp.) 

ctengan angka 
dengan nurut 
\22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
Nemer rekenmg 
(28) 
Rp. {29J 

KEG OUTPUT.'SUB 
OUTPUT DAN AKUN 

(32) 

(53) 

4 

(27i 

(20) 
{21) 

.tanggal .. (19) Nomor: ..... .('18) ... 

1. 1,EG OUTPUT'SUB DUT"UT 
No DAN /:\KUN BEHSAHGKUTAN 
Urut IL SEMUA KODE KEGIATAM 

DALAM DIPA (30J. 

7 Nomor dan Tangga) SPKAomrnk 
8 ~liiai SPK/Kontnak 
8 Denpan Pejelesan 

2 UnluK keperluon 
3 Jen is Belanja 
4 At.1s name 
5 A!amat 
6 Mempunyai rekenmg 

Jurnlah pembeyaran yang dmuntaknn 

6eda5arl<.an D!PAI (17) 
pcmbayeran setwgni oerikut ; 

Kepad<.1 
Ylh. Pejabat Peneron Surnt Perintah Mem!)ayar 
SatherBa!ailUPT, SN\lT. .. (15). 
di ... (16) 

7 Kegiatan (11) 
8 Kade l<egiaian (12) 
9 Kode FungsL Sub Fungsi, Program (13) 

10 i<ewenang1.1n Pelaksanaan (14) 

Kementeriani' (S) 
Lemboga 

2 Unft Orqaniscsl \I>) 
3 SatJ.:er/Ba!aifUPT, SfJVT (7) 
4 Lollasi (8) 
5 Tempat (9) 
6 Alamat (10) 

Nornor : (21 
[llil---> J1/rn d!ISI (4) LS 
[ill]--·> Jtk« ciiis1 (3) Pembeysren Fihak Kotiga 

Tanggal:O) 
Srfat Pernbayaran 
1..lenis Pembayar~,n 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 

FORrtlAT: SPP GUP/LS BENOAMARA UNTUK SATKER BALAI/UPT/SNVT/S!<PD DEKON-TP 

FORMAT 3 
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NOMOR URAIAN ISIAN 

( ) Diisi tanuoai Perierllitan SPP 
( 2 ) Dlisi ncmor Penerbltan SPP 
( 3 ) D1pffil1 salah satu 1 = UP, 2 = TUP, 3 = GUP, 4 ~ LS, 5 = GU N1hlt, 6 = GU Pengga111J RK (untuk GU Nihil Reliening Khusus eatker, 

salu SPP diterbitkan 2 SPM yaitsi: SPM Nihil dan SPM Pengganti. 7= LS Bendnhara. 
( 4 ) D1pilih eaten satu 1 = Peaqeluaran Anggamn {PA), 2 = Penqemoalian Liang Mata Anggaran (PUMA), 3 = PFK, 4 = Peng. Tronsito, 

5 = Per'.11. RK, 6 ~ Pembetutan Pernbukuan. 
( 5 ) Diisi nama kode KementertanlLem!>a(la yang bersangkutan. 
( o ) Diisi nama kode Unit Eselon I Kementerian/Lemllaga yang bersanokutan. 
( 7 ) D11si nama xode satker vane oersanoautan 
( 8 ) Diisi nama kode Provinsi satke yanrJ l}ersanglrntan 
( >I ) D11si nama kode l•.otafke!Jupaten satker yang bersanckutan 
( ro ) Diisi alamat satker yang bersangkutan. 
( }I ) Diisi nama kegiatan yang bersanqkutan. 
( ~2 ) Diisi kode keg1atan yang bersanckutan 
( 13 ) D1isi kode fungs1. sub fungsi clan program yang bersangkuwn 
( \4 ) Diist koce : (KO) untuk Kantor Daerah, (KP) K::intor Pusat, (DK) Dekonsentrasr, (P8) Pernbantuan, 

- {OS) Desentrausasf. 
{ P'· ) Ditsi narna satker yang hersangliutan. 
( ie ) Diisi nama kota/ kabupaten satker yang bersanqkutan. 
( ·n ) D1isi jenis dokumen anggaran 'iang digunal«m (DIP.AIDIPPlSKPA!SKO atau ookumen yang drsamakan] 
( -.a ) Diisi nomor dokumen anggaran yang ctigunakan (DIPNDJPPfSKPA/SKO atau dokumen yang dlsarnakan) 
( ) Diisi tanggal pensrbltan dokumen anggaran - rn 
( 20 ) Diisi iUrnlah eana yang diminta dengan angka 
( 21 ) Oilsi jumlaii cana yang cnnunta dengan huruf 
( 22 ) DHsi ke12erluan 2emba~aran 
( 23 ) Oi!si jenis belanja bersangkutan (bel::mja pegawailiiel:mp llarang!bel::inia modal/ dst) 
( 24 ) Diisi nama piha!\ penersna pernbavarau 
( 25 ) DJ!si aiamat pihak penerma pernbavaran 
( 28 ) Dlisi nama Bank tempat rekening pihak psnsrtma pembayaran 
( 27 ) Diisi nomor rekenino pi11al1 penenma pembayaran 
( 28 ) OHsi nomor can tanggal SPK/kontrak '(<mg diaJukan oemoavaran oleh pihak ketiga (LS) 
( 20 ) Diisi ni!ai SP!<Jkontrak yang diajukan cernbavaran olel1 pihak ketiga (LS) 
I 30 ) DHsi sarna denean nomor 17 
( 31 ) Dlis1 sarna dengan nomor 17 
( 32 ) I Diisi kode kegiatan. out putJsulJ out pt.1 oan AKUN yang llers.;ngkutan 
f 33 ) IDHsi anglia pagu masmg-masing dalam satu Al<UN out put/Suli out put 
r 3~ ) Dlisi akurnulasl nilai SPPiSPM yang telah cliajukan 
l 15 ) D!isi clengan nilai SP yang dialuk an saat mi. 
{ 30 ) Dilsi peruumlanan 111Jai kororn 4 can kolorn 5 

) Diisi hasll pen;iuranqan nila1 11010111 3 oenoan kolorn 6 
~ 

( 37 
( 30 i Dlisi lumfah nomor urut I oaoa koiom 3 
( 39 ) Dlisi jum1a11 nornor urut l pada kolom 4 
{ 40 I Dlisi jum!ah oomor urui l pada koiom 5 
I 41 ) Diisi jum!ah nomor ur..;t I pada kolom 6 
( 41 ) Dlisi jumlah nornor un..11 pada l<oiom 7 
( 43 I D!isi koae semua keg1atan dalam (OIPNDlPP/Si<PNSKO atau clokurnen yang disamak::m) 
( 4•1 \ Dlisi oaau senll/a keoiatan dalam dokumen ananaran lDIPAIDlPPISi<PA!Sl<O atau doKumen vana d1samak,m) 
( 4.5 ) Diisi kurnulatif iltmlah semua keoiatan samoai denqan SPP ini 
( 40 I Diisi denaan nilai SPP v;:ino d1aiuf(an saat ,111 
( 47 I Dlisi jumlah ktmiulatif seluruh keg1atan 
( 40 ) Diisi sisa dan;. seluruh kegiatan 
( 40 I Diisl jum!a11 nomor urut II pacta kolom 3 
( OD l Diisi jumiah nomor wut 11 pada Kolom 4 
( .51 l Diisi jum!a11 nomor uru1 !I pada l{olom 5 
( 52 ) rntsi jum!al1 nomor umt ll pada kolom 6 
( 53 ' Diisi iumial1 nomor urut 11 pada kolom 7 
{ 54 ) Diisi iumlail lan1Diran dokumen oen{Juktmo vanri dinerlukan. 
( 55 } Dlisi jumtah surat iJukti pengeluaran yang diperluKan. 
( 55 f Dilsi jumrah lampiran surat tanda setoran {SPP/SSBP) 
( 57 ) Dilsi nama satker/pengujj SPP/penerbit SPM 
( 5e l Drisi tangqal penermiaan SPP 
( 59 } Dlisi nama satker Ka. Sat~er dan nan1a & NIP ilenctahara 
( 00 I I D!isi nama out put clan nama Pejabat PPK serta NIP 
( r31 1 Diisi nama satker Ka. samer clan narna Ka. Satker sena NIP ----- 

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 
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NIP. NIP 

Jabatan, tanggal sepern ct, atas 
Ka Salker/PPK . . (59) 

O!nnrn olen pengsrti S?Plpenemit SPM 
satker. .(57i 
Pada tanggal (56) 

Ookurnen (54l Sumt!Juhti ·55\ ... D Pendukung .. (54). Berkas D Pengelu;mm(55) _ Lemear Osrs ... (5•3).--- Lembar LAMPiRAN 

UANG PERSEDJAAN 
JUMLAH II {5(}) (49) (52) (51) 

[44) {43) (48) (47) (46J (45) 

JUMLAH I (42) (41) (40) (39) 

(34) (33) 

KEG. OUTPUTiSUB 
OUTPUT DAN At<UN 

{32) 

PAGU 
DA LAM 

DlPA/ (31) 
(Rp.) 

SPPiNt JUMLAH Si SA 
W. SPP INl DANA 

(Rp.) (Rp.) {Rp.J 
5 6 =4+5 7 

(35) (36) (37) 

SPP/SPM 
s.d. YANG 

LALU 
(Rp.) 

f(EG. OU I PUTISUS OUTPUT 
No. OAl,J AXUM BERSANGKUTAN 
UM H. SEMUA l<ODE l<EG!ATAN 

DALAl,1 DIPA (30) . 

(53) 

SEMU,\ J<EGIATMJ 

7 Nomor dan Tanggal SP!<Jf:ontrak 
8 Ni!ai SPKll'(ontrnk 
9 Dengan Pejelasan 

2 Untuk keperluan 
3 Jems Belanja 
4 Alas nama 
5 Alamat 
6 Mempunyai rel(enmg 

{27} 

dengan anqk a 
uenoan hurut 
1:22:i 
(23} 
(24} 
(25) 
(26) 
Noni or re kening 
(28) 
Rp. (29) 

1 Jutnlai'l pembayaran ~ng dimtntakan {20) 
{21) 

. ..... tanggal .. (18) .. BeO('JS(lfKl)I) DIP.4.1 (17) "'"" .. Nomor: (18). 
pembayaran sebagai beriliUl: 

Kepada 
Ylh Pejabat Penerbn Surat Penntah Membayar 
satker Tetap Pc1sat... . .(15) . 
di. ..... (16). 

Kementerian/ !5) 7 Kegiatan (11) 
Lernbaqa a Kode KegiJian (12) 

2 Unit OrganisMi (6) 9 Kode Funqsi, Sub FungsL Prngmm (13) 
3 Satker Tetap Pusat 17) 10 Kewenanqan Petahst1naan {14) 
4 Lo k a s i fi3) 
5 Ternpat !9) 
6 Alamai (10) 

Nomor : 12) 
!NJ,-> Ji/ca diisi (4) LS 
[}[] --> Ji/I.a dlisi (3) LS Pembayam11 F1hak Kellga 

Tanggai. (1 l 
Sifat Pernbaycra n 
Jenrs Pernbayaran 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 

FORMAT: SPP LS PJHAK KE-Ill UNTUK SATKER TETAP PUSAT 

FORMAT4 
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I NOMOR URAIAN !SIMI 

( l ) Dlisi tanggal Penerl)itan SPP 
( 2 ' Diisi nomor Penert>1tan SPP 
( 3 ) Dipilih aaleh satu ·1 = UP, 2 = TUP. 3 = GUP. 4 = LS, 5 = GU Nil1i!, 6 = GU Pengg.anh RK [untuk GU Milli! Rekening Khusus satker, 

salu SPP diterbitkan 2 SPM yaitu . SPM Nihil dan SPM Pengganb., 7= LS Bencahara, 
( 4 ) Dipilih salah satu 1 = Penqeluaran Anggaran {PA). 2 = Pengembalian Uang M.lti.l Anggaran {PUMA), 3 = PFK, 4 ~ Peng. rransrto, 

5 = Perth. RK, 6 = Pembeunan Pembukuan. 
( 5 ) Diisi narna kcde Kementerian/Lem!Jaga yang bersanglrntan 
( 0 ) Diisi nama kode Unit Eseron I Kemenlenan/Lemllaga yang bersangkutan. 
( T \ Diisi narna kode satker vane bersannkutan 
( 0 ) Diisi nama kmle Provins! satksyanq bersanqkutan 
( Q ) Diisi narna kocte kotalkebupaten satker yang bersanokutan 
( lO ) D!isi aiarnat satker yang bersanexutan. 
( ll ) Diisl nama kegiatan yang bsrsarukman. 
( 12 ) Diisi kode kegiatan yang bersan{Jlrntan. 
( \3 ) Diisi kooe tungsi. sub fun{Jsi dan program yang bersanckutan 
( 14 ) D1is1 kooe : (KDJ untuk Kantor Daerah, (KP) Kantor Pusat, {DK) Dekonsentrasi, (PB) PemtJantuan, 

(OS) Desentralisasi. 
{ Hi ) Dlisi nama satker yang bersangkutan. 
{ ie ) D11si nama kotaf kalmpaten satker yang bersanqkutan 
( 17 ) DHsi jenis dokumen anggaran yang di9unakan (DIPNDIPP/SKPAJSKO atau cokurnen yan{J disamar,an) 
( 18 ) Diisi nomor dokumen anggaran ','~mg digunakan (DIPND!PP/SKPA/SKO atau dokumen yang oisamakan) 
l 10 ) Diisl tanggai panerbltan ookumen anggaran 
( 20 ) Diisi jumlah dana yang dlmnta dengan angka 
( 21 ) D!isi jum!ah dana yang ounnta dencan hurut 
( 22 \ Diisi kenerluan psmbavaran 
{ 23 ) Diisi lsnls belanja bersanqkutan (llelanja pegawai/lJelanja llaran9lbeJanja moda!f dst) 
( 24 ) D11si nama pii1ak penenrna psmbayaran 
i 25 ) Diisi alamat pihak penerma pernbavaran 
{ ze ) D!isi narna Bank tempat rekening pihak penerima pembavaran 
( 27 ) Diisi nomor rekening pilnl, penerima pernbayaran 
( 28 ) Diisi nomor dan tanggal SPKflmn1rak ',rang diajukan pembayaran oleh pihak kenca (LS) 
( 29 ) Diisi ni!ai SPK!kcntral< yang diajukan pembayaran oleh pH1ak keliga (LS) 
( 3!1 ) D:isi sarna dengan nomor 17 
{ 31 ) Di1si sama cenoan nomor 17 
{ sz ) jD!isi koce kegial1n. out pll1Jsul) out put can AKUN yang IJersang~utan 
i 33 i !Diisi an{Jka pagu masing-masing .A.KUN catam satu Out put/Sul> out put 
{ 3.4 ) Diisi akurnulasl nilal SPP/SPM yang telan dialukan. 
{ 36 ) Diisi dengan nllal SP yang diajukan saat inL 
( 26 ) Dlisi penjumlahan n11ai !101om 4 dan kolom 5 
( ·17 ) DiiSi nasn pengurangan nUai kolom 3 dengt.n kolom 6 
( sa ) DHsi iurnlah romor urut I oada kolom 3 
{ 39 ) D!isi jumlah nornor urut I pada kolom 4 
( 4!1 ) Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 5 
i 41 ) Diisi jumlah nomor unit I pada kolom 6 
( 42 ) Dils I jumlah nomor urut I pada kolom 7 
( 43 ) Dlisi kode semua ke.gia1::m aaram (DIPNDIPPISKPAISl<O atau do!rnmen yang dsamokan} 
( 44 l Diis1 DaQu semua keqia!an datam dokumen angoaran (OIPAIDIPP!Sl<PNSKO atau dokumen yanQ disamakanl 
{ 45 ) Dlisi kumu!a!if imn1a11 semua keoiatan sanipai denq::m SPP ini 
{ 4e ) Diisi denoan nilai SPP v:mo diaiukan saat ini 
{ 4i' ) DHsi jum!ah kumulatif seluruh keglat:.111 
( 48 ) Diisi sisa dana seluruh kegiatan 
( 4C> ) Diisi jum!ah nomor lJfllt II pada kolom 3 
( 5(} ) Diisi jumlah nomor urut 11 pada koloni 4 
( 51 ) Diisi jun1lah nomor urut II pada kolom 5 
( 52 ) Diisi jumlah nomor urut II pada l(OJom 6 
i 53 ) DHs i iurnlah nomor urut 11 nada kolorn 7 

' 54 ) Diisi iwnJ.3h !amoiran dolwmen oendukw1q vana dioerlulrnn 
{ 55 ) Diisi Jumlah sural t,u!(ti pengeluamn yang diperMwn. 
{ 56 ) Diisi jumlah 1ampiran surat 1anda setoran {SPP!SSBP) 
( 57 ) Diisi nania satker/penguli SPP/peneruit SPM serta NIP 
( 58 ) Diisi tanggal penerimaan St->P 
( ot~ ) DHsi nanrn satker Ka Satker Tetap PusatJnama pep:xit pembuat lwmitmen serta NIP 

PETUNJUI< PENGISIAN SURAT PERMlNTAAN PEMBAYARAN 
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NIP. 

Jabatan, 1anggal seperu di atas 
PPK.. (60) 

t.embar Osrs .... (56) ... Lemear 

NIP. 

Mengetanu1: 
Ka. Satker.. .. (59) 

(53) (52) (51) (49) 

NIP 

01nma oleh pengllJi SPPlpeneru1t SPM 
Satker. . .(57) 
Pada tanggal . .. .. (S8) 

LAMPIRAN 

JUMLAH II 

Dokurnen Surat Bul,ti D Pendukung . (54). Berkas D Penqeluaran (55) 

VANG PERSEDIAAN 

(48) 

(42) 

(4]l (46) 

{4D) 

{45i (44) 

{39) 

{43) 

JUMLAH I 

SEMIJA KEGIATMl 

{34) {32) 

KEG. OUTPUT/SUB 
OUTPUT DAN AKUN 

4 

LALU 
(Rp.J 

SPP/SPM 
s.o. '/.A.NG 

SPPlN! JUMLAH SISA 
ud. SPP INI DANA 

iRP.) (Rp.) {Rp.) 
5 6=4+5 7 

j35) (36) (37) 

{50) 

(38) 

Un . .1 IL SEM!JA KODE KEGIATAN 
D~LAM DIPA (3D) 

No. 

('5) 
1.7) 
(81 
(9) 
(10) 

Ken~enteflanl 
Lembaga 

2 Unit OrganisLlS~ 
3 6alaiJUPT. SNVT 
4 t o k a e i 
5 Ternpat 
6 Ala mat 

PAGU 
DA LAM 

OiPA1(3l) 
(Rp.J 

i. KEG. OUTPUTISUB OUTPUT 
DAN JlHUN BEi'!SAflGf\UTAN 

(20) 
(21) 

den9an an gk a 
<.!engan huruf 
(22) 
(23i 
(24) 
\25) 
(26i 
Nornor rekernr.g 
(213) 
Rp. {29} 

7 Nomor dan Tanggal S PK/kontrnk 
8 ~Wai SPKIKcntn:ik 
9 Dengan Pejelasan 

2 unt1k keperluan 
3 Jenis Belanja 
4 Alas nemn 
5 Ala1mt 
6 Mempun)'ai rekernng 

Jumlah pernbayaran yang ctimintakan 

Bedasarkan DIPAJ (17) ..... Nemer: ...... (18) 
pembayamn sebagui nerlkut : 

Kepada 
Yth. Peiab.it Penertm Surat Pemnah Merntiaynr 
Ba!ai/UPT. SN\/T. .. .... (15) .. 
di ... (16). 

(5) (111 
(12) 
(13] 
[141 

7 Kegiatan 
8 Kode i<egiatan 
9 Kode Fungsi. Sub Fungsi. Program 
1 Q Kewen angan Pelaksanaen 

Nomor. (2) 
tJJi]Jika diis! (7) LS 
IJij]Jika diisi (J) Pi/Mk/((} Ill 

Tanggol. 11) 
Silat Pernbayaran 
Jenis Pernhayaran 

SURAT PERMJNTAAN PEMBAYARAN 

FORMAT: SPP LS PIHAK KE-Ill UNTUK SA Tl<ER BALA I/SN VT /St<PD DEKON·TP 

FORMA'f 5 
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NOMOR URAIAN ISIAN 

( ' ) Di1si tarnnat Penerbitan SPP 
( 2 ) Diisi nomor Penerbi\c1n SPP 
( 3 ) Oipiiih salah satu 1 = UP, 2 = nJP. 3 = GUP, 4 = LS, 5 = GU Nihil, 6 = GU Pengganl! RK (untul: GU Ni11!1 Rekening Khueus sctker, 

satu SPP ctnerhitkan 2 SPM yai!u : SPM Niiiil dun SPM Penggm1ii. 7= LS 8enduham. 
( 4 ) Dipi\il1 Galah satu 1 = Penge!uaran Anggaran (PA). 2 = Penge;nba!ian Uang Matc1 Anggamn (PUMA), 3 ~ PFK 4 = Peng. Transito, 

5 = Perm. RK, G = Peml,eMan Pen1l>ukuan. 
( 5 ) Diisi narna kcde Kementertarvt.embaqa yang bersanckutan, 
( e ) Diisi nama koda Unit Eselen r Kementerian/LemlJaga yang bersanqkutan. 
( 7 J Diisi nama kode vane nersanukutan 
( 8 ) DHsi nama kode Provinsi yang bersanokutan - 
( 9 ) Diisi nama kode kotalkelmpaten yang bersanqkutan 
( Hi ) Diisi aamat ~-ang barsanqkutan. 
( \I ) DHsi narna kegiatan yang bersanqkutan. 
( 12 ) Diisi kcoe kerliatan yang bersanokutan 
( \3 ) Di!si kode iungsi, sui; fungsi dan program yang bersanekutan. 
( ~4 ) D!isi koce : (KO) untuk Kantor Daerah, (l<P) Kantor Pusat, (DK) Oekonsentrasl. (PBJ Pe111b.:intuan, 

liDS' Desentra!isasi. 
( !.~ ) Diisi narna vang bersarokutan 
( \6 ) Diisi nama kotai kabupaten yang bersangkutan. 
( l7 ) Dlisi Jenis dokumen ;;mggaran yang digL111akan (DIPNDIPPiSl<PNSKO atau ctokumen yang clisamakan) 
( rs ) Diisi nornor dokurnen anqgaran yang a1gunakan {DIPNDIPPISl<PNSKO atau dokurnen yang clsarnaken) 
( w ) Diisi tanggal penertl1tan dokurnen anggaran 
( 20 ) DHsi jum!a11 dana yang dmunta deng;m angka 
( 21 ) D!isi Jum!al1 oana yang dimlnta dengan huruf 
( 22 ) onsi kcosrtuan nambavaran 
( 23 ) DHsi [enis IJelanja bersanckutan (lielanja pegawaifllelan)J baranglbe!anja. rnodat' dst) 
( 24 ) D;isi narna p1nak penenma pembavaran 
( ze ) Dlisi atarnat pil1ak oenertma pembavaran 
( ze ) Diisi name Bank ternpat rekening pihak penenma pem!>ayaran 
( 27 ) OHsi nomor rekening pihak oenenma pemnavaran 
( 28 ) DHsi nornor dan tanggal SPK/kontral{ yang dtaiukan pernbavaran oten pil1ak ketiga (LS) 
( 29 ) Dilsi nilai SPKikontrali vang d1a1u!rnn pembavaran oleh pillali ketiga (LS) 
( JO ) Dl!si sama dsnoan nomor 17 
( 31 ) Diisi sarna denoan nornor 17 
( 32 ) Oilsi kode keuiatan. out pullsub out put dan AKUN yang bersanosutan 
( 3~ ) D1isi anglrn pa11u masing-masing AKUN da'am satu Out puUSub out put. 
( 34 ) DHsi akumulasi nila'1 SPP/SPM yang telah diajukan 
( 35 ) Dlisi dencan nilai SP yang diajukan saatnl. 
( se ) DJisi penjumtahan rnlai tmlom 4 dan koiom 5 
( 3.7 ) Dhsi haslt pengurangan ni!ai kolom 3 denqan kolorn 6 
r 38 l DHsi ium!ah nornor mut I oada !miom 3 
( 39 ) DHsi jum!al1 nomor ufl.'11 pada ko!om 4 
( 40 ) D!isi jum!ah nomor urut I p:,da ko1om 5 
( 41 ) Diisi jum!ah f\Omor urut I pada ko!om 6 
( ·12 ) D1isi Jum!ah nomor urut I pada ko!om 7 
( 43 ) Dl!si kode semua keqi.itan d3lam (DIPAIDIPPISKPAISl<O alall dokumen yang disamakan) 
( 44 ) Diisi paqu semua kegiatan dalam doku111en anggaran (DIPAIDIPPISKPAiSl<O atau dokumen /allg d1samakan) 
( >15 ) Dlisi kumulalif Jwnla11 semua kegiatan sarnpai denn;:m SPP ini 
( •15 ) Diisi denoan nilai SPP v~1na dia1ukan saat irn 
( 47 ) Diisi jum!ah kurnulatif se,uruh keqiatan 
( 48 ) Diisi sisa dana selurut1 kegiatan 
( 49 ) Diisi Jum!ah oornor urut 11 pada kolorn 3 
( 50 ) DHsi jumtah nomor urut I! pada kolom 4 
( 51 ) Diisi jum!al1 nomor urut II pada kolom 5 
( 52 ) DHsi jum!ah nomor urut I! pada kolom 6 
( 53 ) rn1s1 Jum!al, f\Omor urut II pada kolom 7 
I 54 ) Dlisi ium!al1 !amo1r::m dolwmen oencluKuna vana dloerlvkan. 
( 55 ) DHsi jum!ah surat i,ukti pengeiuaran yang d:perlukan. 
( 5e ) DHsi jum!ah lampiran surat tancla setornn (SPPISSBP) 
( 57 ) Olisi nama Balai!UPT. SNVT penguji SPF1penerbit SPM 
( 58 ) DHsi tanggal penerimaan SPP 
( 50 ) Diisi nama saffier, nama ~a. Sat!<er serta NIP 
( 00 ) Diisi nama output ctan PejalJJt Pemliuai Komitmen sena NIP 

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 
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TA: 
(1) 
Nomor Bukti: (2) 
MAK: (3) 

I Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/ dlselesaikan dengan lengkap dan baik 
I 

I Pejabat yang bertanqqungjawab 
I 
I 
I 
II T. Tangan dan stempel 

('[ 2) 
I (Nama Jelas) 
i 

(10) ("11) I (Nama jelas) (Narna jelas) 

T. Tangan 

Bendahara Pengeluaran 
Yang Mernerintahkan 
Pembayaran 
Pejabat Pembuat Komitmen 
T. Tangan 

Setuju dan lunas dibayar Tgl. ...... 

(9) 
{Nama Jelas} 

Tempat/Tgl. (8) 
Jabatan Penerima Uang 
T.Tangan dan stempel 

..... ' " (7) Untuk pembayaran 

Rp . 
(5) 
.............................................................. (6) 

Jumlah uang 
Terbilang 

Sudah terima dari: Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker (4) 

KUIT ANSI/BUKTI PEMBA Y ARAN 

KUITANSI UP 

FORMAT6A 
Format untuk Bendahara Pengeluaran 
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----- .. ------~ 

TA: 
( 1) 
Nomor Bukti: (2) 
MAK: (3) 

(13} 
(Nama Jelas) 

T. Tangan dan stempel 
(12) 

l (Nama Jelas) 
! _ 

Bendahara Pengeluaran 
Diketahui 

( 11) 
(Nama jelas) 

I 

I (1 o) 
(Nama jelas) 

T. Tangan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu 
Yang Memerintahkan 
Pembayaran 
Pejabat Pembuat Komitmen 
T.Tangan 

(9) 
~~~- (Nama Jelas_,____~-- 

Setuju dan lunas dibayar Tgl. ...... 

Tempat!Tgl. (8) 
Jabatan Penerima Uang 
T.Tangan dan stempel 

............ , (7) Untuk pembayaran 

Rp (5) 
.............................................................. (6) 

Jumlah uang 
Terbilang 

Sudah terima dari: Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker (4) 

KUITANSI/BUKTI PEMBA YARAN 

KUITANSI UP 

FORMAT 6 B 
Format Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu 

. . . ·-~~---·-·--------·-- .. -·--·--·--.,--~ 
Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/ diselesaikan dengan lengkap dan baik 
Pejabat yang bertanggungjawab 
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Keterangan: 

Kuitansi diketahui oleh Bendahara Penge1uaran setelah setuju dan lunas bayar oleh 
Bendahara Pengeluaran Pembantu atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 
waktu pertanggungjawaban BPP kepada BP. 

Nomor U raian lsian 
,,.,.,,,·,-·+•-,--~--~ ·-·----·._.~--·· ••-•--·•-••••••••·---••--•,.,-,.ow·v·-~-•-····•------•••-••••-••••••••••-·------~,.--r·-·-~·--•• ..... ----···--··-----··----.,, .... ,.,. ______ ~-------·-·-··-····· ••••·-•---•·mw• 

(1) Diisi tahun anggaran berkenaan. 
(2) Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan. 
(3) Diisi MAK vane dibebani transaksi pembavaran. 
(4) Diisi nama Satker vane bersanakutan. 
(5) Diisi jumlah uang dengan angka. 
(6) Diisi jumlah uang dengan huruf. 
(7) Diisi uraian pembavaran vang mellputi iumlah barang/jasa dan soesifikasi teknis. 
(8) Diisi tempat tanqqal penerima uanq. 
(9) Diisi tanda tangan nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai 

sesuai ketentuan. 
(10) Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen serta 

Stempel Dinas. 
(11) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP bendahara pengeluaran pembantu dan 

tanaaal lunas bavar. 
(12) Diisi tanda tangan. nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab 

- dalam penerimaan barang/jasa. 
(13) Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP bendahara pengeluaran dan tanggal lunas 

bayar 

II. Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP) 

Nomor Uraian lsian 
. ( 1) ---· -· .,.,--,-,----~-~~---~-·~·----···-------·-····-------~·····~·-"'------··--·---~-----~·-···"+'" ···-----·-·-"······----~--- .. ·--·---·····------···-·· 

Diisi tahun anooaran berkenaan. 
(2) Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan. 
(3) Diisi MAK vanq dibebani transaksi cembavaran. 
(4) Diisi nama Satker vane bersangkutan. 
(5) Diisi jumlah uana denaan angka. 
(6) Diisi jumlah uang dengan huruf. 
(7) Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknis 
(8) Diisi tempat tanggal penerima uang. 

(9) 
Diisi tanda tangan nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai 
sesuai ketentuan. 

(10) 
Diisi tanda tangan, nama jeias dan NIP KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen serta 
Stempel Dinas. 

(11) 
Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP bendahara pengeluaran dan tanggal tunas 
bavar. 

(12) 
Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab 
dalam penerimaan barang/jasa. 

I. Untuk Bendahara Pengeluaran (BP) 

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP) 



_.,.,, , , "•-·'--''- "-"'''' ·""-- """"- -"-'''"' ,,. .. ,_._.,,_.,,, ,,, , ,·,,.·--·.•,,, •... ,.,._,,. .• ,., •. ,,".''· , .. ,..-,, ,,._.,,,.", .><<•»·-·· ·'.-:/"", .. ·~· .. \<~, ." .;·> , .. · , .. ':' ..•.. ·.' .· .... ''""· -.-, -,-.- ~"·--~- ·. ' .. ,.,. ' ..... .- . ,.·; .. _:·,.-.,::·' :·. . ..... _. , ..... ,' .·.:." _-_ . .""" .. ·.· .... : . .- -'-·:··· . ... . ',. ,-. 
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... (24) ... . (2'1 ) .. 

Bendahara Pengeluaran Pejabat Pembuat Kornitrnen 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Bukn-bukf pengeluaran anggaran dan asli setoran pejak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan 
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelenqkapan adrninistrasi dan 
pemeriksaan aparat pengawasan funqsional. 

Nama (25) .. 
NlP/NRP (26) ..... 

Narna (22) ... 
NIP/NRP . . {23) .... 

Pajak yang dipungut 

No Akun Penerima Uraian Bukti Jumlah Bendahara 
Penoeluaran 

Tanqcal Nomor PPN PPh 
a b c cl e f g I, i 

(12) ( '13) .. . . ('l 4 ) .. . . ("15) ... ..('16) ... .. ('17) ... .('18) .. (19) (20) 
Rp ...... ./ Rp ....... .t 

Jum!ah Ro. 

Yang bertandatancan di bawan ini ates nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja 
.............................. Cl ·1) menyarakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan 
material ates segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendabara Pengeluaran 
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran paiak yang telah 
dipungut atas psmbayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut : 

: (2) 
: (3) 
: (4) 
: (5) . .l, .(6) . .!. .. (7) .. ./...(8) .. ./...(9) .. .1...(10) .. 

·1. Kode Satuan Kerja 
2. Nanm Satuan Kerja 
3. Tanggal / No. DIPA 
4. Klasitikasi Anggarnn 

SURAT PIERNYATAA.N TANGGUNGJAWAB B-ELANJA. 
Nomor: (1,) 

Format SPTB untuk SPM GU 

FORMAT 7 A. 
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NOMOR URAIAN ISIAN 
('!) Diisi denoan nomor urut SPTB 
(2) Diisi denqan kode Satuan Kerja/Satl<er vano bersanqkutan 
(3) Diisi denoan narna Satuan KeriafSatker vane bersanokutan 
(4) Diisi denoan tancma! dan Nomor DIPA 
(5} Diisi denoan Kode Fungsi 
(6) Diisi denuan Kode Subfunqsi 
(7) Diisi dengan Kode Program 
(8) Diisi dengan Kode Kegiatan 
(9) Diisi denuan Kade Output 

(10) Diisi denoan Kode Sub Kelornook Akun 
('1 '1) Diisi denoan narna Satuan Keria/Satker vane bersanckutan 
('12) Diisi denoan nomor urut 
('13) Diisi denoan ienis akun vano mernbebani penueluaran 
('14) Diisi dengan narna penerima uanq/rekanau 
('15) Diisi dengan uraian pembayaran yang meliputi jumlah barnng/jasa dan 

soesifikasi teknisnva 
('16) Diisi denoan tanaqal bukti transaksi oada kuitansi' dokumen vane oioersarnaken 
('17) Diisi denoan nomor urut bukti transaksl 
C18) Diisi denqan f\Jitai pada kuitansi (bruto) 
(19) Diisi dengan jumlah PPN yang dikenakan 
(20) Diisi dengan jurnlah PPh yang dikenakan 
(2'1) Diisi tandatanqan Pejabat Pembuat Kornrtmen (calarn ha! PPK berhalanqan 

maka ditandatanoani oleh KPA) 
(22) Diisi narna Peiabat Pernbuat Komitmen 
(23} Diisi NIP/NRP Pejabat Pernbuat Komitrnen 
(24) Diisi tandatanqan Bendahara Pengeluaran 
(25) Dilsi name Bendahara Pengeluaran 
(26) Diisi NI P/NRP Bendahara Pengeiuaran 

PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM GU 



> ····'·"~ .~ •• - - •• ' ,· ,·,,. ~ ,,- ·, .·-. ·-. _., •••• ··~·- .. ' ..• ." .'· 1·,. ::' 
. ·····.::··:· ·, ,'.''·': :.-'.·.·"'·· 

Nama (20). _ 
NIP/NRP (2.l) ..... 

... ('l 9) ... 

Peiaoat Pernbuat Komitmen 

Demikian Surat Pernyataan in] dibuat dengan sebenarnya. 

Bukti-bukti penqeluaran anggamn clan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan 
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelenqkapan administrnsi dan 
pemeriksaan aparat pencawasan fungsional. 
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! No Akun Penerima Uraian Jurntah Paiak vanq Dipuncut 
I PPN PPh 

a b c d e f g 

('!2} .{'13). .. ('14) .. . . ('15) .. ("16) .. (17) ('18) 
Rp ...... ./ Rp. ----· . .! 

Yang bertandatanqan cli bawah ini atas narna Kuasa Pengguna Anggaran Saluan Kerja 
...................... {"11) rnenyatakan bahwa saya bettanggungjawab secara formal dan 

material dan kebenaran perhitunqan pemungutan pajak atas seqala pembayaran taqihan yang 
telah kami perintahkan dalarn SPM ini dengan perincian sebagai berikut : 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 
Nomor : (1) 

: (2) 
: (3) 
: (4} 
: (5) .. [, .. (6) .. I .. (7). I .. (8) .. I .. (9) .. .l . .. (10) .. 

Kode Satuan Kerja 
Nama Satuan Ker]a 
Tanggal ! No. DIPA 
Klasifikesi Anggaran 

I. 
2. 
3. 
4. 

Format SPTB untuk SPM LS 

FORMAT 7 B 
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NOMOR URAIAN ISIAN 
('1) Diisi doncan nomor urut SPTB 
(2) Diisi denpan kode Satuan Ke~a/Satker vanq bsrsanokutan 
(3) Dilsi dengan nama Satuan Ke1ja/Satker yang bersanµkutan 
(4) Diisi denuan tanqqal dan Nomor DIPA 
(5) Diisi denaan Kode Funcsi 
(6} Diisi denuan Kade Subfunqsi 
(7) Diisi dengan Kode Program 
(8) Diis! dengan Kode Keqiatan 
(9) Diisi dennan Koce Output 

(W) Diisi denqan Kode Sub Ketomnok Akun 
("1'1 ) Diist dsnuan narna Satuan Kerja/Satker vane bersanokutan 
(12) Diisi dengan nomor urut 
('[3) Diisi dennan ienis akun vane mernbebani penqeluaren 

I 
(14) Diisi dengan narna penerirna uanq/rekanan 
('15) Diisi uraian pernbayaran yang rneliputi linqkup pekerjaan yang diperjanjikan, 

tanouat nomor kontrnk/SPK. benta acara vane dioeriukan/ dipersvaratkan 
I ('l 6) Diisi denuan Nilai oada kuitansi (brute) 

('17) Diisi denuan iurnlah PPN vane dikenakan 
(18) Diis! dengan jumlah PPh yang dikenakan 
(HJ) Diisi tandatanqan Pejabat Pembuat Komitrnen (dalarn hal PPK berhalanqan 

maka ditandatanqani oleh KPA) 
(20) Diisi narna Peiabat Pembuat Komitmen 
(2'1) Dusi NIP/NRP Peiabat Pembuat Kornitrnen 

PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM LS 
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T.Tangan dan stempel (10) 
(nama jelas) 
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Setuju dibayar: 
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Tempat/tgl. (8) 

Jabatan Penerima Uang 
T.Tangan 

Untuk Pembayaran : (7) 

Rp (5) 
....................................................... (6) 

Jumlah Uang 
Terbilang 

Sud ah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker ( 4) 

KUITANSI I BUKTI PEMBAYARAN 

(9) 
(nama jelas) 

TA:(1) 
Nomor Bukti : (2) 
Akun: (3) 

KUITANSI LS 

FORMATS 
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NIP . 
• • ti 111 •• •• • llll ••••• Ill• • 11 

Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 
Satker . 

l(egiatan . 

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. 

Penawaran agar ditujukan kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja 
.................. Alamat: JI. . 

dengan melampirkan copy dokurnen-dokumen sebagai berikut: 
1. NPWP 
2. Akte Pendirian beserta Perubahannya jika ada 
3. SIUP 
4. Bukti Pembayaran Pajak Badan/Perusahaan. 

BARANG VOLUME l<ETERANGAN 
- 

·-- .. -~- 

NAMA NO. 

Dalam rangka memenuhl kebutuhan satuan kerja pada kegiatan di 
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, agar saudara mengajukan penawaran harga barang/ 
[asa seperti di bawah ini (terlampir). 

Perihal : PERMINTAAN PENAWARAN HARGA 

di- 

l<epada Yth, 
Pemimpin Badan Usaha . 

Nomor 
Lampi ran 

(Tempat dan tanggal) 

(Format Permintaan Penawaran Harga) 
[untuk Pengadaan Langsung] 

FORMAT9 
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Pemimpin Badan Usaha 

Hormat kami, 

Demikian kami sampaikan penawaran karni, atas segata perhatian dan kerjasamanya kami 
mengucapkan terima kasih. 

Terbilang : (harga sudah termasuk pajak-pajak) 

,---T 
I 

HAR GA JUMLAH 
I NO I NAMA BARANG VOLUME SATUAN Rp. KET. 
I ··--- .. Rj2. 
I 
l - ---- - 
i ·- I 
i 
i 
i 

[ _________ --·-·--··-·-·--·- -·---- -··-··--·-· -- l ____ --· - 

Dengan Hormat, 
Memenuhi permintaan penawaran harga nomor: tanggal. , bersama ini kami Nama Badan 
Usaha.................................. di mengajukan penawaran harga, untuk 
............................................................ Kementerian Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai 
berikut: 

Perlhal : Penawaran Harqa 

Kepada Yth, 
Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 
Kegiatan . 
di- 

Nomor 
Lampi ran 

(Tempat dan tangga/) 

{Format Penawaran Harga} 
[untuk Pengadaan lang~ung] 

FORMAT 10 
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Nam a 

Penyedia Barang/Jasa 

·----t- P_e_ru_s_a_h_a_a_n -+1- .. - .. ~~~~~.~~~=~ I i No I L-~-~~ 

i 3. I I I 

1-1,--------------------~--~------~---_--_- -_ -:-:-:-:-::-:-:-------,.,-::_::_:_::-::-::-::-::_: -. 1 

Sekretaris merangkap 
f--+-------·--------+-----a_n""""""qqo_t'-a __,f-·-··-··_ .. _;_".:...•·;_;_"';.:..;":..:..:"...:..:"...:..:'·_;_··:..c.. .. ;..:.;"·:..:..·_-1 

Anggota 

I 1. Ketua merangkap anggota 

Nam a 

2. 

Tanda Tanqan I Kedudukan ! No I 

Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Harga sudah terrnasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

~-~------·-· 

1. 
-----··--·--·-·-- 

- 
esifikasi Penawaran Hasil Klarifikasi dan 

Negosiasi 
- 

Sp 

Dari hasil klarifikasi dan negosiasi tersebut disepakati : 

Pada hari ini tang gal bulan tahun , bertempat di Kantor , 
Kernenterian Pekerjaan Umum, Jalan , dengan dihadiri wakil dari rekanan dan telah 
diadakan Evaluasi, klarifikasi dan negosiasi penawaran harga untuk pekerjaan 
................... pada Kegiatan . 

Klarifikasi dan Negosiasi dilaksanakan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan 

BERITA ACARA HASIL EVALUASI. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI 

PENAWARAN HARGA 

[contoh Format untuk Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsungl 

Nomor : . 

(Format BA Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan l\legosiasi) 

FORMAT 11 
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NIP . 
······························· 

Pokja ULP/Pejabat Pengadaan 

Ketua, 

Demikian usulan ini clan atas perhatiannya diucapkan terima kasih, 

Rp ( ) 

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Pengadaan . 
maka Panitia mohon persetujuan agar : 

Nama Perusahan 
Ala mat 
NPWP 
Harga Setelah Negosiasi 

l<egiatan . 
di 

Kepada Yth. 

Nomor 
Lampiran 

Usulan Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan . Perihal 

......... , ····························· 

KEMENTERIAN PE KER JAAN UMUM 

SA TUAN KERJA .. 

(format Usulan Penetapan Calon Pemenang) 
[untuk Penunjukan Langsung] 

FORMAT 12 

(Tempat dan tangga/) 
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NIP .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ... ~ 

ULP/Pejabat Pengadaan 
Kegiatan . 

Demiklan dan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. 

Untuk sefanjutnya diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Rp ( ) 

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : tanggal bu Ian tahun . 
tentang usulan penetapan calon pemenang, setelah mempelajari usulan Saudara dan berita acara 
hasil klariflkasi dan negosiasi harga pekerjaan tersebut di atas, dengan ini kami tetapkan sebagai 
pemenang adalah : 
Nama Perusahan 
Ala mat 
NPWP 
Harga Setelah Negosiasi 

Penetapan Pemenang Pel<erjaan Pengadaan . Peri ha I 

Kegiatan . 
di 

Kepada Yth. 

Nomor 
Lampi ran 

(Tempat dan tanggal) 

KEMENTERJAN PEKERJAAN UMUM 

SATUAN KERJA . 

(Format Penetapan Pemenang) 
[untuk Penunjukan Langsung] 

FORMAT 13 
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[!wma lengkapl 
~----------------------------· -------------------·--···----Ji_j_a_ba_t_.a_n~l _ 

[tanda tango dt111, cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan 
kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan 

materai Rp 6.000,- }/ 

Untuk clan atas nama Penyedia Jasa 

[nama lengkap 7 
[jabatan] 

[lam/a tangan dan cap (iika salinan asli ini untuk Penyedia Jasa 
maka rekatkan materai Rp 6.000,- )} 

Untuk dan atas nama ------ 
Pejabat Pembuat Komitmen 

1NSTRUKS1 KEPADA PENYEDiA .JAS1(: Pc~agil-;;;-;-·hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperi;;tahkan 
dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima . Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 
pelaksanaan pckerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa bcrkewajiban untuk membayar dcnda kepada 
PPK sebesar l/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender kcterlambatau. Selain tunduk kepada ketentuan 
dalam SPK ini, Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir. 

Terbilang : 

PPN lm'o ·-·---------·- ""N.,,,'l-:-L-c-A-:-1--------- 

Jumlah 

Total (Rp) Uraian Satuan Har a Satlmn (REL.__ --····--·· Subtotal (R ) 
I. k . Kuantitas Uk . l · 1 'e .erjaan airan Maten a U Jah Matena U Jah 1~--+-~~-"--~--+--~-~-+------1~~-~- 

No. 

-··---- ~~-+~----· .... ----·----------N-I_L_A_l_P_E_J_(E-,R-.T,-e\-A-N------------------·-·--·--- 

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _ L ) hari kalender/bulan/tahun 

Tahun Anggaran __ untuk mata anggaran SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA . 
kegaiatan ··--·-·-··-···········-······ 

NOMOR i)A-N-:r ANGGAL BERJT A ACARA HASlL NEGOsiS1\Sf: ljika 
pengadaan melalui Penunjukan Langsung] 

NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMlNTAAN PENAWARAN: {jika 
pengadaan melalui Penunjukan Langsung] 

1---..,,P_A_f-(E-~--;-~--;,..;~-:c~=-:R::CT':'~~..:.c\-h;c;~-,.:.:~~a:;"-,_··_··_-----~Zlcc·~_-·.:..;;_:-i-=--~=-=--=-·=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-:-[,:-cc_11_11_11_111--:-k-a-11-d-,-,a-11-:/c-,11-g-:!.,--·a1-1-i .-sc-:il,--a/71-sc-,£-u_s_YIJ __ c....,1/:----------------l 
NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PEMIL!HAN: [jika pengadaan melalui 
Pelelangan Umum/Terbatas/Pemilihan Langsung] 

NOMOR DAN TANGGAL SPK: 

--SATUAN KERJA: 

SURAT PERINTAH KERJA 
(SPK) 

(format SPK) 

FOR.MAT 14 



.. .- "··:··,-·· .--,1'·'.' 
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1 J. LARANGAN PEMHERIAN KOMISI 
Pcnyedia Jasa menjamin hahwa tidak satu pun pcrsonil proyck/satuan kccja PPK tclah atau akan mencrima komisi atau kcuntungan tidak 
sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penycdia Jasa mcnyetujui bahwa pclanggarnn syarat ini merupakan 
pclanggarnn yang mcndasar terhadap SPK ini. 

JO. PENGALIHAN DAN/A TAU SUHKONTRAK 
Penycdia Jasa dilarnng untuk mengalihkan dan/atau mcnsubkontrakkan scbagian atau scluruh pekcrjaan. Pcngalihan scluruh pckcrjaan 
hanya diperbolehkan dalam hat pergantian nama Pcnyedia Jasa, baik sebagai akibat pcleburan (merger) atau akibat lainnya. 

9. Ai\lANDEMEN 
SPK ini tidak dapat diubah kccuali dibuat sccarn tcrtulis scrta bcrlakujika disclujui olch PPK dan Pcnyedia Jasa. 

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
PPK dan Pcnycdia J,L~a bcrkcwajiban untuk bcrupaya sungguh-sungguh 111enyclesaika11 sccara damai scmua pcrsclisihan yang timbul dnri 
aiau berhubungan dengan SPK ini atau intcrpretasinya sclama atau sctelah pclaksanaan pckc1jaan. Jika pcrsclisihan tidak dapat 
disclcsaikan sccara nrnsyawarah maka persclisihan akan disclesaikan mclalui pcngadilan negeri dalam wilayah hukum Republik 
Indonesia. 

7. IHJl(lJM YANG BERLAKU 
Kcabsahan, interpretasi. clan pclaksmrnm1 SPK ini didasarkan kcpada lmkum Republik Indonesia. 

6. PERPA.IAI<AN 
Pcnycdia Jasa bcrkcwajiban untuk mcmbayar semua JHtiak, bca, retribusi, dan pungutan lain yang dibcbankan olch hukum yang bcrlaku 
atas pclaksanam1 SPK. Scmua pcngeluaran pcrpajakan ini dianggap telah tcrmasuk dalam nilai SPK. 

5. PENANGGUNGAN 
Penyedia Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK besena instansinya terhadap scmua 
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukurn, proses pemeriksaan hukum, dan 
biaya yang dikenakan terhadap PPK bescrta instansinya (kccuali kerugian yang mcndasari tuntutan tersebut discbabkan kcsalahan alau 
kclalaian ben1t PPK) sehubungan dcngan kl:1im atas kchilangan atau kcrusakan peralatan dan harla bcnda Penycdia Jasa, dan/atau cidera 
tubuh, sakit atau kcmatian personil Pcnycdia Jasa, dan/atau kchilangan atau kcrusakan harta bcnda, scrta cidcra tubuh, sakit atau kcmatian 
pihak kctiga yang timbul dari pelaksanaan SPK. terlcpas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tcrscbut te~jadi. 

Jika SPK diputuskan sehelurn waktu pelaksanaan pekerjaan bcrakhir dan pemutusan terscbut akihat Kcadaan Kahar atau bukan karcna 
kesalah an aiau kclal aian Penyed i a Jasa maka Penyedia Jasa berhak alas pcm bayaran pekerj aan secara pro rat a scs uai dengan prestasi 
pekerjaan yang dapat diterima olch PPK. 

4. PEMliTUSAN 
Mcnyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat mcmutuskan SPK ini dengan pcmberitahuan 
tertulis kepada Penyedia Jasa, 

3. CACA T Ml!Tll 
PPK akan memeriksa sctiap hasil pckerjaan Penycdia Jasa dun memberitahukan secara tertulis Penyedia Jasa atas setiap cacat mutu yang 
diternukan. PPK dapat memcrintahkan Penyedia Jasa untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta mcnguji pekerjaan yang 
dianggap oleh PPK mcngandung cacat mutu. Penycdia Jasa bcrtanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setclah serah 
terima hasil pekerjaan. 

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan nleh PPK tetap pada PPK, dan scmua peralatan terscbut harus 
dikembalikan kepnda PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi olch Penyedia Jasa. Sernua pcralatan tersebut harus 
dikcmbalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Pcnyedia Jasa dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang 
wajar. 

2. HAK KEPEMILIKAN 
PPK berhak atas kcpcmilikan scmua barang/bahan yang tcrkait langsung atau discdiakan sehuhungan dengan jasa yang diberikan olch 
Pcnycdla Jasa kcpada PPK. Jika dirninta oleh PPK maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk rnembantu secara optimal pengalihan hak 
kepemilikan tersebut kcpada PPK sesuai dengan hokum yang berlaku. 

I. PENYEDIA .JASA MANDIRI 
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciprakan hubungan hukum antara Pejabat l'embuat Komitrncn (PPK) dan Penycdia Jasa sepcni 
hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia Jasa berianggung jawab penuh terhadap personilnya. 

ST ANDAR KETENTUAN DAN SY ARAT UMUM 
SURAT PERINT AH KERJA {SPK) 
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!nr111111 Jenglaip/ 
/j"t1b,1 tan] 
NIP: . 

[!w1m1 JengktlJ2 lfl1k1l sr1h b:1da11 usalwl 
[isbstan! 

Itanda t:mgan} 
[isnds tangsn] 

Untuk dan atas nama . 

Untuk dan atas nama .. 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Menerima dan menyetujui: 

.................... , 20 .. 

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaau/penyelesaian pekerjaan Penyedia 
akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar I /1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak 
atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum 
Kontrak . 

4. Waktu penyelesaian: selama ( ) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan 
harus sudah selesai pada tanggal .. 

3. Syarat-syarat_r-ekeriaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 

2. Tanggal mulai kerja: ; 

1. Macam gekerjaan: ; 

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan mernperhatikan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 

berdasarkan Surat Perjanjian nomor tanggal , bersarna nu 
mernerintahkan: 
........................................ [nama Penyedia J 
........................................ [alamnt Pcnyedia] 
yang dalam hal ini diwakili oleh: selanjutnya disebut sebagai Fenyedia; 

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
........................................ [nama Pejsbat Pembuat Komiimen] 
........................................ (iabatan Pe)r;bat Pembust Komiimenl 
........................................ [ulsma! satusn ke1j:1 Pefabs: Pembunt Komltmcn] 

Nomor: . 
Paket Fekerjaan: . 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 

KEMENTERIAN PE KER JAAN UMUM 

SA TUAN f<ERJA . 

FORMAT 15 

(Format SPMK) 
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*) coret yang tidak perlu/sesuai dengan jenis pekerjaan. 

................................. 0 0 0 0 0 0 • I O • 0 0 I • I O # - j - I * 0. 0 4 * 0 0. 0 0. * 

2 . 

dst 

1. . PT/CV/ . 

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

Demikian Serita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat 
clipergunakan sebagaimana mestinya. 

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di 
bawah ini Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang diangkat berdasarkan : 

Surat Keputusan Nomor: Tgl. . 

Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : . .. . tanggal .. 

Telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan tersebut dengan hasil sebagai berikut : 

1. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan .. . . .. ... ... . . .. . .. . .. . . .. . . . .. ... telah mencapai prestasi diterimanya 
Laporan Pendahuluan, Laporan Antara/Laporan Akhir/MC (*), sesuai dengan ketentuan dalam 
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut di atas serta telah memenuhi syarat yang 
ditetapkan. 

2. Bahwa darl hasil pemeriksaan tersebut di atas Nama Badan Usaha. . telah 
mencapai prestasi % dan berhak mendapatkan pembayaran tahap sesuai Bab V 
pada Syarat Khusus dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). 
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BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN 

NOMOR : 

(Format BA Pemeriksaan Pekerjaan) 

FORMAT 16 
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NIP. 
~ 0 ••••II• 0 • 0 I IO O O O O O O I O O O O I I I I IO I~• 0 

Direktur 
................................... 

PIHAK KESATU 
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

PIHAK KEDUA 
Nama Badan Usaha .. 

Pasal 3 
Dengan adanya Serah Terima ini maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut beralih 
dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU. 

Pasal 2 
Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berupa : 
1. 
2. 
3. 

Pasal 1 
PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan menerima dari 
PIHAK KEDUA atas hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sbb. : 
1. Pekerjaan 
2. Lokasi 
3. Instansi/Unit Kerja 
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Kedua belah pihak berdasarkan : 
1. Surat Per1ntah Kerja Nomor Tgl. Tahun . 
2. Surat Perjanjian No Tgl. Tahun .. 
3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor Tanggal Tahun dengan ini 

menyatakan mengadakan serah terlrna pekerjaan , dengan ketentuan sbb.: 

Alamat Kantor 
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

Yang didirikan berdasarkan Akte Notaris/Keputusan No Tgl. . 

II. Nama 
Jabatan 

Alamat Kantor 
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 

berdasarkan SK No Tgl. .. 

I. Nama 
Jabatan 

Pada hari ini, Tanggal Tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini 

BERITA ACARA 
SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN 

NOMOR : . 

(Format BA Serah Terima Barang/Pekeriaan) 

FORMAT 17 
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Direktur. 

Hormat kami, 

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. 

Permohonan pembayaran sebesar % dari nilai kontrak atau % x Rp ,- = Rp . 
( rupiah) dan mohon ditransfer pada rekening kami.: 

Nama Sadan Usaha . 

Bank . 

No .. 

Dengan hormat, 

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No................... tanggal. , mohon 
direalisasikan angsuran ke..... pekerjaan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan 
Undang-Undang Keuangan sesuai dengan kontrak diatas. 

Kepada Yth. 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Kegiatan . 

Satuan Kerja . 

di 

Permohonan Pembayaran 

Nomor 

Lampi ran 

Hal 

(Tempat den tanggal) 

FORMAT 18 
(Format Permohonan Pembayaran) 
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Rp . 
Rp . 
Rp ( +) 

Rekapitulasi Pembayaran Kontrak : 
a. Nilai Kontrak 
b, Pembayaran s/d BAP yang lalu 
c. Pembayaran BAP ini 

: +/-+- 
5. Jumlah Pembayaran phisik BAP ini : 

PPN 10% dari (5) 
Jumlah Pembayaran BAP ini (termasuk PPN) 

iii Jumlah Potongan-potongan 

Rp . 
Rp .. 
--------------------------- +!-+- 

Rp . 
Rp -/- 
Rp . 

Perhitungan Pembayaran: 
1. Nilai Pekerjaan phisik s/d BAP ini 
2. Nilai Pekerjaan phisik s/d BAP yang lalu 
3. Jumlah Pembayaran phisik BAP ini 
4. Potongan-potongan 

Uang Jaminan 
ii Pengembalian Uang Muka 

PIHAI( l<ESATU dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut : 

maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Angsuran ke- ...... sebesar ..... dari 

B. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak BAB ........ , 

: No tgl. . 
: No tgl. . 

1. Surat perjanjian/SPK/Kontrak 
2. Serita Acara Prestasi Pekerjaan 

A. Berdasarkan 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

Bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha... .. yang didirikan 
berdasarkan Akte Notaris/Keputusan No Tgl.. .. 

II. Nama 
Jabatan 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 
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I. Nama 
Jabatan 
berdasarkan SK No Tgl... . 
Alamat Kantor 

Pada hari ini Tanggal Tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini 

BERITA ACARA PEMBAYARAN 
NOMOR: 

FORMAT 19 
(Format BA Pembayaran) 
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NIP .. Direl<tur 

................................... 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Kegiatan . 

Nama Badan Usaha .. 

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

C. Pihak Kedua sepakat atas jurnlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan kepada Bank 
.......... No. Rekening NPWP .. 

Rp (-) 
Rp . 

d. Pembayaran s/d SAP ini 
e. Sisa kontrak s/d SAP ini 
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b!.filill! 
Jabatan 

') Coretyang tidak perlu 

% Rp Rp . 

............ % Rp Rp 

------·····:· % Rp _. Rp 

,__ __ .. _ .. _%~-~~-------1-R-~p_. ----1 

JUMLAH Rp. 

PPn BM TARIF --- DPP -~- 

PPN 1 0% x Dasar Pengenaan Pajal< 

Dasar Pengenaan Paiak 

Dil<urangi uang Muka yang tel all dilerima 

Dikurang1 potonuan harga 

Harga JuallPenggant1anlUang MukafTennljn ') 

Harga JuatlPenggantianlUang Mul<afTerrniin 
--<Rril Nama Ba rang Kena Pajaf-JJasa l<ena Pa1ak No. 

Urut 

Alamat 

Nam a 

Tanggal Pengukullan PKP - 

N.P\111.P 

PENGus:A.HA l<ENA P.AJAK 

Nam a 

----·--------------------------------'----! l<ode dan Nomor Seri Faklur PaJak. 

FAKTUR PAJAK STANDAR l.ernbar ke- 1 : Untuk Pembeli Baranq Kena Pajak atau Penerima Jasa 
Kena Pajak sebagai bukti Pajak lvlasukan 

FORMAT-20 
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Dirn sesnoi buku p,tw!fuk pangisian 

Ruang V alidosi Kantor Penerima Pembeyerun 

Wojib Pojok/Penyetor 
··:,·· tgL, ... ,,,., ...... 
Cap dan tanda tangan 

Diterima oleh Kantor Peuerima Pembayaran 
Tanggo.l .... 

C •p dau tanda tengan 

Rp 
. ''' - . 

Terbilang 

NomaJelos: 

Jumlah Pernbayaran 
D,.'i:u' d,mg?n "l"IJ/n'.ah pcnuh, 

rr.i t. Nemer Keterapan 

De~ Nep Oki Sep Pel, I Mar r Ap_1_·~-J\,-Je_i~-J-un _ _,__J_u1 _ _._Ags Jan 

Tahnn 

l 
Uraian Pcmlrnyaran Kode Jenis Seto= MAP!Kode Jonis Pajak 

. . 
•••••••••••••,••••••••••••,• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••• 00 •••> ••••••••••<H••••••••••••••'••••••••••• 

NAJ'..IAWP 
AI.AMAT 

: Diioi sesuai danga» Nomor Poicok Wajib Pajak yang d1i>1ili!::i 
LLJ - L_J_J_J . ~I ~I - LJ - ~I .__.__,J - I I NP\VP 

·DIPARl'lll\lEN KEUANCAN R.T • 
. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

LE'1{8AR STJRATSETORANPAJAI( 

(SSP) 

F.ORMAT-21 [ 
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[Nsma dsn Iabstsn] 

Untuk keyakinan, 
pcmcsans Garnnsi Bank 
disaranka n untuk 
mengkonfirmasi Garansi ini 
kc .lbank] 

(Btmk/ 
Materai Rp.6000,00 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
I. Garansi Bank berlaku selama ( dalam hurut. ) hari kalender, dari tanggal 

.................. s.d .. 
2. Tuntutan pencairan atau klairn dapat diajukan secant tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan 

Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima jaminan paling lam bat 14 (em pat belas) hari kalender 
setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercanturn dalam butir 1. 

3. Penjamin akan mernbayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam 
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan 
dari Penerima jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima 
Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar. 

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat 
sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 
G. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak rnernilih 

domisili hukum yang umum clan tetap di Kan tot' Pengadilan Negeri . 

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar. 

YANG DIJAMIN selanjutnya disebut: 

jaminan sebagai 
sejurnlah uang Rp .. 
(terbilang ) 
Sanggahan Banding dalam bentuk garansi bank, apabila: 

Nama : [peserta pelelangan} 
Alamat . 

PENERIMA JAMINAN selanjutnya disebut: 

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: 
Narna : f Fo!q'.1 {JLPJ 
Alarnat . 

PENJAMIN untuk selanjutnya disebut: 

Yang bertanda tangan dibawah 1111: •.••••••••••••••••••.•.•••.••••••••.•.•.•• dalam jabatan selaku 
................................. dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama . 
[nama bank/ berkedudukan di [alsmat] 

GARANSI BANK 
sebagai 

JAMINAN SANGGAHAN BANDING 
No . 

Iaminan Sanggahan Banding dari Bank 

. [Kop Bank Pcncrbitfaminen] 

FORMAT22 
BENTUK SURAT-SURAT JAM/NAN 
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(Nt1111:-1 dan fnbstan] 

(R111kJ 
Materai Rp.6000,00 

Untuk keyakinan, 
pemcs;a11g Caransi Bank 
disarankan untuk 
mengkonfirmasi Caransi 
ini kc {hwk/ 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan 
Wanprestasi dari Penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal 
jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 

3. Penjamin akan mernbayar kepada Penerima jarninan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam 
waktu paling lam bat 14 (em pat be las) hari kerja tan pa syara t setelah menerima tun tu tan pencairan 
dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai 
pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/Ialai/tidak memenuhi kewajibannya. 

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat 
sebagai jarninan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 
G. Segala ha! yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak mernilih 

dornisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri .. 

hari kalender, dari tanggal 
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan k:etentuan sebagai berikut: 
1. Garansi Bank berlaku selama (. dalarn hurut.: ) 

.................................. s.d . 

ternyata sarnpai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu 
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Fenerima Jaminan 
berupa: 
a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai 

dengan ketentuan dalarn Kontrak; 
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin, 
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijarnin. 

YANG DIJAMIN selanjutnya disebut: 

sejumlah uang Rp . 
(terbilang dslam hurut. ) sebagai jaminan 
Pclaksanaan dalam bentuk garansi bank, apabila: 

Nama : [name penyedia] 
Alamat . 

PENERIMA JAMINAN selanjutnya disebut: 

dengan ini menyatakan akan mernbayar kepada: 
Na111a : [nama PPKJ 
Alamat . 

PENJAMIN untuk selanjutnya disebut: 

Yang bertanda tangan dibawah n11: dalam jabatan selaku 
..................................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama . 
[nnms bank] berkedudukan di [alamat] 

[Kop Bank Pcncrbit ], .. sminan] 

GARANSI BANK 
sebagai 

JAMINAN PELAKSANAAN 
No . 

Jaminan Pelaksanaan dari Bank 
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Untuk keyakinan, 
pcmcgangJamimn 
disaraukan untuk 
mengkonffrmasi Jami nan 
ini kc ...... ffr1w1Nt 

Materai Rp.6000,00 

PE NJ AMIN TERJAMIN 

Dikeluarkan di .. 
pada tang_<?,al . 

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat­ 
larnbatnya dalarn waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini. 

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAlvHN 
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan 
dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata, 

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jarninan tersebut di atas 
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan 
pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMJNAN 
mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai 
dengan ketentuan dalam Kontrak; 

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. 

4. Jaminan ini berlaku apabila: 

3. Surat Jaminan ini berlaku selarna ( dalsm hum!'. ) hari kalender dan efektif mulai 
dari tanggal sarnpai dengan tanggal . 

Maka kami, TERJAMIN clan PENJAlv\IN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pernbayaran 
jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJA1\t1IN tidak mernenuhi kewajiban dalam 
melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang 
Barang/jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMIN AN No tanggal 

') 

112 

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [nama], [alamat] 
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [namn penerbit jsminan], 
................................... [slsmst] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung 
jawab dan dengan tegas terikat pada [nsma f'PK}, 
[slamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 
................................... (terbilang ) 

L 

Nilai: . Nomor jaminan: . 

JAMINAN PELAKSANAAN 

(Kap PenerbitIsuninsn] 

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan 



., • ,, ._, •.. ·'·"'·>"~, ,. '" ·. :· · .• .. , · .. 

[Numa d,m.f11batm1] 

Materai Rp.6000,00 

[Bunk] llnluk keyakinan, 
pcnic~~an,g Garan$i Bank 
disamnkan untuk 
mengkontinuasi G11m11si 
ini kc .{ltmk} 
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Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Garansi Bank berlaku selama (. dalam hurui., ) hari kalender, dari tanggal 

............. s.d . 
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan 

Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal 
jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan terse but di atas a tau sisa 
Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja tan pa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima jaminan berdasar Surat 
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin 
cidera janji/Ialai/tidak memenuhi kewajibannya, 

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat 
sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan a tau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 
6. Segala ha! yang rnungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih 

domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri . 

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu 
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak mernenuhi kewajibannya kepada Penerima Jarninan 
berupa: 
Yang Dijamin tidak mernenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah 
diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 

YANG DIJAMIN selanjutnya disebut: 

sejumlah uang Rp . 
(terbilang . . ) sebagai jaminan 
Uang Muka dalam bentuk garansi bank, apabila: 

Nama : [nama penyedia] 
Alamat . 

PENERIMA JAMIN AN selanjutnya disebut: 

dcngan ini menyatakan akan membayar kepada: 
Nama : [nsma PPK] 
Alamat .. 

PE NJ AMIN untuk selanjutnya disebut: 

Yang bertanda tangan dibawah iru: dalaru jabatan 
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
........................................ [nams bank] berkedudukan di [alsmat] 

GARANSI BANK 
sebagai 

JAMINAN UANG MUKA 
No . 

!Kop Bank Penerbitfnminan] 

Jaminan Uang Muka dari Bank 



Untuk kcvakinau, p,..~wr.z.nn,g 
1a111inan dls..1r£1Hknn untuk 

·inc:-u:~konfil·ma~ii Jami nan lni 
ke .•••.•..• /lb1~J'bit/11minm1J 

Materai Rp.6000,00 

PENJAMIN TERJAMIN 
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Dikeluarkan di .. 
pada tanggal . 

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini hams sudah diajukan selambat­ 
lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini, 

G. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN 
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAl\.1IN lebih dahulu disita clan 
dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata, 

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau 
sisa Uang Muka yang belum dikernbalikan TERJAMIN dalam waktu paling Iambat 14 (empat helas) 
hari kerja tan pa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAM:INAN 
berdasar Keputusan PENERIMAJAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 

4. Jaminan ini berlaku apabila: 
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kernbali kepada PENERIMA 
JAMINAN senilai Dang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. 

3. Surat jaminan ini berlaku selama ( dalsm hurut; ) hari kalender clan efektif 
mulai dari tanggal sampai dcngan tanggal . 

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAl\1IN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pernbayaran 
jurnlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam 
rnelaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya alas dasar Surat Penunjukan Pemenang 
Barang/jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No tanggal 

l. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namu], [alamst] 
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, clan [nama penerbit 
jaminsn], [alamst] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMJN, 
bertanggung jawab dan dengan regas terikat pada [name PPKJ, 
........................................ [slarnat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN 
atas uang sejumlah Rp . 
(terbilang ) 

Nilai: . Nomor jaminan: . 

JAMINAN DANG MUKA 

( Kop Pe11t~i1J"li)m1im111J 

jaminan Dang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan 
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[Nama dun ,/llbutfJJz/ 

Materai Rp.6000,00 

/Blmk/ 
Untuk keyakiuan, 
pcme,gan,'?, Garansi Bank 
disarnnkan unruk 
meugkonfirtnasi G:1mm) 
iui kc ....... /hwk/ 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
I. Garansi Bank berlaku selama .. ( dalam hurut, ..... ) hari kalender, dari tanggal 

........................................ s.d . 
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pemyataan 

Wanprestasi dari Penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal 
jatuh tempo Caransi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 

3. Penjamin akan mernbayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam 
waktu paling lambat 14 (ernpat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan 
dari Penerima jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima jaminan mengenai 
pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/Ialai/tidak mernenuhi kewajibannya, 

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk memmtut supaya benda-benda yang diikat 
sebagai jaminan Jebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijarnin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 
6. Segala ha! yang mungkin timbul sebagai akibat dari Caransi Bank ini, masing-rnasing pihak memilih 

domisili hukum yang um um dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri .. 

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak rnelebihi tanggal batas waktu 
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima jaminan 
berupa: 
Vans Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan perneliharaan sebagaimana ditentukan dalam 
Dokumen Kontrak, 

YANG DIJAMIN selanjutnya disebut: 

Alamat 

jaminan sebagai 
sejumlah uang Rp . 
(terbilang ) 
Pemeliharaan dalam bentuk garansi bank, apabila: 

Nam a : [nama penyedia] 

PENERIMA JAMIN AN selanjutnya disebut: 

dengan ini rnenyatakan akan membayar kepada: 
Narna : [name PPKJ 
Alamat . 

PENJAMIN untuk selanjutnya disebut: 

Yang bertanda tangan dibawah iru: dalam jabatan 
selaku dalam hal 1111 bertindak untuk dan atas narna 
........................................ [m111111 bank] berkedudukan di [alamnt] 

GARANSI BANK 
sebagai 

JAMINAN PEMELIHARAAN 
No . 

Jaminan Pemeliharaan dari Bank 
·----,----,,--------------·--- 

{Kap Bank Pcnerbitfnminsn] 
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Materai Rp.6000,00 

PE NJ AMIN TERJAMIN 

Dikeluarkan di .. 
pad a tanggal . 

Untuk kcyakinan, peme3.at1g 
lnminan disarankan untuk 
'met1$kon!J1111.1si .J:iminan ini 
k.e ..• , •. Jn.~1k•rbi/J;1m1Ju11J 

3. Surat jaminan ini berlaku selama (. dalam hurut. ) hari kalender dan efektif 
mulai dari tanggal sampai dengan tanggal . 

4. jaminan ini berlaku apabila: 
TERJAMIN tidak rnemenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam 
Dokumen Kontrak. 

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAA1INAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas 
dalam waktu paling lambat 14 (ernpat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan 
pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN 
mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 

G. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kernbali bahwa PENJAMIN 
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan 
dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata, 

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat­ 
larnbatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) had kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini. 

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: Insmal, [alamat] 
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMlN, dan [nama penerbit 
jsminanl, [slamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, 
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [nama PPKJ, 
........................................ Ialamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN 
atas uang sejumlah Rp (terbilang 
........................................ ) 

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran 
jurnlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam 
melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang 
Barang/jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No tanggal 

Nilai: . Nomor Jaminan: . 

JAMINAN PEMELIHARAAN 

[Kop Penerbit fsuninan] 

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan 



(Nama Jelas) 

(21) 

Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan 
dengan perubahannya. 

Tempat, tanggal (20) . 
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 

Pejabat Pembuat 
Komitmen 
(Tanda Tangan) 

Catatan: 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

( 11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17} 

(18) 

(19) 

Nomor dan tanggal DJPA 

2 Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Akun 

3 Nomor Loan dan Nomor Register 

4 Kategori 

5 Nomor dan Tanggal Kontrak 

6 Nomor dan Tanggal Addendum 

7 Nama Kontraktor/perusahaan 

8 Alamat Kontraktor 

9 Prosentase Loan 

10 Nilai Kontrak 

11 Porsi pembayaran Loan 

12 Parsi pembayaran GOI 

13 Uraian dan volume Pekerjaan 

14 Sistem Pembayaran 

15 Cara Pembayaran 

16 Jangka Waktu Pelaksanaan 

17 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 

18 Jangka Waktu Pemeliharaan 

'19 Ketentuan Sanksi 

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PHLN 

RINGKASAN KONTRAK 

FORMAT23 
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(14) 
(Nama Jelas) 

Tempat, tanggal (13) 
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 

Pejabat Pembuat Komitmen 
(Tanda Tangan} 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 
(10) 

( 11) 

(12) 

Apabita terjadi addendum kontrak data kontrak 
agar disesuaikan dengan perubahannya. 

Catatan: 

Nemer dan tanggal DIPA 

2 Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Akun 

3 Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak 

4 Nama Kontraktor/perusahaan 

5 Alamat Kontraktor 

6 Nilai SPK/Kontrak 

7 Uraian dan volume Pekerjaan 

8 Cara Pembayaran 

9 Jangka Waktu Pelaksanaan 

10 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 

11 Jangka Waktu Pemeliharaan 

12 Ketentuan Sanksi 

RINGKASAN KONTRAK 
Untuk f<egiatan yang dananya berasal dari Rupiah 
Murni 

FORMAT24 
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Disamping itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Satker juga harus 
menyusun clan menyampaikan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah 
ikhtisar yang rnenjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja 
yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan 
APBN. 

Beberapa definisi yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut: 
Ii) Laporan Keuangan adalah bentuk pertangungjawaban pengelolaan 

keuangan negara selama satu periode. 
,. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menggambarkan 

realisasi pendapatan, belanja dan pembiayan selama suatu periode. 
• N era ca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan 

Pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. 
<» Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) aclalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari Laporari Keuangan yang menyajikan informasi tentang 
penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang 
memadai. 
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I. Umum 
Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pernerintah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri 
Keuangan nomor 171/PMI<.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Pusat dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, setiap 
Satker baik di pusat maupun di daerah wajib menyampaikan Laporan 
Keuangan dan Laporan Kinerja. 
Penyusunan Laporan Keuangan harus mengacu pada Sistem Akuntansi 
Instansi (SAi) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem 
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). 
Laporan Keuangan yang disusun oleh satker termasuk Satker, setidak­ 
tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

Berdasarkan Undang-uridang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan/ surat edaran yang 
diterbitkan di lingkungan Kementerian, setiap Kasatker selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran/Barang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan 
laporan-laporan sebagai berikut: 

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

LAMPIRAN 6.: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 
NOMOR : 14/PRT/M/2011 
TANGGAL : 14 November 2011 
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Rincian mengenai periode pelaporan, isi laporan serta waktu pelaporan 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Pada waktu-waktu tertentu, penyampaian laporannya dilengkapi dengan 
Arsip Data Komputer (ADK) dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). 

Laporan Keuangan SAI terdi:ri atas: 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
b. Neraca 
c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
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Keuangan rnenyusun Laporan Gabungan 
selanjutnya akan disampaikan ke Menteri 

Biro 
yang 

j. UAPA up. 
Kernenterian, 
Keuangan. 

e. UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat 
J enderal Perbendaharaan. 

f. UAPPA-W menyusun laporan gabungan sesuai sub bidang terkait dan 
menyampaikannya kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 
Anggaran Eselon I terkait (UAPPA-El). 

g. Pejabat Eselon I menyarnpaikan Laporan Keuangan kepada Menteri, 

h. UAPPA-El menyusun laporan gabungan Unit Kerja Eselon I untuk 
disampaikan kepada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA}. 

1. UAPP-El melakukan pencocokan Laporan Keuangan dengan Laporan 
BMN. 

1. Laporan Keuangan SA.I 
Pelaporan Keuangan SAI dilakukan secara berjenjang dengan tahapan 
sebagai berikut: 
a. Satker membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 

(UAKPA). 
b. UAKPA memproses Dokumen Sumber untuk menghasilkan laporan 

keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta melakukan rekonsiliasi 
dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap 
bulan, 

c. UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan kepada Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan tembusan 
disampaikan ke Pejabat Eselon I terkait. UAPPA-W ditetapkan oleh 
Pejabat Eselon I terkait dengan mengacu pada peraturan Menteri 
Keuangan. 

d. UAKPA melakukan pencocokan Laporan Keuangan dengan Laporan 
BMN. 

A. Laporan Keu.angan. dan Laporan Barang Milik Negara 



2. Laporan Barang Milik Negara SAI 
Pelaporan Barang Milik Negara SAI dilakukan secara berjenjang dengan 
tahapan sebagai berikut: 
a. Satker membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). 
b. UAKPB melaksanak:an proses akuntansi atas Dok:umen Sumber 

dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan 
Laporan rnanajerial lainnya terrnasuk yang dananya bersumber dari 
anggaran pembiayaan dan perhitungan. 

(1) LRA yang disampaikan adalah LRA Belanja Format DIPA, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan 
dan Hibah dan 
LRA Penclapatan dan Hibah yang disampaikan pada saat rekonsiliasi 

(2) LRA yang disampaikan meliputi LRA Utama, LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan 
clan LRA Pengembalian Pendapatan 

(3) BAR hasi Rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan 
(4) Neraca yang disampaikan adalah neraca bulan Maret, Juni, September clan Desember 

Jadwal Penyampaian La~ora:n Keuanga:n SAI 
,---;;:-- 

Periode Penglrim 
I 

Isi Laporan Tujuan I Waktu I · No I I 
11 Pezlanoran I I Penvamnaian 

Bulanan UAKPA a. LRAlJ I KPPN I Tgl 7 bulan berikut 
b. Neraca, Dilengkapi i (sekaligus I 

I Arsip Data Komputer I rekonsiliasi) 
I (ADK) 

! UAKPA a. LRA 21 I a. UAPPA-W Tgl 12 bulan berikut 
b. Neraca i dan 
Dilengkapi ADK dan I b. UAPA-El 
Berita Acara Rekonsiliasi I 
(BAR) 

UAPPA-W ADK Kanwil Ditjen. Tgl 1 7 bulan berikut 
Perbendaharaan 

I (DJ Pb) 
UAPPA-W a. LRA 2J UAPPA-El I Tgl 20 bulan berikut 

b. Neraca, dilengkapi I ADK 
UAPPA-El a. LRA 2J UAPA Tgl 25 bulan berikut 

b. Neraca, Dilengkapi 
ADK ------·· 

2 Triwulanan UAKPA BAR 3J KPPN 7 April (Triwulan I) 

- 7 Okt (Triwulan III) 
UAKPA LRA 2! UAPPA-W 7 April (Triwulan I) 

7 Okt (Triwulan Ill) 

bPA 
LRA 21 UAPPA-El 12 April (Triwulan I) 

12 Okt (Triwulan Ill) 
I UAPPA-W a. LRA2J Kanwil DJPb 17 April (Triwulan I) 
I b. Neraca4J (sekaligus 17 Okt (Triwulan III) I 
I rekonsiliasi] 
I ·----·- -· 
i UAPPA-W a. LRA2J , dilengkapi BAR UAPPA-El 20 April (Triwulan I) 
I 20 Okt (Triwulan III) 
I UAPPA-El a. LRA 21 UAPA 27 April (Triwulan I) 
I 
I 29 Okt (Triwulan III) I 

3 Semesteran UAKPA a. LRA 21 a. UAPPA-W 10 Juli (Semesteran) 
I Tahunan b. Neraca dan 20 .Jan. (Tahunan) 

c. CaLK b. UAPA-El 
UAPPA-W a. LRA 2J I UAPPA-El 
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Juli (Semesteranj 
b. Neraca I 
c. CaLK 

I UAPA 

29 Jan. (Tahunan) 
-·-·-K--·~·,•••••-- --------·----~---- 

UAPPA-El a. LRA 21 20 Juli (Semesteran) 
b. Neraca I 27 Feb. (Tahunan) 
c. CaLK I 

121 
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a wa enyamparan aporan Ff Perfode Pengirim Isi Laporan Tujuan Waktu 
I P~rlaporan Penyampaian 
I Bulanan UAKPB Arsip Data Komputer UAKPA Tgl 5 bulan berikut 

12 ~ Semesteran 

(ADK) 

UAKPB Catatan Ringkas BMN UAKPA 
-~ I UAPPB-W i UAKPB a. Laporan Barang 5 Juli (Smester I) l 

I i b. CatatanRingkas BMN I 10 Jan. (Smester fl) ; 

I lc.ADK I 
I UAKPB a. Laporan Barang UAPPB-El 5 Juli (Smester I) I b. CatatanRingkas BMN 10 Jan. (Smester II) I I 

c. ADK 
I 

UAPPB-W a. Laporan Barang UAPPB-El 14 Juli (Smester I) 
b. CatatanRingkas BMN 28 Jan. (Smester II) 
c.ADK 

I 
Tahunan UAKPB Cata.tan Ringkas BMN UAKPA 

. r--- ... - 
3 

I -·-·---··---· 
1 UAPPB-W UAKPB a. Laporan Barang 15 Januari tahun 

b. CatatanRingkas BMN I berikut 
I c. LKB I 

UAPPB -W a. Laporan Barang UAPPB-El 25 Januari tahun 
I b. CatatanRingkas BMN berikut 

I c. urn 
I I UAPPB-El I a. Laporan Barang I UAPPB 2 Februari tahun ! 
I b. CatatanRingkas BMN berikut L_~ _______ L 1c. LKB I 

BMN SAI L J d l p 

Laporan BMN SAI terdiri atas : 
a. Laporan Barang 
b. Catatan ringkas BMN 
c. Laporan Kondisi Barang 
Serta Arsip Data Komputer (ADK) 
Rincian mengenai periode pelaporan, isi laporan serta waktu pelaporan 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

h. UAPPB-El menyusun laporan gabungan Unit Kerja Eselon I untuk 
disampaikan kepacla Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB). 

1. UAPPB-El melakukan pencocokan Laporan BMN dengan Laporan 
Keuangan 

J. UAPB tingkat Kementerian up. Biro Perlengkapan clan Umum 
menyusun Laporan BMN Kementerian, yang selanjutnya akan 
disampaikan kepada Menteri Keuangan. 

c. UAKPB menyampaikan Laporan BMN kepada UAKPA. 

d. UAKPB menyampaikan Laporan BMN kepada Unit Akuntansi 
Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dengan ternbusan 
disampaikan kepada Pejabat Eselon I terkait. 

e. UAKPB melakukan pencocokan Laporan BMN dengan Laporan 
Keuangan. 

f. UAPPB-W menyusun laporan gabungan sesuai sub bidang terkait 
dan menyampaikannya kepada Pejabat Eselon I. 

g. Pejabat Eselon I menyampaikan Laporan Barang Milik Negara kepada 
Menteri. 
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B. Laporan Kinerja Instansi Pemermtah 
Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun Laporan 
Kinerja clan menyampaikannya kepada Menteri. Unit Kerja Eselon I 
menyiapkan Laporan Keuangan clan Kinerja Gabungan berdasarkan 
laporan yang diterima dari Satker dan selanjutnya menyampaikannya 
kepada Menteri serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. 
Laporan Kinerja berisi ringkasan ten tang keluaran ( outputs) dari masing­ 
masing kegiatan dan hasil ( outcomes) yang dicapai dari masing-rnasing 
program sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. 
Tata cara, mekanisme dan format-format pelaporan yang digunakan dalam 
Pelaporan Kinerja untuk Satker sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

---i> 

- - - _..,. 

Keterangan : 
---> UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK kc UAPPA Wilayah urituk t:ujuan 

Penggabungan. 
UAKPB menyarnpaikan Laporan Barang beserta ADK ke UAPPB Wilayah untuk tujuan 
Penggabungan. 

>- UAPPA Wilayah menyampaikan Laporan Kcuangan gabungan beserta ADK menyampaikan ke 
UAPPA-E-1. 
UAPPB Wilayah menyampaikan Laporan Barang gabunganbeserta ADK menyampaikan ke 
UAPPB E-1. 
UAKPA secara bersamaan menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPA E-1 (tingkat 
Eselon I terkait). 
UAKPB secara bersamaan menyarnpaikan Laporan Barang beserta ADK ke UAPPB E-1 (tingkat 
Eselon I terkait). 
UAPPA El menyampaikan Laporan Keuangan gabungan beserta ADK kc UAPA (tingkat 
Kernen teria.n/ Biro Keuangan). 
UAPPB E-1 menyampaikan Laporan Barang gabungan beserta ADK ke UAPB (tingkat 
Kcmenterian/Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara). 

J.lllQ:11a111aqq11Ji,1111a:111 . . 

UAPA/APB 

UAPPA-E1/ 
~ UAPPB-E1 

~ 

LAP 

UAPPA-W 
UAPPB-W 

·~ 
ADK & LAf 

UAKPA 
UAKPB 

ADK & LAP 

ARUS PELAPORAN SISTEM AKUNTANS! INSTANSI 



b, Perubahan Data Dasar e-Monitoring 
Perubahan data dasar e-Monitorinq yang diakibatkan oleh Revisi 
RK.AKL/DIPA/POK dilakukan dengan cara sesuai Lampiran l.f. 
Mekanisme Penyusunan dan Revisi DIPA/POK. 
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A. 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
1. Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui e-Monitoring, yang 

meliputf 
a. Data dan Informasi (Pekerjaan Swakelola maupun Kontraktual) 

s Jumlah paket pekerjaan dan cara pengadaannya; 
o Jumlah paket pekerjaan dan pagu per kornponen, sub output, 

output dan kegiatan; 
0 Output per paket pekerjaan, dan Kegiatan baik jumlah maupun 

satuannya; 
o Informasi Prakontrak (mengambil data e-Procurement); 
® Jumlah paket dan pagu belum lelang, proses lelang dan sudah 

terkontrak termasuk nilai kontrak dan sisa lelang; 
o Pagu clan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per Komponen, per Sub 

Output, Per Output, per Kegiatan, per Program, per Provinsi, per 
Satminkal, per Satker, per Jenis Belanja, per Sumber Dana s/ d 
Nilai Kontrak; 

• Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per paket 
pekerjaan, Per Output, Per Kegiatan per Satker (Kurva S); 

• Rencana dan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja per paket 
pekerjaan, Per Output, Per Kegiatan per Satker; 

e Pencairan anggaran baik Rupiah Murni maupun PHLN; 
0 Permasalahan Potensial dan Rutin; 
• Pelaksanaan program sesuai kegiatan prioritas dalam Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra. 

n. Khusus [Pelaporan sesuai ketentuan di Iingkungan Kementerian) 
A. 1. Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 

01/PRT/M/2011 
1. Laporan yang harus disusun sebagai dokumen pada satuan kerja 

untuk keperluan pemeriksaaan dan mariajemen satuan kerja adalah 
LAPORAN KEADAAN KREDIT ANGGARAN (LKKA). Laporan ini tidak 
disampaikan ke Biro Keuangan. 

2. Laporan yang harus disusun dan disampaikan ke Bagian Keuangan 
Unit Eselon 1 terkait dan Biro Keuangan Kementerian PU adalah : 
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP). 

3. Laporan yang harus disusun dan disampaikan ke KPPN setempat, 
BPK-RI, dan Biro Keuangan Kementerian PU adalah LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA (LPJ BENDAHARA). 
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G Lampiran 1 - Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
yang ditanda-tangani Pejabat Eselon I; 

• Lampiran 2 - Struktur Kegiatan Satuan Kerja yang ditanda- 
tangani Kasatker; 

$ Lampiran 3 - Lingkup Kegiatan Satuan Kerja yang ditanda- 
tangani Kasatker; 

0 Lampiran 4 - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang ditanda-tangani 
Kasatker; 

fl) Lampiran 5 - Rencana Penyerapan Anggaran Per Output Per 
Akun; 

• Lampiran 6 - Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Per Output/ Sub 
Output/Komponen/Sub Komponen yang ditanda- 
tangani Kasatker; 

G Lampiran 7 - Daftar Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang 
Wajib Dibuat dan Dilaporkan oleh Kasatker. 

2. Penggunaan Data dan Informast e-Monttortng 
a. Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

0 Pencetakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form A, PP 39 Th 
2006) yang dilaporkan oleh Kasatker kepada Pejabat Eselon I 
terkait clan Atasan Langsung; 

o Pencetakan Laporan Konsolidasi Kegiatan per Program (Form B, 
PP 39 Tahun 2006) yang dilaporkan oleh Pejabat Eselon I kepada 
Menteri cq. Sekretaris Jenderal; 

Iii Pencetakan Laporan Konsolidasi Program (Form C, PP 39 Th 2006) 
yang dilaporkan oleh Menteri kepada Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan clan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 

b. Laporan Progres Fisik dan Keuangan 

@ Form Pl-PlO, Laporan Kasatker kepada Atasan Langsung dan 
Pejabat Eselon I selaku Penanggung .Jawab Program; 

e Forms Sl-86, Laporan Atasan Langsung kepada Atasan/Pejabat 
Eselon I (selaku penanggungjawab program; 

o Form Sl-86, Laporan dari Pejabat Eselon I kepada Menteri cq. 
Sekretraris Jenderal; 

c. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 

Pencetakan Lampiran POK yang meliputi: 

c. Waktu Penyampaian Laporan 

Satker berkewajiban melaporkan seluruh pelaksanaan dengan 
mekanisme seperti berikut: 

1. Secara elektronik melalui e-Monitorinq setiap ada perubahan data 
dan infonnasi. 

2. Secara tertulis yang ditandatangani kepala Satker setiap dua 
mingguan (tanggal 13 clan 28). 
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d. Manfaat 

Ill Sebagai alat konsolidasi data antar Kementerian/Lembaga; 
• Sebagai bahan Rapat Pimpinan Kementerian secara periodik; 
® Memberikan Informasi untuk tindak turun tangan Pimpinan atas 

permasalahan yang terjadi, 

3. Pemarrtauan dan Evaluasi 

Pelaporan secara elektronik melalui e-Moniiorinq menjadi alat/ instrumen 
untuk melakukan pemantauan dan evaluasi masing-rnasing Satker, 
serta penilaian terhadap kinerja Satker. 

4. Pengawasan dan Pengeridaltan 

Pengawasan clan Pengendalian terhadap tingkat kepatuhan pelaporan 
melalui e-Monitorinq ini dilakukan oleh aparat Inspektorat Jenderal 
dengan menggunakan Laporan Form Pl-PlO sebagai bagian dari bahan 
pemeriksaan. 
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NIP . 
Nama 

Lokasi, Tanggal/ Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

o; MYlv~pzir~Nn)f:'71. 
~ ~~Jnf'lr~i:$:clN~'.r~~,,..,.w;iw~'ll'I.W.S.,l,ld<l.'\~i:M 
Q: !.'--1J.l!Y'}Ji.'I 
P.:: l~My'<~.~~r,i,1 
3 fw.usu)Mp;ll\K,!;&'i,,1t;/,}(il 

T: f'Wft."""-'iorlp,M"'4t."at&."l~ .. '!.:g:.l 

iJ: E1111l-.;i1~pw-..1>'1>1.'U,tii/J 
v. Htntoo:jA-1~$~1.'W ~., bo"'r'J 
ee 1'~¥.;l.~ F~~}'li~:)-1.i~~~1-,.,:t, tiJJp, 
x !t>1tq.11<1J~\:f',(ii<l~ilt)~ 
\: Mo!~1MI~~ 

!'~~~(l"M l'l,£~1}."1--:it\ai'f.tl .U1 ta•4ya 
Pt~\\li"~'l~l(/,\)1',-~ 
Y~1'>il.'4Y,tit~.MI IOl'1<\.~ 

!-.;;'.:m:,!',gM 
r<.,,ti,-:.11~.il·b..;rl"i).~-'M<il\l.lttl81"',..tl(W"l!il~K~)'MtJWl.y.li&~:;,_;ft~f 

.t.. P;).'£,Q1Ulm!\~MWfv6-!1"Jl11"1\Ci'olll J$.»1'Pf~'ilTh:i.ti 
g f'll~BrS~~~1SOOr.t·r~1.1-1l:!hnj 
C; k+.-ro;i...\an<X.1..1.1m-::s-;;:~$.~!.i 
0 ::vhl.l~ O.-,hrru-:1 p:,,.\.=.ciitr.ti 

F>il-.~!M !\l:.i !•lll~m}r1:,r;.i 

P1.1n.7..mn~·,7t1.1;b;,~11!c..;m/~..J.i;-,Ql\lJ.W.;t,:.I 
!,14~u.r~Ji:h;>r~l.~11~i 
U/',!Jt\.)~!'lt.s,»:la p.>WJ ~-a:i.J>,t,,1~~-.i~~l';~<.Y. ~,:..~ 
~G1\J~~O-~\.Ji.(o!I~~, 
~Ji~»TI 
t~f,)'.;.i>...'l'l;l.1 OOfta ~~13 r~r,fQlai~{!.!t;.~fl~~)<!~~ ~1.m.."¥tl¥,) 
r-oo-.Y..i..t4'"1~t.tw.i.r~ 
F"t.,wt~W!'l.f,<Jf~lrM 
c~-;:t;J~ a&.,·vm.:i~<l~ !;,.\I.M 

STATUS! .. 
KODo DAii NAU,\ llATUAN KERJoliO~TUAH KEl!JA SEI.IENTARA . 
J•nla OIPh: .• 

lttU:Jiil 
RmCI.I.N PROGUS LEI.ANO PAKET KOijTRAJiT\JAL 

llAT!-1,N>W., 

e Form P2 - Rmcian Proses Lelang Paker Kontraktual 

NIP . 
Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

~-l~FQ 
·•·!'Uii!i°,0'1 

~ (,!,J), 
r~ : !~.:i.~f,.,,_, 

i<~Ml/>!l~i- 
li.} ~,T,,ri~Uc,11'1'",J~ 

<: i:,:.:,~,» 
$ ~licit 
r f'«•ht.!r.,i;!t;,~1~ 

RIJIC!.AH PE!<ERJAAN 
SAlMiNKi\l: ... 

'STJ\1U~' 

Pencetakan Laporan Progres Fisik dan Keua:ngan yang meltputf: 

e Form P 1 - Rincfan Pekerjaan 
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NIP . 
Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

RNor,:..a.'.11 
),.·~.il11.',;,~l 

~h-tf'll-~ :'.>'<.;-'l>'i.Q t"1J ~" ~';-N: ®is~'lf.i Sii: K~5.:""kl tltl,f'l)"t~J,ci-t<'J.lM ~<1:u,1.;a 

~.&tr,,l!ni'-"' 
K~~'ll 11 00 tb1«i'f')1."Ml'lt11;, !f.:~11,.l'if~HJ lt1IA ~~, f,f."IJG.ln/MC.:-l"JQ.";P°L/i 
~:rm12.13c.f11J.1.%i' 

MifJ.:ooJr.a.,.,·Uff:l"t.n~;:r-al'~ 
JU hl>i<,l.):4 ,,:.'ll;A f.·~l'l'.S,.-.w-rn. 

KOOE OAH NMIAIIATUAH KfRJNBATUAN KERJA StNEHTARA . 
imua: . 

SATh!IWKAL: .. 

e Form P4 - Jadual Pelaksanaan Anggaran 
NIP . 

Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

Pffll'\b,...">IM:&.P1J."1)3. 
PenyutUlilt'I W:l .. Wlc!O lct.sf.1' ~fffii!ifi;; KA~!M:J~j di\'l Oa:--nts.r 
R;.)~r.a M.t)a,M ~y;1{H.1;iS) 
teecea ?c.'900:aa.1 
Pf~~.a'fl.:'irl: M"<-"4> M..ua ~Bili.trM$;. 

c 
0 

~f;i1:t<lfl,Ja!.' 

A 

RINCIAN PERSIAPAN LELANG IW(l!T KO!f!RAKTllAL 
SATMINKAL: .., . 

srATIJ8: . 
KOOS DAN NAMA SA TUAN KERJAISAlUAN KERJA 3EMENT ARA . 
Jeni• DIPA: . 

$ Form P3 - Rinoian Proses Lelang Paket Kont:i.-aktual 
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NIP . 
Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

DAFfAR POT~NSIAL Mt\SALAU PElAKSANMJI KEG1ATAN TAllUN ANIJGARAN ... 
MTMINK,\L . 

STATUS: , .• 
KOO~ DAfl HMM UATUAN KfflJNSATUAN K~ltJA S[MfttTAflA , .. 

0 Form PS - Daftar Pote.naial Masalah Pelaksanaan Kegiatan 

NIP . 
Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

... ~~(-'i-1~. 
~o',r,i :; Q ~ l>tm~ t'-~ur,i.~l, a;;.!I !lllS!H(\P'.!i] ;:r.:;;J. ~·t,.Ji~l..!.~ "W'l ;!C.;i·si&c.;1!,,P,J~ 
~:k,"112. t}~11'U rj:'is1 

;1t,:rr,'.t•1~:.:·i~1:t'3\e 1:,:,.:,~,J 
s;/~i C1<~ ••:o::~ ~r,~~'- Pi~.AI :S.11~ \:~o 

KODE DAN NAMA SATUJ\N KEIWISATUNl KERJA SEMEH!MA .... 

JADUAL PELAKSJ\NMN fEKERJAAN 
SATM;NKN.' 

STA!USc. 

® Form P4.1 - Jadual Pelaksanaan Pekerjaan 



'. -~ .·,' •. '-~ '.''""' ,_,. ·><•= ... _· :"" ···:. ·:· ·: "'·"'·"":, ... 
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NIP .. 

Narna 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

KODE DArl NAMA SATUAtl KERJAJSATUAH KERJA SEMEtITAR,~ . 

PELAK~ANAAII KOUl'RAKTUAL TERHAOAP PAGU KONTRAKTUAL OIPA TA .... 
SATMINKAL 

STATUS; •. 

e Form P7 - Pefaksanaan Korrtraktual 'I'erfradap Pagu Kontraktual 

NIP . 
Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

RIIICIAN PELAKSANAAN ANGGARAII PER JEHIS BEL.ANJA DAN SUMBER DANA TAHUN AHOOARAN •.• 
SATMiNKAL . 

STATUS: . 
KODE DAN NAMA SATUAN KERJAJSATUAN KERJA SEMEHTARA . 

NIP . 

e Form P6 - Rincran Pelaksanan Anggaran Per Jenis Belanja dan Sumber 
Dana 

Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

O,\FT~R M.\ll;\l.,111 Pl!\.AKGA!lM~ K~Gl>\TMl T,\IIUII AliilOAAAN ... 
SATMltiliAl. ..•.. 

3TATUB ! .. 

e Form P5.1 - Daftar Masalah Pelaksanaan Kegiatan 
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NIP .. 
Nam.a 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

~ ·r,:,·,t~ 
l:l~s:,; 
;:c :r<rno{~,1 

r fa~ 
ii·n-i-ir,,J. 

J::1t1ii~~, 
t,~I )4.?i:ii~lrili ~\-:-;r~ 
!( ~~,ml 

$mi.(l·:i~ 
T h:;t~rn-~ h·~~ 

ffiOJRES FE.,ERJ!,1.~ ONI PS!lWf /,~ TE.~1.GA Y.""tP.JA TAHUij lc'IGGA.'V,~ •. 
SAllilU!W.: ... 

STATUS: .•...... 

e Form P9 - Progres Pe kerjaan dan Penyerapan Tenaga Kerja 

NIP . 
Nam.a 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

PELA!(SANMN PAl{ET KONTRAKTUAl TAHUN ANGGARAN ... 
SATMINKAL: . 

STATUS: ., .. 
Koda dan Nam a Satuan Ke~a/Sawan Kerja Somentara: .. 
Jenis · • 

(!it Form P8 - Pelaksanaan Paket Kontraktual 



, .... , _.,,~.·,·, ..... ·"·"" ..... •• '."< .. ,.,,,., •• • ...... ,. · •• " ·• ·' .·-:- ~~-·· ~) :·. ··: :: ~ ·.lt··.:'} 
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NIP . 
Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Atasan Langsung Kasatker / 
Atasan Kasatker /Eselon I 

~ F':.;-:;~r; !,:,'~;~ tt'.4~1:p.;;.tl i;;r,i, ~:)~~'1'1!1:;i·J.:£.4 ~r'IJ:.'"r'.>irr~~ tl:t pE.:~~AU;;!'f:;.=.i;;,;r, )'£ifi.e>,s!,1 [;'-l:.:i!: ~-;.;.t~:ii.a'>'] 

~ hl-:«-X.s.~: 1:.1!~ 'W"",,.\'..--4' s'Aill~~-'Ji~>.}a'iJ'~t.-; :;;.~~ dt,f~~r.1 SP~. !.]~::.._i:pi>~ t'+~-:.;., ~~1 l,t1:ni:o\' 1~~; :!i-.~tal-1:'(Q,~ 

1 i:1,1< s.»'s11\u.'i~ll:~ 1.:.·"~"'~ i·i.~ :r..-:4;..i>~,;,-~•.'( rr.~.citc;rJ ;;-m-0-ru,>:i. ,r,y-;rS,.:.iJ.1 ~M ",'.<«t:!.'Ntl::r.;t~~'t:.;f~•: 

l f<~,, t,:Ji oii!'~~J..:tfJ\1~ 1-.o!l ~.t!'.'!t~:i<.s. Fr~t>-x~,,~t?'~~.\!;.rt1.",i; w;<J<1 ~f-'\.'.,ll'lff\. ~r'il"li\l~!I:. !!.!j_ t-:;11.~ 

S/ITMINKAL: .. 

REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS PEKERJAAN 
TAHUN ANGGARAN . 

STATUS: . 

® Form Sl - Rekapttufast Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Pekerjaan 

NIP. . . 
Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

I~~ kY,l,~ •;:~ PU/1.i:!,'.t'!li. 
ld,t [N).\.,,o!.:11 ;;.'J.i ~~~t~ .. ~·.,~f 

~~~~~~-}!~' 
~j,:t-r.8 U1, 

!ADUAl PENYEMPAtl TER~~A KERJA 
SATHINiCA\, .. 

snns.. 

® Form PlO - Jadual Penyerapan Tenaga Kerja 
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NIP .. 

Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Atasan Langsung Kasatker / 

Atasan Kasatker /Eselon I 

SATMINKAL: .. 

® Form S3 - Rekaprtulast Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja Per 
Sumbe r Dana 

NIP . 
Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Atasan Langsung Kasatker / 

Atasan Kasatker/Eselon I 

1mm 
REKAPITUI.ASI PELAKSANAAN ANGGAMN PER JE!.llS BELANJA DAN SUMBER DANA 

TAHUN ANGGARAN ,,., .• 
STATUS: .. 

e Form S2 - Rekapttutaai Pekerjaan Per Satuan Kerja/SNVT 
ltF!(;\l'lTULr\~I PEt;;.!;!OA1\N l'/!11 :-;Al1!AN Kf-:.RJ..VS~Vl 

IAliUN ANl:i!JANAN ·-•-«· 
STATUS c ,,, •• 



""'''.>fa"·"'"'·"'"' ·.··: .r;··. 
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NIP. . . 

Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Atasan Langsung Kasatker/ 

Atasan Kasatker / Eselon I 

STATUS 
TAHUN ANGGARAN .... 

HEKAP!Tlll.t\.ST l'EKERIAAN PER SAil/AN KERJtVSNVT 

NIP .. 

® Form S6 - Rekaprtulaai Pelaksanaan Pekerjaan Per Satuan Kerja/Per SNVT 

Na.ma 
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Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Atasan Langsung Kasatker / 

Atasan Kasatker /Eselon I 

SA TMINKAL : .. 

I AMUN ANl,IJAttAN .. , ...• 
STATUS: . 

REK,\PITUI.ASI JlEKEIUAAN KONTJ\AKTUAL PER SATUAN KERJA/SNVT 

NIP . 

o Form SS - Rekapitulasi Pekerjaan Kontraktual Per Satuan Kerja/Per SNVT 
1111:l'AIUII 

Nama 

!<et 
R"' Rencana 
A=Akt1,.11J.i'l4:U 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Atasan Langsung Kasatker / 

Atasan Kasatker /Eselon I 

IAJ1VN AUtiUA.l<Al't .... 
SfATt.lS:. 

REKAPITULASJ PflWRJAAN PER SATUAN KERJ,VSNVT 

® Form S4 - Rckapttulasf Pekerjaan Per Satuan Kerja/Pe:r SNVT 
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-~------ Narna _ 
NIP . 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

.__....,____ _._. .....-L. .._ _ _,_ __ __,'-----'~------- 

____ P.!"ilE\~L... .. . . 
........ Kogioton._ .:.e. _ _._,_,_,,_._ -"'-'-'"'""-"--"-'·'-'"--"-'"-'"-'"'-'-'-'-"-"' "'-'""-''-"-'-'-'-"-''"- _.,,_,_ .,•:: .. :: __ •. .••. • .. 
... . _5)~\p~·--- --------------------···-·· ---- ---------- --- ----- ...•.. 

". ••H'O'" Suh _()11trut -·---~~!.! .. -,.--~-~---: -'-,. -!. __ OJ ~ :.? __ !-~-~-- ! . .'-----~·-..--~·---.-~!-~-----·-··------- . ---·--·--·-·-····-·· -,-------.. .. ······ .. -·--·--·---- ·-·---- 
... , , -~~P~P..'?~~~-~- .. ,... ··-,. ····· ······ · ,. _ --- 

.. __ .. P.A~£1 f.~~~!J~.~-r..•:.~ ~.~~-·-·: ~.~~ ~-' .. '..~~.: ~~.~ ~~-'.:.·.~~-'. '..'}.~ :.:: :1~.-.:~:.~ ~.'.:.•.·-~-~· ::.·.~-·.'.~.-,~ .•. ! :.~~ ----· _ . 

....... 6.t1_1~ , · _.,., __ + _ • .......•.•.• 

SATUAN KERJA 
PROVW51 

---- STllUKIUtl KffilJ\Tl\ll SI\ lUI\H KERJA 
TAHU/11\NG(l/\lWI ... 

Lingkup Kegiatan Sat.uan ei Lani piran 3 - 
NIP . 

Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

OIPA Nomor : ..• 
T•nggal OJPA : ... · . 

SATUAN );~£fUA 
PROVINS! 

• Lampiran 2 - Struktur Kegiatan Satuan Kerja 
NIP . 

Nama 

SllUJKflJR !{[GIA '(All SAIUNl KEIUI\ 
TAHIIH l\lla.;ARAJI ••• 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Sekjen/Irjen/Dirjen/Ka Badan 

f.l.ENtAliA !((;ilJA QAN: ANOCAnAO KEM£tfffUAWU,MUAGJ\ TA •. , 
filHt1KASAt~ At.'GGA,R,.\11 ~~~l.ft.«J(\ llim JEUIS 011.LMUA 

Rencana Kerja dan Anggaran Kemerrterfarr/Lembaga 
~ 

Pence takan Lampiran POK yang mettputt: 

Lampiran 1 - 
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NIP . 
Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerj a 

Kede dan Nam1l Satuan Kerja : 
Jens DIPA: ... ., 

Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Per Output/Sub Output/Komponen/Paket Pekerjaan 

@ Lampiran 6 - Rencana Penyerapan Tenaga Kerja 

NIP . 
Nama 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

NoSP. ll!PA. 
l;,.r,gg,1J()PA. 

Siitui.t1 ~~'1" 
?f(;;{a(l~t 

iM!W@MMii 
REl-lCAN>\ PENVERAPAN ANGGAIWI PER OUTPUT PER AKU~ 

T AflUN A!4GGJ\RAH .... 

® Lampiran 5 - Rencana Penyerapan Anggaran Per Output Per Akun 

-~~~ .. _N_ru~n-a _ 
NIP .. 

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun 
Kepala Satuan Kerja 

.JAC-WN.. Plit>l(t?JiMN tOC:t)b\ lA~t 
TA.110!-J.llN(;ii)Al'l.Afl~ 

"' Larnpiran 4 - Jadwal Pelaksanaan 
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I! 3 Triwulan 
I 1-· 
I 

I 
n Jadual Penvamoaian Lanoran Proares Fisik dan Keuanaan 

1 I Bulanan a. Satuan Kerja Form Pl-P10 a. 1. Atasan Langsung I Tanggal 7 dan 22 
I dan Backup 2. Penanggung bu fan yang 
I Data Jawab Program bersangkutan 
I eMonitoring I 
I b. Atasan Langsung_ Form 51 - S6 b. I 

dan I 1. Penanggung I Tanggal 10 

keria 
triwulan 

14 hari 
setelah 
berakhir 

c. 1. Menteri PPN 
2. Menteri Keuangan 
3. Menteri PAN & RB 

c. Para Menteri I 
Pimpinan Lembaga 

2 I Triwulan 
i 

1 

10 ha ri kerja 
setelah triwulan 
berakhir 

b, Menteri J Pimpinan 
Lembaga 

Form - C 

Penanggung Jawab Form - B 
Program (Kepala ·1· 

Unit Organisasi) 

Pelasanaan Dana Dekonsetrasi di SKPD Provinsi I 
i 
I 

a. Penanggung Jawab Form - A a. Penanggung Jawab I Tidak dlatur ----1 
Kegiatan Program 

b. Penanggung Jawab Form - B b. Kepala SKPD I Tidak diatur 
Program 

I 
! 

c. Kepala SKPD Form - C c. 1. Menteri/Pimpinan Is hart kerja 
LPND I setelah triwulan 

2. Kepala Bappeda I berakhir 
I Provinsi I 

d. Kepala Bappeda d. 1. Menteri PPN I 14 hari kerja 
Provinsi 2. Menteri Keuangan setelah triwulan 

3. Menteri PAN & RB berakhir 

Pelasanaan Dana Tugas Pembantuan di SKPD 

I 
a. Penanggung I Form - A a. Penanggung Jawab Tidak diatur 

Jawab Kegiatan Program 
I I I I 

I b. Penanggung Form - B b. Kepala SKPD Tidak diatur 
Jawab Program I 

! 

c. Kepala SKPD Form - C d. 1. Menteri/Kepala 5 hari kerja 
I Lembaqa terkait setelah triwulan 
I 2. Kepala Bappeda berakhlr 

d. Kepala Bappeda Form - C e. Kepala Bappeda 14 hari kerja 
Kab/ Kota Provinsi setelah triwulan 

berakhir 

Kernenterian / Lembaga 

a. 

Triwufan 

I Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Pengirim ---, !si Laporan I -··---Tujuan - . ----r WakbJ~- 
1 _ . Penyampman 

---------------] No Periode 
__ Pe!apornn 

Lampiran 7 - -Jadual Periyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

5 hari kerja 
setelah triwufan 
berakhir 

a. Penanggung Jawab 
Program (Kepafa Unit 
Organisasi) dan Kepala 
Bappeda dimana 
keqiatan berlokasi 

-·----------1---------------------------------l Penanggung Jawab I Form - A 
Kegiatan (Kepala II 

Unit Kerja) 
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lsmono 

MENTER! PEKERJAAN UMUM 
ttcl 

DJOKO KIRMANTO 
Salinan scsuai dcngan astinya 

l-:EMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 
Kepala Biro Hukurn, 

I 

! .1.. . 
1) Laporan Progres Fis1k dan Keuanqan disarnpaikan rnelalui e·Monitoring, yang disampaikan secara berjsnjanq dart Pejabat 

Pembuat Komitmen kepada Kasatker, clan Kasatker kepada Pejabat Eselon I (selaku Penanggung Jawab Program) dengan 
cara online metatui alamat website http:/ [emonitoring.pu.go.id atau http://emonitoring-pu.web.id dengan 
menggunakan Userid clan password yang telah ditentukan. 

25 bu!an yan~J 
bersanqkutan 

1 ····-·· ·--······ ----·---------· -i--·;:;;~-·--···Backi.ii;T--·--·--J·a~~abr.~o-ci.;a~1, ··· 
1 l Data l I l . . I ! cMqnitori119 i 

' . 

') i r - S - ' 1 1· l - I I c. , enanggung I i-orm :-.1 - o I c. ,, enten cq. angga! ::; can 
I Jawab Progran I I den Backup L Sekretarls Jenderal 28 buian yang 

/_ (PeJabat Eselon I)._L~r~~~itonng . --------·-------- __ -~~~~ang~~~~~--J 
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Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di lingkungan 
Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan sendiri, membutuhkan 
mekanisme perencanaan khususnya dalam proses pengurusan DIPA dari mulai 
persetujuan hingga revisinya. Peraturan Menteri PU ini mewajibkan seluruh Unit 
Kerja terkait yang merniliki kewajiban dalam pengurusan per-DIPA-an untuk 
mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga mekanisme perencanaan, 
pengendalian hingga monitoring clan evaluasinya dapat mengacu pada kinerja 
Kementerian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategi Kementerian PU 
2010-2014. 
Untuk tahap-tahap yang wajib diikuti oleh seluruh Unit Kerja terkait adalah 
sebagai berikut: 
1. Satuan Kerja Tetap Pusat/SNVT Pusat di Jakarta: 

" Proses pengesahan DIPA: 
a. Kasatker menyusun usulan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya yang 

dikelola di lingkungan Satkernya; 
b. U sulan pekerjaan dibahas Unit Kerja Eselon II masing-rnasing; 
c. Pejabat Eselon II menyampaikan usulan program kepada Eselon I selaku 

penanggungjawab program untuk mendapatkan persetujuan; 
d. Setelah usulan program disetujui, Kasatker menyusun Kerangka Acuan 

Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Pelaksan.aan 
Pekerjaan berdasarkan persetujuan sesuai dengan butir [c], yang 
kemudian dituangkan ke dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran 
Kernen terian/ Lembaga (RKAKL); 

e. Kasatker melakukan penelaahan bersama Direktorat Jenderal Anggaran, 
Kementerian Keuangan, terkait Standar Biaya Umum, Standar Biaya 
Khusus, dan Harga Satuan Pekerjaan serta Akun yang digunakan; 

f. Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (SP-RKAKL) yang menjadi 
dasar penerbitan konsep DIPA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 
Kementerian Keuangan; 

g. Kasatker melakukan penelaahan bersarna Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan SP- RKAKL dari 
Direktorat Jenderal Anggaran; 

h. Setelah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 
mengeluarkan Konsep DIPA, Kasatker menyampaikan Konsep DIPA 
tersebut kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan 
persetujuan; 

KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH 
DAN DILAKSANAJ(AN SENDIRI 

MEKANISME PENYUSUNAN DAN REVISI DIPA/ 
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN 

LAMPIRAN 7. : PERA TURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 
NOMOR : 14/PRT/M/2011 
TANGGAL : 14 November 2011 
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II Proses pengesahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK): 
a. Kasatker menyusun usulan POK sesuai dengan DIPA yru1.g telah 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

II Proses revisi DIPA: 
a. Satker mengajukan usulan revisr DIPA kepada Eselon I selaku 

penanggungjawab program melalui Eselon II terkait; 
b. Setelah mendapat persetujuan dari Eselon I selaku penanggungjawab 

program, Kasatker melakukan penelaahan bersama Ditjen 
Perbendahaaan, Kementerian Keuangan; 

c. Setelah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 
mengeluarkan Konsep Revisi DIPA, Kasatker menyampaikan Konsep 
Revisi DIPA tersebut kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal untuk 
mendapatkan persetujuan; 

d. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri cq. Sekretaris Jenderal, 
Konsep Revisi DIPA diserahkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur 
J enderal Perbendaharaan untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan; 

e. Setelah pengesahan Revisi DIPA, data e-Moniiorinq dimutakhirkan secara 
off-line, kemudian backup data e-Moniiorinq dikirim secara on-line. 

II Proses revisi RKAKL: 
a. Kasatker mengajukan usulan revisi RKAKL kepada Eselon I selaku 

penanggungjawab program melalui Eselon II terkait; 
b. Setelah mendapat persetujuan dari Eselon I selaku penanggungjawab 

program, selanjutnya diteruskan ke Menteri Keuangan cq. Direktur 
Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan; 

c. Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan SP- RKAKL yang menjadi 
dasar penerbitan konsep DIPA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 
Kementerian Keuangan; 

d. Kasatker melakukan penelaahan bersama Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasakan SP-RKAKL dari 
Direktorat Jenderal Anggaran; 

e. Setelah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 
mengeluarkan Konsep Revisi DIPA, Kasatker menyampaikan Konsep 
Revisi DIPA tersebut kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal untuk 
mendapatkan persetujuan; 

f. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri cq. Sekretaris Jenderal, 
Konsep Revisi DIPA diserahkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur 
J enderal Perbendaharaan untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan; 

g. Setelah pengesahan Revisi DIPA, data e-Monitoring dimutakhirkan secara 
off-line, kemudia backup data e-Monitoring dikirim secara on-line. 

i. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri cq. Sekretaris Jenderal, 
Konsep DIPA diserahkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur 
Jenderal Perbendaharaan untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan. 
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2. Satuan Kerja Tetap Balai/ Balai Besar / Loka dan SNVT di daerah: 
" Proses pengesahan DIPA: 

a. Kasatker menyusun usulan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya yang 
dikelola di lingkungan Satkernya; 

b. Kasatker melakukan pembahasan/penelaahan di masing-masing Unit 
Kerja Eselon II; 

c. Pejabat Eselon II menyampaikan usulan program kepada Eselon I selaku 
penanggungjawab program untuk mendapatkan persetujuan; 

d. Setelah usulan program disetujui, Kasatker menyusun Kerangka Acuan 
Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Pelaksanaan 
Pekerjaan berdasarkan persetujuan sesuai dengan butir (c), yang 
kemudian dituangkan ke dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKAKL); 

e. Kasatker melakukan penelaahan bersama Direktorat Jenderal Anggaran, 
Kementerian Keuangan, terkait Standar Biaya Umum, Standar Biaya 
Khusus, dan Harga Satuan Pekerjaan serta Akun yang digunakan; 

f. Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan (SP) RKAKL 
yang menjadi dasar penerbitan Daftar Nominatif Anggaran (DNA) dari 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 

g. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 
menerbitkan Daftar Nominatif Anggaran (DNA) sebagai dasar untuk 
penelaahan di daerah (Kanwil DJPBN); 

h. Kasatker melakukan penelaahan bersama Kanwil DJPBN, Kementerian 
Keuangan berdasarkan DNA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

1. Setelah Kanwil DJPBN, Kementerian Keuangan mengeluarkan Konsep 
DIP.A, Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani 
Lampiran Konsep DIPA atas nama Menteri Pekerjaan Umum; 

J. Konsep DIPA diserahkan kepada Menteri Keuangan cq. Kanwil DJPBN 
untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan. 

II Proses revisi POK: 
a. Kasatker menyusun revisi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Ren.can.a 

Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan 
kondisi pekerjaan; 

b. Kasatker menyusun usulan revisi POK sesuai perubahan pada butir (a) 
dan menyampaikan usulan revisi POK kepada Eselon I selaku 
penanggung jawab program melalui Pejabat Eselon II terkait; 

c. Setelah Revisi POK disetujui pejabat Eselon I, Kasatker mengisi data e­ 
Monitoring dan melaksanakan pekerjaan berdasarkan POK. 

b. Kasatker menyampaikan usulan POK kepada Eselon I selaku 
penanggungjawab program melalui Pejabat Eselon II terkait, untuk 
mendapat pengesahan; 

c. Setelah POK disahkan, Kasatker mengrsi data e-Monitorinq dan 
melaksanakan pekerjaan berdasarkan POK. 
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II Proses pengesahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK): 
a. Kasatker menyusun usulan POK sesuai dengan DIPA yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 
b. Kasatker menyampaikan usulan POK kepada Eselon I selaku 

penanggungjawab program/Pejabat yang ditunjuk, untuk mendapat 
pengesahan; 

II Proses revisi DIPA (Lingkup Kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan]; 
a. Kasatker mengajukan usulan revisi DIPA Kementerian Keuangan (Kepala 

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan); 
b. Kasatker melakukan penelaahan bersama Kanwil DJPBN, Kementerian 

Keuangan; 
c. Setelah Kanwil DJPBN, Kementerian Keuangan mengeluarkan Konsep 

Revisi DIPA, Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
menandatangani Lampiran Konsep Revisi DIPA atas nama Menteri 
Pekerjaan Umum; 

d. Konsep Revisi DIPA diserahkan kepada Menteri Keuangan cq. Kanwil 
DJPBN untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan. 

e. Setelah pengesahan Revisi DIPA, data e-Monitorinq dimutakhirkan secara 
off-line, kemudian backup data e-Monitorinq dikirim secara on-line. 

• Proses revisi RKAKL: 
a. Kasatker mengajukan usulan revisi RKAKL kepada Eselon I selaku 

penanggungjawab program melalui Eselon II terkait; 
b. Setelah mendapat persetujuan dari Eselon I selaku penanggungjawab 

program, selanjutnya diteruskan ke Menteri Keuangan cq. Direktur 
Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan; 

c. Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan (SP-RKAKL) 
yang menjadi dasar penerbitan Daftar Revisi Anggaran (DRA) dari 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 

d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 
menerbitkan DRA sebagai dasar untuk penelaahan di daerah (Kanwil 
DJPBN); 

e. Kasatker melakukan penelaahan bersama Kanwil DJPBN, Kementerian 
Keuangan berdasarkan DRA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

f. Setelah Kanwil DJPBN, Kementerian Keuangan mengeluarkan Konsep 
Revisi DIPA, Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
menandatangani Lampiran Konsep Revisi DIPA atas nama Menteri 
Pekerjaan Umum; 

g. Konsep Revisi DIPA diserahkan kepada Menteri Keuangan cq. Kanwil 
DJPBN untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan. 

h. Setelah pengesahan Revisi DIPA, data e-Monitorinq dimutakhirkan secara 
off-line, kemudian backup data e-Monitorinq dikirim secara on-line. 

k. Setelah pengesahan Revisi DIPA, data e-Monitorinq dimutakhirkan secara 
off-line, kernudian backup data e-Monitorinq dikirim secara on-line. 
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u Proses revisi POK: 
a. Kasatker menyusun revisi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan 
kondisi pekerjaan; 

b. Kasatker menyusun usulan revisi POK sesuai perubahan pada butir (a) 
dan menyampaikan usulan revisi POK kepada Eselon I selaku 
penanggung jawab program melalui Pejabat Eselon II terkait; 

c. Setelah Revisi POK disetujui pejabat Eselon I, Kasatker mengisi data e­ 
Monitoring dan melaksanakan pekerjaan berdasarkan POK. 

Tahapan Revisi Anggaran/DIPA/POK melalui e-Monitorinq 

1. Data usulan revisi dimasukkan ke dalam aplikasi e-Monitorinq off-line (tidak 
merubah data e-Monitoring), dan backup data revisi dikirim melalui e­ 
Monitoring on-line. 

2. Pejabat yang ditunjuk mengunduh data usulan revisi melalui e-Monitorinq on­ 
line, kemudian mencetak usulan revisi. 

3. Usulan revisi dibahas dalam lingkup Satminkal (Unit Organisasi) yang 
bersangkutan; 

4. Apabila usulan revisi clisetujui, Pejabat yang ditunjuk memberikan kode akses 
untuk mentransfer data usulan revisi dari aplikasi e-Moniiorinq off-line ke 
aplikasi RKA-KL; 

5. Usulan revisi dicetak melalui aplikasi RKA-KL dan dilakukan penelaahan 
dengan DJ PBN (Kanwil DJ PBN); 

6. Setelah Revisi DIPA clisahkan, clan POK clisetujui Pejabat Eselon I, data 
aplikasi e-Monitorinq off-line dimutakhirkan clan dikirim melalui e-Monitorinq 
on-line. 

c. Setelah POK disahkan, Kasatker mengisi data e-Monitorinq dan 
melaksanakan pekerjaan berdasarkan POK. 
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1. Umuro 
a. Penyelenggaraan biclang pekerjaan umum di daerah, baik yang 

merupakan kewenangan Pemerintah maupun kewenangan pemerintahan 
daerah adalah merupakan bagian dari pengembangan wilayah/ daerah 
dan bagian dari pembangunan lintas sektor di daerah guna mewujudkan 
tujuan dan sasaran pembangunan nasional. 

b. Sehubungan dengan huruf a di atas, sejalan dengan kegiatan 
dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil 
Pemerintah khususnya kegiatan koordinasi, maka gubernur adalah 
pengemban fungsi koordinasi, termasuk dalam mengkoordinasikan 
kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah baik berupa 
kegiatan-kegiatan yang didekonsentrasikan, ditugas pembantuankan, 
maupun kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah di daerah 
melalui unit-unit pelaksana teknis/balai Pusat di daerah maupun melalui 
Satker Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Pusat yang berlokasi di daerah. 

c. Kepala UPT /balai dan Kasatker, baik yang berada di bawah UPT /balai 
maupun yang berdiri sendiri seperti SNVT dan SKPD Dekon/TP di 
provinsi/kabupaten/kota, berkewajiban untuk berperan aktif dan 
mengikuti proses koordinasi yang dilaksanakan oleh gubernur. 

d. Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas provinsi terkait berfungsi sebagai 
pelaksana harian koordinasi membantu gubernur dan sekaligus 
merupakan petugas penghubung (liason officer) kepada Direktur Jenderal 
terkait. 

e. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas provinsi terkait 
sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi aspek perencanaan, 
pemrograman, dan pelaksanaan hal-hal yang bersifat khusus misalnya 
terkait penyelesaian masalah pembebasan lahan dan lain sebagainya. 

f. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Dinas provinsi terkait 
sebagaimana dimaksud pada huruf e, Direktur Jenderal terkait 
memberikan standar dan petunjuk teknis sesuai bidangnya masing­ 
masing, sehingga koordinasi dan pelaksanaan pembangunan di daerah 
dapat berlangsung efektif dan efisien. 

g. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
huruf f, Direktur Jenderal melalui direktorat teknis dan/atau direktorat 
wilayah melaksanakan fungsi pengaturan teknis, pembinaan teknis, dan 
pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan bidang pekerjaan urnum di 
daerah, baik yang sudah merupakan kewenangan pemerintah daerah 
maupun kewenangan Pemerintah, termasuk urusan yang 
didekonsentrasikan dan ditugas pembantuankan. 

KOORDINASI PELAKSANAAN DI DAERAH 

LAMPIRAN 8. ! PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 
NOMOR : 14/PRT/M/2011 
TANGGAL : 14 November 2011 
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3. Persiapan Pelaksanaan 
a. Pengusulan, penetapan, dan pengangkatan personil Satker, 

1) Pejabat Eselon I mengusulkan calon pejabat inti Satker yang 
bertanggungjawab sesuai bab VIII pasal 11 disampaikan kepada 
Menteri, 

2) Menteri menetapkan usulan setelah sesuai dengan kriteria yang 
tercantum dalam lampiran l.b.,2.b., dan 3.b., 

3) Pengangkatan pejabat inti Satker dilakukan oleh Menteri. 

2. Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran 
a. Kepala Dinas provinsi terkait melakukan koordinasi penyusunan usulan 

kegiatan pembangunan bidang PU di daerah sehingga terdapat 
keterpaduan rencana dan sinkronisasi program pelaksanaan antara 
kegiatan pembangunan yang kewenangannya telah didesentralisasikan 
kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dengan kegiatan pembangunan 
kewenangan Pemerintah. 

b. Direktur Jenderal menetapkan usulan kegiatan yang akan 
didekonsentrasikan kepada Gubernur setelah mendapatkan dan 
mempertimbangkan masukan usulan tertulis dari kepala dinas PU 
provinsi setelah disetujui gubernur. 

c. Dalam rangka pengajuan usulan kegiatan yang dapat ditugas 
pembantuankan dari Pemerintah kepada pemerintahan kabupaten/kota, 
Kepala dinas PU provinsi melakukan koordinasi persiapan usulan yang 
dilakukan oleh pemerintahan kabupaten/kota/ desa, disinkronisasikan 
dengan usulan kegiatan yang akan diusulkan urituk di-tugas 
pembantuan-kan kepada pemerintahan provinsi. 

d. Usulan kegiatan yang akan ditugas pembantuankan akan menjadi 
pertimbangan Direktur Jenderal setelah usulan tersebut ditetapkan 
melalui proses koordinasi Kepala Dinas provinsi terkait dan/ a tau 
Kabupaten/Kota. 

e. Penetapan usulan kegiatan pembangunan termasuk yang dapat/akan 
clidekonsentrasikan kepada gubernur dan/ atau ditugas pembantuankan 
kepada pemerintah daerah dilakukan melalui koordinasi Sekretaris 
Jenderal, sebelum ditetapkan oleh Menteri, 

f. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan pembangunan termasuk yang 
dapat/akan didekonsentrasikan kepada gubernur dan/atau ditugas 
pembantuankan kepada pemerintah daerah dilakukan melalui koordinasi 
Sekretaris Jenderal clan sepersetujuan Menteri, sebelum clitetapkan 
melalui proses penganggaran yang berlaku. 

g. Proses perencanaan, pemrograman, clan penganggaran kegiatan 
pembangunan PU kewenangan Pemerintah dapat bersifat iterasi clengan 
kendali pemrosesannya di Kementerian melalui Sekretaris Jenderal. 
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h. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf 
c dan huruf e, serta pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada huruf f, Direktur Jenderal melalui direktorat telmis dan/ atau 
direktorat wilayah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 
capaian upaya koordinasi pelaksanaan pembangunan di daerah dan 
kinerja Satker Pusat di daerah. 
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f. Koordinasi penanggulangan bencana 
Dalam hal terjadi bencana alam, Kepala Dinas bidang PU dapat 
mengajukan bantuan penanganan kepada Kepala Balai/Balai Besar atau 
Pejabat Eselon II Pusat terkait untuk menjamin penanganan segera. 

e. Pemanfaatan aset/peralatan 
Pernanfaatan aset clan peralatan diatur bersama Kepala Balai atau unit 
penanggung jawab pengelolaan untuk meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi peralatan dan aset yang ada. 

d. Bim bingan teknis 
1) Atasan Langsung melaksanakan bimbingan teknis untuk seluruh 

proses pembangunan, 
2) Dalam melaksanakan bimbingan teknis tersebut Atasan Langsung 

dapat bekerjasama dengan instansi terkait, 
3} Atasan Langsung wajib berkonsultasi dengan Pejabat Eselon I terkait 

untuk mengatasi hal-hal yang dipandang perlu mendapat perhatian 
khusus. 

c. Pelaporan 
Kuasa Pengguna Anggaran wajib mengirimkan laporan-laporan kepada 
Pejabat Eselon I dan instansi lain terkait sebagaimana diuraikan dalam 
mekanisme pelaporan. 

b. Pengendalian pelaksanaan 
1) Kuasa Pengguna Anggaran mengendalikan pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak, 
2) Kuasa Pengguna Anggaran mempertanggungjawabkan basil pekerjaan 

kepada Menteri melalui Unit Eselon I terkait. 

4. Pelaksanaan Pembangunan 
a. Persetujuan perencanaan teknis 

Dokumen perencanaan teknis yang akan digunakan untuk pelaksanaan 
ditetapkan oleh Pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya. 

c. Pengadaan barang dan jasa. 
1) Pengadaan barang danjasa mengikuti ketentuan yang berlaku. 
2) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan data paket pekerjaan 

clan proses pelelangan untuk ditayangkan pada Website Kementerian 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Proses penyusunan DIPA/POK, 
1) Rancangan Petunjuk Operasional Kegiatan disiapkan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran dan disampaikan kepada Pejabat Eselon I terkait 
melalui Pejabat Eselon II terkait, 

2) Format POK mengikuti petunjuk umum yang ditetapkan Menteri, 
sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Le. 

3) Selanjutnya Pejabat Eselon I menetapkan POK. 
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MENTERI PEKERJAAN UMUM 
ttd 

DJOKO KIRMANTO 
Salinan sesuai dcngan aslinya 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 
Kepala Biro Hukurn, 

6. Penutup 
Mekanisme koordinasi sebagaimana diuraikan di atas akan dievaluasi 
bersama oleh Pejabat Eselon II terkait setiap tahun untuk penyempurnaan 
lebih lanjut. 

5. Evaluasi Pasca Pembangunan 
a. Pemantauan kinerja hasil pekerjaan 

1) Paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran Kuasa 
Pengguna Anggaran melaporkan hasil pekerjaan kepada Pejabat Eselon 
I terkait, 

2) Laporan hasil pekerjaan memuat data lokasi pelaksanaan, biaya yang 
cligunakan, serta status terakhir progres fisik dan keuangan. 

b. Evaluasi kinerja 
1) Berdasarkan hasil pernantauan hasil pekerjaan, Atasan Langsung 

Kasatker melakukan evaluasi kinerja sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan anggaran kepada Pejabat Eselon I terkait, 

2) Basil evaluasi dimanfaatkan untuk masukan program tahun 
berikutnya. 
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